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ABSTRAK

Mahfudhoh, Aini. 2024. Strategi Pengelolaan Media Sosial untuk Peningkatan
Mutu Pelayanan Informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas llmu
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Amin Nur, MA.

Kata Kunci: Strategi, Media Sosial, Mutu, Pelayanan Informasi.

Pelayanan informasi publik merupakan tugas dan tanggungjawab
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan informasi yang
bermutu sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Tujuan pelayanan informasi
adalah menjamin hak masyarakat dalam mengetahui bagaimana kebijakan dan
program dari pemerintah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang ada harus
dapat dimanfaatkan dengan baik, salah satunya kemajuan jejaring internet atau
media sosial. Media sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat
berbagi konten atau informasi dalam jaringan sosial. Maka, media sosial ini dapat
digunakan pemerintah dalam menunjang proses penyebaran informasi menuju
keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan media
sosial agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, juga memudahkan instansi dalam memberikan informasi secara efektif
dan efisien.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui; (1) perencanaan pengelolaan
media sosial untuk peningkatan mutu pelayanan informasi; (2) pelaksanaan
pengelolaan media sosial untuk peningkatan mutu pelayanan informasi; (3) dampak
pengelolaan media sosial untuk peningkatan mutu pelayanan informasi.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar mulai November 2022 sampai Desember
2023 melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis
data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data
menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian ini adalah: (1) perencanaan diawal dengan penentuan
tujuan, analisis permasalahan, dan perencanan program seperti melakukan
identifikasi informasi, pemilihan media sosial, pembentukan tim khusus pengelola
media sosial, kerjasama dengan pihak eksternal, anggaran, dan membuat peraturan
atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemanfaatan media sosial untuk
publikasi informasi; (2) pelaksanaan program dimulai dari proses koordinasi dan
komunikasi mengenai pelaksanaan tugas yaitu pengolahan data menjadi berita
sesuai standar, pemetaan media dan target sasaran publik, produksi konten, dan
evaluasi; (3) dampak pengelolaan tersebut diantaranya terwujudnya pelayanan
informasi keagamaan dan pendidikan yang transparan, terpercaya, mudah, murah,
cepat, tanggap, efisien, dan efektif.
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ABSTRACT

Mahfudhoh, Aini. 2024. Social Media Management Strategy to Improve the Quality
of Information Services at the Ministry of Religion, Blitar Regency. Thesis,
Management of Islamic Education Study Program, Faculty of Tarbiyah and
Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Advisor: Dr. Muhammad Amin Nur, MA.

Keywords: Strategy, Social Media, Quality, Information Services.

Public information services are the government's duties and responsibilities
to fulfill the public's needs for quality information services in accordance with the
principles and objectives of the service. The aim of information services is to ensure
the public's right to know about government policies and programs. With advances
in existing information technology, it must be utilized properly, one of which is the
advancement of internet networking or social media. Social media are applications
that allow users to share content or information on social networks. So, this social
media can be used by the government to support the process of disseminating
information towards open public information. Therefore, social media management
needs to be carried out so that the information conveyed is accurate and
accountable. In addition, it also makes it easier for agencies to provide information
effectively and efficiently.

The purpose of this research is to know; (1) social media management
planning to improve the quality of information services; (2) implementation of
social media management to improve the quality of information services; (3) the
impact of social media management on improving the quality of information
services.

The research approach is qualitative research using the case study method.
The research was conducted at the Blitar Regency Ministry of Religion Office from
November 2022 to December 2023 through observation, interviews, and
documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used are data collection,
data reduction, data presentation, data verification and conclusion drawing.
Checking the validity of the data uses source and method triangulation.

The results of this study are; (1) planning begins with determining goals,
analyzing problems, and planning programs such as identifying information,
selecting social media, forming a special team to manage social media,
collaborating with external parties, budgeting, and creating regulations or Standard
Operating Procedures (SOP) related to the use of social media for information
publication; (2) program implementation starts from the coordination and
communication process regarding task implementation, namely processing data
into news according to standards, mapping media and public targets, content
production, and evaluation; (3) the impact of this management includes the
realization of religious and educational information services that are transparent,
reliable, easy, cheap, fast, responsive, efficient and effective.

XiX



Condl jasdinn

Blig 3 Sloshll ks B35 ) (olozr YV Jolsdl Jilog B3] dmsliin] LYY £ oo cabyis
VRNV PN (ol g Bl ske ST @Y ag Al 5yl pd L ode Sl Aablie ()
U g el da ST B al) Ve e S ALYl al il

Sloshns Slodd jgad) Slorliam) 2 23S Sl gganny Slrly 2 Balall Sloshall loss
Olalos s 3 jsgad) 3 Oled 38 Olaghal) laas o Cudl L aad) Claaly sl by 35441 aJle
ey (s [ 8350l Slaglall plisianl (2 (Ologhall Lrgd oSG (3 puid) o 20 oS g
o el o sl Lol Blay L slam Yl Jolsdl Bl f cipY) wls 3 pdid g
By plasal aaSol) S I Laslaza Y1 2l e wlaglall of (sl 3L izl
35} ©y9ral) pp (U Bl Sleglall e ST Cus Slaglall i Blee el el Lol
Jos 6 5 e Bl Oy ity 2085 WpBl) Sleslal) 055 5> slem ) ol Loy
5eliSh Al Olaslall el VIS L U
Slods B3 et sl Y1 Lol Blog 5] Lk (1) abmn ga ol Ms 0 24l
Ly 3lal 3T (3) tmlaghall wlons 35 e Sl ol ilag 315 duis (2) colashall

cobegdall Slads B3 ped o gc\.«.::-\j\ Joolsd)
Blig S 3 ol ) F AW AL AR b sl eod) ol s e o]l e

-35s0ly VLl ala> L IV e YOY Y g ALY YT pedsi e aidll (3 )L ddbaie 3 )
(UL (209 (bl e by (Db aa o Rsdsadl L) Jold L OB cands 30 (39
bl el s sy SUL des e @il Ol bun Y o MSly UL e sl
Lk (NSl Uy (Bl ad I e Lo Ladasd) (1) 1 n ol s il
Jolsdl g 815Y (ol 35 SRy slem Yl Joolsdl Bloy ety colaghall wld oo gl
Gl Jridl Slelrl ol A aogy (DL mzgy comB OLLYI ae Oladly ¢ slozr )
ides pr el dis Ty (2) toboglall 2d sl Y1 Lolsd) Bloy plasanl sla L (SOP)
Lsloghh sl s ey ulnedd By LT ) LU Bhles (o pleld didizy lazy Lod JLasYly g
Aoahtly B> Teodlel okt 324 3lsY1 adn 16 Juds (B) ¢paddly (ol L]y bl SlaaYly

Adlailly 3Ly Bt Yl a5 ly 2as Yy Upaly 23550y AL o

XX



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini didasarkan

pada keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Nomor

0543.b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

Arab Latin Arab Latin
\ a b th
- b L zh
al t & ¢
& ts ¢ gh
d j — f
c h é q
[ kh g k
2 d J |
3 dz B m
J r 8] n
J Z s w
o S 5 h
o sy . ’
U sh < y
Ua di

B. Vokal Panjang dan Diftong

Arab Latin Arab Latin
i a (apanjang) K Aw
s T (F panjang) K Ay

0 (upanjang)

XXi




BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi digital di Indonesia mulai mengalami
peningkatan yang cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya jumlah
pengguna media sosial oleh penduduk di Indonesia. Berdasarkan data yang
disampaikan oleh We Are Social bahwa total penduduk Indonesia pada Januari
2023 adalah 276,4 juta, di mana 49,7% perempuan dan 50,3% laki-laki. Jika
dilihat berdasarkan pengguna internet, total pengguna di Indonesia yang
memanfaatkan internet tersebut berjumlah 212,9 juta pengguna. Jumlah ini
mengalami kenaikan 5,2% atau 10 juta dari tahun sebelumnya. Khusus
pengguna media sosial telah mencapai 167 juta atau 60,4% dari total penduduk
Indonesia.*

Data tersebut mengungkapkan bahwa lebih dari setengah jumlah
masyarakat di Indonesia semakin aktif menggunakan media sosial. Diantara
media sosial yang paling banyak dikunjungi yaitu Youtube, Facebook, dan
Instagram. Pada awal tahun 2023, Youtube menjadi media sosial yang paling
banyak digunakan dengan jumlah pengguna sebesar 139 juta. Media sosial
berikutnya adalah Facebook sejumlah 119,9 juta pengguna dan Instagram

sejumlah 89,15 juta pengguna.?

! Detik.com, “Jumlah Pengguna Internet RT Tembus 212,9 Juta Di Awal 2023,” July 2023.

2 Andi Dwi Riyanto, “Hootsuite (We Are Social) : Indonesian Digital Report 2023,”
https://mediaindonesia.com/teknologi/586172/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-melesat,
2023.



Media sosial menjadi salah satu media yang dapat digunakan sebagai
sarana komunikasi dan publikasi informasi. Seperti pernyataan di atas, di era
digitalisasi saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia lebih banyak
menggunakan media sosial dalam aktivitas sehari-harinya. Informasi yang
disampaikan melalui media sosial dapat menyebar lebih luas pada semua
kalangan, mulai remaja hingga orang tua. Fenomena media sosial ini harus
dapat dijadikan sebagai peluang untuk memberikan informasi yang akurat.
Demikian pula, dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat oleh instansi
pemerintahan yang bertugas dalam pelayanan publik. Tujuannya agar
informasi yang beredar di masyarakat ini tetap dalam pengawasan pemerintah
dan jelas kebenarannya.

Pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Dasar No. 25
Tahun 2009 Pasal 18 Tentang Pelayanan Publik bahwa “masyarakat berhak
mendapatkan pelayanan yang bermutu sesuai dengan asas dan tujuan
pelayanan”. Hal ini menandakan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas
terlaksananya pemenuhan kebutuhan akan pelayanan yang baik kepada
masyarakat. Salah satu tugas utama dalam pelayanan publik adalah publikasi
informasi kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab bidang public
relations atau hubungan masyarakat (humas). Tujuan dari pelayanan informasi
tersebut tidak hanya terbatas pada publikasi kegiatan yang dilakukan oleh
instansi melainkan juga memberikan fasilitas pengaduan dari masyarakat agar
dapat segera memperoleh respon dari pemerintah.

Bidang kehumasan adalah unit organisasi di instansi pemerintah yang

bertugas khusus di bidang informasi dan komunikasi kepada pihak luar untuk



menjaga citra baik pemerintah.®> Humas juga menjadi sarana untuk
memudahkan akses masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan
persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, strategi khusus sangat
diperlukan oleh bidang humas perlu guna menjalankan fungsi dan tugasnya
agar program-program instansi dapat berjalan sukses.

Dalam rangka menunjang sistem pelayanan publik yang bermutu di era
digital saat ini, media sosial menjadi salah satu bentuk inovasi di lingkup
instansi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai strategi dalam
memaksimalkan penyelenggaran pelayanan publik. Hal ini telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Maka dari itu, pemanfaatan
media sosial bagi instansi pemerintah perlu dikelola dengan strategi yang tepat
sehingga mampu menarik perhatian masyarakat untuk berpartisipasi
mendukung pemerintah. Semakin baik pengelolaan yang dilakukan maka akan
berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan oleh instansi pemerintah tersebut.*

Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian atau instansi
pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang

agama. Instansi ini tersebar di berbagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota di

3 Sri Kartika, Abdi Abdi, and Nasrulhaq Nasrulhaq, “Strategi Kehumasan Dalam Pelayanan
Informasi Publik Di Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Manajemen Pemerintahan

Lembaga Administrasi Negara,” Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik 9, no. 1 (April 30, 2023):

72-85, https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10644.

4 Utami and Rendita Anugrah, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Optimalisasi
Media Sosial,” https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-
melalui-optimalisasi-media-sosial, 2020.



seluruh Indonesia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan
persoalan keagamaan dan pendidikan. Salah satunya adalah Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang
telah diamanahkan dari pusat, instansi ini memiliki misi untuk meningkatkan
pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan mutu beragama,
kerukunan ummat beragama, pendidikan agama dan keagamaan,
penyelenggaraan ibadah haji, dan tata kelola akuntabilitas kerja.> Dengan misi
tersebut, diharapkan agar seluruh sumber daya kantor dapat menunjukkan
kinerja yang optimal melalui pelaksanaan pelayanan publik yang prima.

Pelayanan informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama
Kabupaten Blitar saat ini juga telah bertransformasi kepada penggunaan media
sosial. Media sosial ini dimanfaatkan untuk memudahkan kebutuhan informasi
masyarakat secara online. Dalam rangka menjamin mutu pelayanan tersebut,
maka penggunaan strategi sangat dibutuhkan dari seksi humas selaku pihak
yang berhubungan langsung dengan pihak luar yang membutuhkan pelayanan
informasi. Strategi humas yang digunakan ini mengacu pada teori konsep
strategi Cutlip dan Center, di mana terdapat empat tahapan yaitu fact finding,
planning, communication, dan evaluating.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang
“Strategi Pengelolaan Media Sosial Untuk Peningkatan Mutu Pelayanan
Informasi Di Kementerian Agama Kabupaten Blitar”. Penulis ingin

mengetahui bagaimana implementasi strategi yang dilakukan oleh seksi humas

> Kementerian Agama Kabupaten Blitar, “Profil, Visi, Dan Misi ,” https://kemenagkabblitar.id/,
2023.



dalam mengelola media sosial sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan

informasi. Dengan harapan, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan

motivasi kepada bidang humas untuk meningkatkan performa pelayanan
informasi berbasis online sehingga eksistensi instansi dapat terjaga dengan
baik.
B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian
ini adalah strategi pengelolaan media sosial untuk peningkatan mutu pelayanan
informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Adapun yang menjadi
pokok pembahasan dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan media sosial untuk peningkatan
mutu pelayanan informasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar?

2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan media sosial untuk peningkatan mutu
pelayanan informasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar?

3. Bagaimana dampak pengelolaan media sosial untuk peningkatan mutu
pelayanan informasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan media sosial untuk
peningkatan mutu pelayanan informasi di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan media sosial untuk
peningkatan mutu pelayanan informasi di Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Blitar.



3. Untuk mengetahui dampak pengelolaan media sosial untuk peningkatan
mutu pelayanan informasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan
manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
pemikiran pada pengembangan penelitian strategi public relations atau
hubungan masyarakat (humas) dalam mengelola media sosial sebagai
upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi instansi.

2. Secara praktis
a. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Blitar, kajian penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap strategi humas
dalam mengelola media social untuk meningkatkan mutu pelayanan
informasi publik.

b. Bagi penulis, kajian penelitian ini dapat menjadi wadah untuk
mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama
perkuliahan dan sebagai sarana belajar dalam mencari solusi dari
permasalahan yang ada.

c. Bagi pembaca, kajian penelitian ini dapat menjadi wawasan baru bagi
pembaca mengenai strategi humas dalam mengelola media sosial
untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi serta sebagai referensi

pada penelitian selanjutnya.



E. Orisinalitas Penelitian
Berhubungan dengan bahasan penelitian ini terdapat beberapa
penelitian yang pernah dilakukan. Hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi
bahan kajian awal bagi penulis untuk memperoleh perbandingan dan referensi
baru guna penelitian selanjutnya. Diantara beberapa hasil penelitian tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Muhammad Yunus yang berjudul “Strategi Public Relations
Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Mengelola Isu Agama di
Media Massa” (2020). Penelitian ini berfokus pada peran dan strategi
public relations Kementerian Agama dalam mengelola isu agama yang
terdiri dari tiga tahapan, yaitu menentukan sasaran, membuat formulasi
aksi, dan menggunakan komunikasi efektif melalui media cetak dan
media sosial yang dimiliki instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan isu agama tersebut dijalankan oleh Bimas Islam berupa
identifikasi isu, pengelolaan isu, pembuatan program berkaitan dengan
isu, dan berkoordnasi antarlembaga dan stakeholder sebagai pelayanan
informasi publiknya.

2. Skripsi oleh Fitri Alam Nasyroh yang berjudul “Strategi pengelolaan
Instagram @infoponorogo Sebagai Media Informasi tentang Kabupaten
Ponorogo (2020)”. Penelitian ini berfokus pada penggunaan Instagram
sebagai media sosial untuk berbagi informasi di Kabupaten Ponorogo
yaitu cara admin @infoponorogo dalam mendapatkan, mengolah, dan
menyampaikan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas

tidak menjalankan strategi komunikasinya sendiri, melainkan ada



kolaborasi dengan kominfo dan OPD lainnya. Kemudian, adanya
feedback dari follower berupa respon positif dan negatif di kolom
komentar dan fitur insight sehingga dapat dijadikan evaluasi akun
@infoponorogo sebagai media informasi.

Skripsi oleh Nur Risqgi Aslichatul Muwahadah (2020) yang berjudul
“Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra
Pemerintahan Kota Mojokerto.” Penelitian ini berfokus pada strategi
humas untuk meningkatkan dan mempertahankan citra pemerintah Kota
Mojokerto serta hambatan yang dihadapi dan solusinya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa strategi yang digunakan sesuai dengan ajaran Islam.
Adapun hambatan ditemukan pada masih minimnya sumber daya yang
digunakan sehingga belum berjalan maksimal.

. Jurnal oleh Novia Agri Kusumaningrum dan Pratiwi Wahyu Widiarti
(2021) yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Informasi Bagi Publik Melalui
Program Acara “Taman Paseban”. Penelitian berfokus pada strategi
komunikasi atas implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik
pada acara TV menggunakan instagram. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa publikasi tersebut memperhatikan pemilihan komunikator dengan
beberapa aspek kemampuan dan mengarahkan pada tujuan konsep
program acara yang menarik sehingga mampu membuat rasa ketertarikan
bagi publik untuk menonton.

. Jurnal oleh Dhafin Arkarizki, R. Ira Irawati, dan Dedi Sukarno (2023)

yang berjudul “Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi



Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung”.
Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana transparansi organisasi
menggunakan transparency principle model dalam pengelolaan
informasi publik. Hasil penelitian ini menunjukkan belum transparannya
organisasi dalam pengelolaan informasi publik karena disebabkan oleh
beberapa faktor seperti lemahnya pemahaman transparansi organisasi
para pegawai serta perencanaan untuk meningkatkan kualitas para SDM
demi mencapai proses penyediaan informasi secara transparan. Selain itu

proses laporan informasi publik yang tidak dilakukan secara berkala.

Untuk menggambarkan lebih jelas tentang perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya, maka disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No | Nama peneliti, Persamaan Perbedaan Orisinalitas
judul, tahun Penelitian
penelitian

1. | Muhammad Sama-sama Objek penelitian | Peneliti lebih
Yunus (2020) | fokus pada | lebih cenderung | fokus  pada
“Strategi  Public | strategi pada pengelolaan | strategi
Relations kehumasan isu agama di | mengelola
Kementerian pemerintah. media massa. | media sosial
Agama Republik Penelitian ini | untuk
Indonesia dalam menggunakan meningkatkan
Mengelola Isu teori Public | mutu
Agama di Media Relations Ronald | pelayanan
Massa” D. Smith. informasi oleh

2. | Fitri Alam | Sama-sama Objek penelitian | Kementerian
Nasyroh  (2020) | fokus pada | lebih fokus pada | Agama
“Strategi strategi satu media sosial | Kabupaten
pengelolaan kehumasan milik instansi | Blitar dengan
Instagram dalam yaitu Instagram. | teori  humas
@infoponorogo pengelolaan Penelitian ini | Cutlip dan
Sebagai  Media | media menggunakan Center.
Informasi tentang | informasi. teori strategi
Kabupaten komunikasi
Ponorogo” menurut  Hafied

Cangara.
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Nur Risqi | Sama-sama Tujuan pada
Aslichatul fokus pada | penelitian ini
Muwahadah strategi fokus untuk
(2020) “Strategi | kehumasan. meningkatkan
Komunikasi dan
Humas dalam mempertahankan
Mempertahankan citra pemerintah
Citra Kota Mojokerto.
Pemerintahan Penelitian ini
Kota Mojokerto. ” menggunakan
teori komunikasi
informasi publik
milik  Grunning
dan Hunt;
Novia Agri | Sama-sama Penelitian ini
Kusumaningrum | meneliti untuk
dan Pratiwi | strategi mengetahui
Wahyu Widiarti | pengelolaan strategi
(2020) “Strategi | informasi komunikasi
Komunikasi publik Diskominfo
Pemerintah Bantul dalam
Daerah mewujudkan
Kabupaten Bantul implementasi
Dalam kebijakan
Pengelolaan keterbukaan
Informasi  Bagi informasi publik
Publik  Melalui melalui program
Program  Acara siaran  “Taman
“Taman Paseban Paseban” dengan
” publikasi di
Instagram.
Penelitian ini
menggunakan
teori strategi
komunikasi
Hafied Cangara.
Dhafin Arkarizki, | Sama-sama Tujuan penelitian
R. Ira Irawati, dan | fokus pada | ini fokus pada
Dedi Sukarno | pengelolaan bagaimana
(2023) informasi transparansi
“Transparansi publik organisasi
Organisasi Dalam | pemerintahan. | menggunakan
Pengelolaan transparency
Informasi  Publik principle model
Pada Dinas dalam

Kebudayaan Dan
Pariwisata  Kota
Bandung”

pengelolaan
informasi publik
pada Dinas
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Kebudayaan dan
Pariwisata Kota
Bandung.

F. Definisi Istilah
Definisi istilah adalah penjelasan konsep atau variabel penelitian yang
terletak pada judul penelitian. Maka dari itu, peneliti perlu memaparkan
beberapa istilah berikut:
1. Strategi Pengelolaan Media Sosial

Strategi adalah suatu rencana yang disusun oleh organisasi untuk
mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengelolaan adalah kegiatan
untuk mengurus dan menangani sesuatu dengan tujuan tertentu. Adapun
media sosial adalah platform yang memungkinkan pengguna dapat
berinteraksi satu sama lain melalui jaringan sosial atau internet secara
online.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan strategi pengelolaan
media sosial adalah proses mengelola media sosial melalui perencanaan
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar
berdasarkan tujuan tertentu.

2. Peningkatan Mutu Pelayanan Informasi

Mutu adalah ukuran kesesuaian produk atau jasa dengan standar
yang telah ditentukan baik input, proses, maupun output. Pelayanan
informasi adalah suatu bentuk pemenuhan kebutuhan informasi yang
menjadi hak masyarakat dan suatu kewajiban pemerintah yang harus

dilaksanakan sebagai fungsi dasar pemerintahan.
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Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan peningkatan mutu
pelayanan informasi adalah upaya yang dilakukan oleh Kementerian
Agama Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi berupa publikasi informasi dan lainnya kepada publik.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat sistematika penulisan laporan hasil
penelitian dalam bentuk skripsi yang terbagi menjadi enam bab.

Bab | merupakan pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan
definisi istilah.

Bab Il merupakan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori. Penulis
akan membahas kajian teori yang menjadi landasan pelaksanaan penelitian ini.
Kajian teori tersebut diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber referensi
lainnya yang berkaitan dengan strategi humas dalam mengelola media sosial
untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi.

Bab 111 merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran
peneliti, subjek penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik
pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, analisis data, dan prosedur
penelitian.

Bab IV merupakan paparan data dan hasil penelitian yang meliputi
deskripsi lokasi penelitian (sejarah, profil, visi, misi, dan tujuan), paparan data
memuat data-data untuk menjawab fokus penelitian, dan temuan penelitian

memuat tentang pembahasan dari paparan data atau hasil analisis data.
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Bab V merupakan pembahasan dari hasil penelitian meliputi penyajian
temuan penelitian dalam bentuk data disertai pembahasan atas jawaban dari
masalah penelitian, tafsiran temuan penelitian, modifikasi teori yang sudah
ada, dan implikasi lain dari hasil penelitian

Bab VI merupakan penutup yang meliputi dua hal meliputi kesimpulan
dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam
memahami pembahasan yang disampaikan oleh penulis. Adapun saran

bertujuan untuk memahami kekurangan yang ada dalam penelitian ini.



BAB Il

KAJIAN TEORI

A. Strategi Pengelolaan Media Sosial
1. Definisi Strategi Pengelolaan Media Sosial

Strategi dapat diartikan sebagai suatu seni (art) dan ilmu (science)
dalam pengendalian militer.® Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, strategi adalah suatu rencana yang cermat tentang kegiatan
yang dilakukan untuk mencapai sasaran khusus.”

Perkembangan konsep strategi digunakan untuk mengelola
jalannya suatu organisasi baik organisasi tersebut berorientasi pada profit
(keuntungan) maupun non-profit. Beberapa pakar ahli menyebutkan
definisi tentang strategi yang bermacam-macam. Menurut Ansoff, strategi
menjadi suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan pasar produk
untuk menyusun keputusan dan menetapkan garis pedoman umum bagi
keberlangsungan organisasi pada masa kini dan masa depan. Kemudian,
Rue dan Holland menyampaikan berdasarkan hasil penelitiannya, strategi
adalah penentuan dan evaluasi terhadap berbagai cara yang dilakukan
untuk mencapai misi atau tujuan.®

Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa

strategi merupakan suatu rencana yang disusun oleh organisasi untuk

& Leslie W. Rue and Phyllis G. Holland, Strategic Management: Concepts and Experiences (USA:
Mc. Graw-Hill International, 1986).

7 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1988). HIm. 859

& Rue and G. Holland, Strategic Management: Concepts and Experiences.
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mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Strategi diperlukan agar visi
misi dari setiap individu dan kelompok yang berada di dalam organisasi
tersebut dapat terarah sehingga mampu memaksimalkan pemanfaatan
sumber daya organisasi.

Strategi yang digunakan oleh masing-masing organisasi atau
perusahaan tentu berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Namun, pada
dasarnya organisasi mengupayakan pelayanan terbaiknya agar pelanggan
merasa puas dan terpenuhi akan harapan dan kebutuhannya. Seperti yang
disampaikan olen Hamel dan Prahalad, bahwa strategi itu bersifat
incremental, artinya strategi senantiasa mengalami peningkatan atau terus
menerus dilakukan berdasarkan pada harapan pelanggan di masa depan.®

Strategi memiliki peranan penting bagi setiap organisasi untuk
mencapai tujuannya. Menurut Grant, peran penting strategi dalam suatu
manajemen organisasi terdiri dari 3, yaitu:°

a. Strategi sebagai alat pendukung pengambilan keputusan, yaitu
strategi tersebut menjadi satu kesatuan dari beberapa keputusan yang
diambil oleh individu atau organisasi untuk mencapai kesuksesan.

b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, yaitu strategi
digunakan untuk menyamakan visi, misi, arah, dan tujuan bagi
masing-masing organisasi.

c. Strategi sebagai target, yaitu strategi digunakan untuk menentukan

bagaimana keberlangsungan organisasi saat ini dan masa depan.

9 G Hamel and C.K Prahalad, Kompetisi Masa Depan (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1995).
10 Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis;Concept, Techniques, Applications (Jakarta:
Erlangga, 1999).
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Sehingga, strategi tidak terbatas pada pedoman arah organisasi,
tetapi juga menampung aspirasi dari setiap individu atau kelompok
dalam menentukan target yang akan dicapai.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa strategi perlu disusun dengan memperhatikan tujuan yang akan
dicapai di masa depan. Organisasi harus mempertimbangkan bagaimana
dampak yang akan ditimbulkan ketika strategi tersebut direalisasikan.
Dengan kata lain, sebelum memutuskan suatu strategi, maka harus
mengetahui bagaimana gambaran kondisi internal dan eksternal organisasi
sehingga setiap sumber daya yang ada dapat saling bekerjasama menuju
harapan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, strategi perlu dikembangkan
secara konsisten antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilakukan.

Adapun definisi media sosial menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat
membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Gohar F. Khan
dalam bukunya Social Media for Government menyatakan bahwa platform
berbasis internet ini dapat digunakan untuk membuat dan menyebarkan
informasi, opini, dan minat dalam konten yang bervariasi, seperti bersifat
informatif, edukatif, sindiran, kritik, dan lain sebagainya kepada pengguna
lainnya dalam jangkauan yang lebih luas.*

Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial
memiliki beberapa ciri, yaitu media sosial merupakan platform yang

berbasis pengguna di mana mereka bebas menentukan konten apa yang

11 Gohar F Khan, Social Media For Government (Springer Singapore, 2017).
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akan dibuat dan dibagikan kepada khalayak. Kemudian, pengguna satu
dengan lainnya dapat berhubungan sampai membentuk suatu komunitas.
Misalnya, komunitas penulis, komunitas fotografer, komunitas pecinta
alam, dan seterusnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial
bersifat sangat interaktif dan berpeluang menghubungkan semua
penggunanya hampir tidak terbatas dari berbagai kalangan di dunia.
Maka, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan media sosial
adalah suatu rencana kegiatan yang disusun untuk mengelola atau
mengatur tentang pemanfaatan media sosial sebagai media untuk berbagi
informasi dengan publik secara luas.
2. Langkah-Langkah Strategi Pengelolaan Media Sosial
Secara umum, menurut Cutlip, Center, dan Broom terdapat empat
langkah dalam proses pembentukan strategi, yaitu:*?
a. Pendefinisan masalah atau peluang
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh organisasi
adalah melakukan analisis terhadap situasi dan kondisi yang terjadi
di lapangan. Organisasi harus dapat mengetahui bagaimana opini,
sikap, dan perilaku siapa saja yang berkaitan dan berpengaruh
terhadap kebijakan serta tindakan organisasi. Untuk itu, organisasi
dapat menggunakan analisis internal dan eksternal melalui SWOT

(Strengths/  kekuatan, Weakness/ kelemahan, Opportunities/

125, M. Cutlip, A. H. Center, and G. M Broom, Effective Public Relations: Terj. T. Wibowo,
Trans, 9th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 320.
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peluang, dan Threats/ ancaman) sehingga memperoleh informasi
tentang keadaan organisasinya.
b. Perencanaan dan pemrograman
Setelah informasi dan data terkumpul melalui adanya analisis
internal dan eksternal pada langkah sebelumnya, selanjutnya
organisasi dapat merumuskan strategi untuk mencapai tujuan.
Kemudian, organisasi juga merencanakan tindakan, komunikasi,
taktik, dan sasaran dari program yang akan dilaksanakan.
c. Pengambilan tindakan dan komunikasi
Pada langkah ini, organisasi mengimplementasikan
program-program yang telah direncakanan dan melakukan
komunikasi dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan sesuai yang
telah ditentukan di awal.
d. Evaluasi program
Langkah terakhir adalah evaluasi program. Evaluasi adalah
penilaian terhadap program yang telah dijalankan, apakah telah
sesuai dengan rumusan awal atau tidak. Jika telah sesuai, maka apa
saja hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk kedepannya, dan jika
sebaliknya, maka hal-hal apa yang harus diperbaiki agar program
tersebut dapat berjalan lebih baik.
Keempat langkah di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak
dapat dipisahkan, sehingga langkah-langkah tersebut berkelanjutan dalam

mencapai pelaksanaan strategi yang baik dan tepat.



19

Adapun dalam penerapannya tentang strategi pengelolaan media
sosial, Cutlip dan Center sebagaimana yang dikutip oleh Ruslan telah
menjabarkan beberapa hal, sebagai berikut:*?

a. Fact Finding
Proses perencanaan diawali dengan melakukan melakukan
fact finding atau mengumpulkan data guna menentukan konten apa
yang akan dipublikasi pada setiap media sosial. Tujuan dari kegiatan
ini adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi publik
terhadap informasi yang akan disampaikan. Namun, data tersebut
juga harus mengedepankan bagaimana pengolahan, penelitian,
pengklasifikasian, dan penyusunan data agar dapat memudahkan
pemecahan masalah nantinya. Adapun data yang harus dikumpulkan
meliputi apa konten yang dibutuhkan dan diinginkan, seberapa
banyak informasi, seperti apa jenis informasi yang diberikan,
mengapa informasi perlu diberikan, dan bagaimana cara
penyampaian informasi tersebut agar dapat diterima oleh publik
media sosial.
b. Planning
Tahap perencanaan selanjutnya adalah  melibatkan
pembuatan keputusan mengenai siapa saja yang menjadi sasaran dari

program tersebut, mengidentifikasi target publik, menentukan

13 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relatoins & Media Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010), 148-49.



20

kebijakan untuk pemilihan strategi, dan menentukan strategi yang
akan digunakan.
c. Communicating
Dalam tahap ini, strategi yang telah ditetapkan tersebut
diimplementasikan melalui program-program, komunikasi dua arah,
dan publikasi informasi kepada publik media sosial. Pola
komunikasi yang diterapkan di media sosial harus dapat menampung
aspirasi, keluhan, saran, dan masukan dari publik sehingga publik
dapat berpartisipasi aktif di dalamnya. Hal tersebut dapat dilakukan
dengan penggunaan kalimat-kalimat ajakan atau pertanyaan-
pertanyaan ringan yang dapat mengundang respon followers. Selain
itu, pemilihan kata dalam setiap konten juga perlu diperhatikan agar
publik dapat memahami informasi yang disampaikan.
d. Evaluating
Dalam tahap evaluasi ini, setiap program yang telah
dirancang dan dilaksanakan tersebut akan ditinjau kembali
bagaimana hasil yang telah diperoleh. Evaluasi dari program-
program dalam strategi pengelolaan media sosial ini dilakukan pada
setiap langkah persiapan, implementasi, dan dampak dari program
yang telah berjalan.
3. Macam-Macam Media Sosial
Keberadaan media sosial saat ini memberikan pengaruh besar
terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Salah satu penyebabnya

adalah keterikatan komunikasi yang kuat antar penggunanya. Hal ini
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dibuktikan melalui konten yang sering dibagikan di media sosial masing-

masing pengguna. Setiap pengguna mampu mengakses akun milik orang

lain. Maka dari itu, media sosial sering dikelola dan dimanfaatkan oleh

individu, kelompok, atau organisasi guna menarik perhatian masyarakat.**
Media sosial terbagi menjadi beberapa macam. Kaplan dalam

bukunya Users of the world, unite! The challenges and opportunities of

Social Media mengklasifikasikan sebagai berikut:*

a. Weblog (blog)

Blog atau web-log merupakan laman yang berisikan konten
bersifat pribadi maupun dalam praktik sosial. Weblog merupakan
web-content management system yang mudah digunakan dengan
dilengkapi fasilitas pengembangan dan pemeliharaan serta
membutuhkan update lebih dari satu kali. Weblog dapat digunakan
untuk menyampaikan sebuah opini, pengalaman, maupun kegiatan
sehari-hari baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Diantara
contoh blog yang biasa digunakan yaitu Blogspot, WordPress, dan
Tumblr.

b. Collaborative Project

Kaplan mengungkapkan bahwa collaborative
project memberikan fasilitas kepada para penggunanya untuk
membuat dan membagikan konten sehingga dapat diakses secara

global. Ada dua jenis media sosial dalam kategori ini, yaitu Wiki dan

14 Hotrun Siregar, “Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila,”
Jurnal Keindonesiaan, vol. 02, 2022, www.wearesocial.com,.

15> A.M. Kaplan and M. Haenlein, “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities
of Social Media,” 2010, 59-68.
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Aplikasi Bookmark Sosial. Wiki memungkinkan penggunanya
untuk berbagi konten berbasis teks, contohnya Wikipedia. Adapun
Aplikasi Bookmark Sosial memungkinkan konten yang dibagikan
itu berbasis kelompok dan rating, contohnya Amazon, Lintas Berita,
dan lain sebagainya.

Social Networking Sites (SNS)

Social networking sites atau situs jejaring sosial adalah
aplikasi yang menghubungkan para penggunanya melalui profil atau
akun pribadinya. Profil tersebut dapat berisikan foto, video, audio,
maupun blog. Selain itu, pengguna dapat saling mengirim pesan
melalui e-mail atau pesan singkat. Contohnya Facebook, LinkedIn,

MySpace, dan lain sebagainya.

. Content Communities

Content communities atau konten masyarakat adalah aplikasi
yang memiliki tujuan utama untuk berbagi konten dalam jarak dekat
maupun jauh. Konten ini memuat berbagai macam media seperti
teks, foto, video, presentasi, dan lain-lain. Pengguna tidak harus
membuat profil, sebab biasanya profil hanya berisi informasi
sederhana seperti tanggal bergabung dan jumlah konten yang di-
upload. Contohnya, YouTube, Sharemusic, Photobucket, dan lain

sebagainya.

. Virtual Social World

Virtual social world adalah aplikasi yang berisi simulasi

kehidupan nyata dalam bentuk tiga dimensi. Pengguna dapat
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berinteraksi menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan
nyata. Contohnya Wikimapia, GoogleEart, Alibaba, dan lain
sebagainya.
f. Virtual Game World

Konsep Virtual Game World hampir sama dengan Virtual
Social World. Virtual game world atau bisa disebut seperti game
online ini memberikan ruang kepada para penggunanya dari seluruh
dunia untuk bermain langsung secara bersama-sama. Contohnya

World of Warcraft, Three Kingdoms, dan lain sebagainya.

4. Kekurangan dan Kelebihan Media Sosial

Pemanfaatan media sosial oleh suatu organisasi atau instansi baik
pemerintah maupun non pemerintah memiliki keunggulan dan kelemahan.
Menurut Bertot, dkk, diantara keunggulan yang bisa dirasakan antara lain
mendorong partisipasi demokrasi oleh semua masyarakat.*® Hal ini dapat
terjadi jika ada komunikasi dari keduanya, yaitu organisasi dengan
masyarakat sehingga memungkinkan masukan dan saran dapat
direalisasikan dalam suatu kebijakan. Seperti saling merancang dan
mengembangkan layanan melalui media sosial sehingga dapat
meningkatkan mutu pelayanan dari organisasi atau instansi tersebut.
Maka, inovasi dapat terus dikembangkan melalui aplikasi-aplikasi yang

lebih efisien dan efektif serta dapat diakses masyarakat luas.

16 John Carlo Bertot et al., “Social Media Technology and Government Transparency,” Computer
43, no. 11 (November 2010): 53-59, https://doi.org/10.1109/MC.2010.325.
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Di sisi lain, media sosial juga memiliki beberapa kelemahan,
diantaranya instansi memiliki wewenang untuk membatasi dan menyortir
informasi yang beredar di media sosial. Hal ini dapat mengaburkan batas
antara instansi dengan masyarakat sehingga mengakibatkan ketidakjelasan
sumber informasi tersebut. Apakah informasi yang beredar ini dari
pemerintah atau masyarakat yang memulainya. Kemudian, guna
mendukung penggunaan media sosial maka diperlukan jaringan internet
yang bagus dan perangkat media yang canggih. Akan tetapi, faktanya di
Indonesia masih belum memiliki fasilitas internet yang rata dan tidak
semua masyarakat dapat memiliki akses untuk berpartisipasi secara online.
Hal ini disebabkan adanya beberapa kelompok yang mendominasi akses
tersebut. Selain itu, jika konten informasi yang diberikan kurang menarik,
maka kemungkinan besar masyarakat tidak mengaksesnya. Sehingga
diperlukan perencanaan yang cukup matang dari semua aspek agar
pelayanan informasi melalui media sosial ini dapat berjalan baik.’

B. Mutu Pelayanan Informasi
1. Definisi Mutu Pelayanan Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu atau kualitas
adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Kemudian,
dalam Kamus Inggris Indonesia.*® Kata “mutu” berasal dari Bahasa Inggris
yaitu “quality” yang artinya kualitas. Menurut Crosby sebagaimana yang

dikutip oleh Ali Riyadi, mutu adalah segala sesuatu yang telah sesuai

17 Muzahid Akbar Hayat et al., “Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik,” Jurnal Indonesia
Sosial Teknologi, vol. 2, 2021.
18 John M. Echols and Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1976).
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dengan yang disyaratkan atau distandarkan (conformance to
requirement).” Dengan kata lain, kesesuaian tersebut berdasarkan standar
mutu yang telah ditentukan, baik input, proses, maupun output.

Definisi tentang mutu juga disampaikan oleh Tjiptono, di mana
mutu merujuk pada suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk
jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan.?® Juran juga menyampaikan bahwa mutu pada hakikatnya adalah
kesesuaian sesuatu dengan tujuan atau manfaat yang diberikannya.?
Selanjutnya, Deming menambahkan bahwa mutu atau kualitas ditujukan
demi terpenuhinya kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan.?? Dapat
dipahami bahwa mutu ini merupakan tolak ukur tentang sesuatu baik
berupa produk atau jasa yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan
para pelanggan.

Kata “pelayanan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
suatu usaha untuk membantu mengurus apa yang diperlukan oleh orang
lain. Dalam Bahasa Inggris disebut dengan ‘“service”, yaitu berfungsi
sebagai sistem yang menyediakan kebutuhan masyarakat khususnya
mengenai kebutuhan dasar masyarakat tersebut.?

Konsep tentang pelayanan disampaikan juga oleh para ahli.
Gronross mengungkapkan bahwa pelayanan merupakan rangkaian

kegiatan yang bersifat tidak nyata sebagai hasil dari interaksi antara

19 Ahmad Ali Riyadi and Fahrurrozi, Total Quality Management In Education (Yogyakarta:
IRCiSoD, 2006).

20 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1996), 51.

21J. M. Juran, Quality Control Handbook, 4th ed. (New York: Mc. Graw, 1962).

22W. E. Deming, Quality, Productivity and Competitive Position (Cambridge: MIT Press, 1982).
23 Echols and Shadily, Kamus Inggris Indonesia.
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pengguna layanan dengan penyelenggara layanan.?* Kemudian, Soetopo
dalam Napitupulu menambahkan bahwa pelayanan menjadi proses untuk
memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat agar mereka merasa puas
dengan pelayanan tersebut. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih
berpartisipasi aktif dalam menggunakan jasa layanan yang diberikan.
Sejalan dengan pernyataan dua tokoh di atas, Ivancevich, dkk, mengatakan
bahwa pelayanan melibatkan usaha dari sumber daya manusia dan
pemanfaatan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan
masyakarat.?

Kata informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Menurut
Kelly, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang
memberikan arti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan
keputusan saat ini atau di masa depan.? Sedangkan, Carlos Coronel and
Steven Morris menyatakan bahwa informasi adalah hasil dari data mentah
yang telah diproses untuk memberikan hasil di dalamnya.”” Secara
sederhana, dapat dipahami bahwa informasi adalah kumpulan data yang
telah diolah sehingga memiliki makna bagi seseorang yang menerimanya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka definisi mutu atau

kualitas pelayanan adalah tolak ukur pada suatu produk atau jasa yang

24 C. Gronross, Services Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service
Competition (Lexington: Massachusetss, 1997).
25 dkk Ivancevich, Organizational Behavior and Management (Boston: Irwin Mc Graw-Hill,

1997).

26 R, Kelly Rainer and Casey G Cegielski, Introduction to Information Systems , 3rd edition
(Hoboken, N.J. : John Wiley &amp; Sons, 2015), 10.

27.C. Coronel and S. Morris, “ Database Systems: Design, Implementation, & Management,’

)

Cengage Learning 11 (2015).
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memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan. Mutu dalam proses
penyelenggaraan publik ditentukan dari proses pemberian pelayanan
tersebut kepada masyarakat. Proses ini dimulai dari munculnya kebutuhan
masyarakat, tanggapan atau respon dari penyelenggara, sampai pada
feedback dari masyarakat berupa penilaian tentang kepuasan masyarakat.
Jika masyarakat merasakan kebutuhan ifnormasinya telah terpenuhi
dengan baik dan mereka memiliki loyalitas dan kepercayaan yang tinggi
untuk menggunakan kembali layanan tersebut, maka organisasi atau
instansi bersangkutan akan semakin tinggi pula reputasinya atau terbentuk
citra yang positif.
2. Indikator Mutu Pelayanan Informasi
Mutu atau kualitas pelayanan dapat dilihat dan dirasakan oleh
pelanggan secara nyata dengan beberapa indikator. Indikator mutu
pelayanan tersebut disampaikan oleh Zeithml, Berry, dan Parasuraman
dalam Tjiptono, yakni sebagai berikut:?
a. Tangibles (bukti terukur) yaitu penampilan dari segi fasilitas fisik
perkantoran, peralatan, personalia, dan media komunikasi
b. Reability (keandalan) yaitu kemampuan memberikan pelayanan
yang akurat dan handal
c. Responsivess (daya tanggap) yaitu kesediaan untuk membantu

pelanggan serta memberikan perhatian yang tepat

28 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: Andi Offset, 2009).
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d. Assurance (jaminan) yaitu kemampuan pegawai berupa
pengetahuan yang luas dan memberikan rasa percaya terhadap
pelanggan

e. Emphaty (empati) yaitu kemampuan pegawai untuk peduli dan
memberikan perhatian individual kepada para pelanggan
Sedangkan menurut Gaspersz, terdapat beberapa dimensi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan yaitu:

e. Ketepatan waktu yaitu waktu tunggu dan waktu proses pelayanan.

f. Akurasi pelayanan yaitu bagaimana perilaku para pegawai yang
memberikan pelayanan.

g. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.

h. Tanggung jawab yaitu berkaitan dengan tugas dan kewajibannya
untuk menangani keluhan dari pelanggan.

i. Kemudahan mendapatkan pelayanan

j.  Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan

k. Atribut pendukung lainnya, yaitu kebersihan, ruang tunggu,
fasilitas musik, AC, dan lain-lain.?

Beberapa poin di atas menunjukkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu
pelayanan informasi harus didukung oleh sikap, perilaku, fasilitas, dan
sarana prasarana yang dapat memudahkan pelaksanaan pelayanan secara
efektif dan efisien.

3. Tujuan Pelayanan Informasi

29 Christopher Lovelock and Laurent Wright, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Indeks, 2007),
99.
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Pada hakikatnya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
adalah suatu bentuk pemenuhan kebutuhan yang menjadi haknya dan
pelayanan bagi pemerintahan adalah suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan sebagai fungsi dasar pemerintahan. Oleh karena itu, fungsi
tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik untuk
menyejahterakan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan
publik mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan masyarakat baik berupa barang, jasa, atau lainnya
dengan mematuhi pedoman yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang
Pelayanan Publik.

Tujuan utama dari pelayanan informasi publik adalah untuk
menjamin hak masyarakat dalam mengetahui bagaimana kebijakan dan
program dari pemerintah. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No.
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menuju tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Guna mendukung
tujuan tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam proses peningkatan
penyelenggaraan pelayanan publik sangatlah penting.

Rohmad juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak hanya
sebagai pihak pengguna layanan, akan tetapi juga diarahkan untuk menjadi
masyarakat yang peduli dalam membangun lingkungan sosial politik.
Masyarakat diharapkan agar dapat berperan aktif dalam memberikan
masukan, saran, kritik, dan dialog aktif untuk membangun solidaritas

informasi publik. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik maka akan
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berdampak pada kinerja dan kualitas pelayanan informasi yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.

C. Media Sosial sebagai Media Komunikasi Hubungan Masyarakat
1. Definisi Hubungan Masyarakat

Istilah hubungan masyarakat atau disingkat “humas” dalam Bahasa
Inggris disebut dengan public relations atau disingkat menjadi PR. Istilah
tersebut baru dikenal abad ke-20, akan tetapi konsep dasarnya telah
dilaksanakan sejak beberapa abad sebelumnya. Humas sendiri pada
dasarnya merupakan upaya untuk menyampaikan informasi, membujuk,
dan mengintegrasikan khalayak dalam kehidupan masyarakat. Tujuan
humas tersebut agar antara satu dengan yang lain saling memiliki
pengertian, kesesuaian, keuntungan, dan kesenangan.*

Mukarom dalam bukunya “Manajemen Public Relation: Panduan
Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat” menyebutkan bahwa para
pakar humas telah menetapkan beberapa definisi singkat tentang humas,
yaitu:3!

a. Menurut Frazier, humas adalah suatu fungsi manajemen yang
digunakan untuk mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi
kebijaksanaan dan prosedur seorang individu atau organisasi
berdasarkan kepentingan publik, dan melaksanakan program untuk

memperoleh pengertian dan penerimaan dari publik.

30 Zainal Mukarom, Manajemen Public Relation: Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan
Masyarakat (Bandung: Pustaka Setia, 2019).
31 Mukarom.
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b. Menurut Frank Jefkins, humas adalah sesuatu yang berisikan
keseluruhan aktifitas komunikasi ke dalam maupun ke luar secara
terencana, dari organisasi kepada khalayak untuk memperoleh
tujuan-tujuan spesifik yang didasarkan pada sikap saling pengertian.

c. Menurut Abdurrahman menyampaikan definisi humas menjadi dua,
yaitu humas sebagai teknik komunikasi dan metode komunikasi.
Tujuannya agar dapat memperoleh dukungan dan citra positif baik
dari pihak internal maupun eksternal.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa humas merupakan suatu kegiatan
komunikasi yang direncanakan oleh organisasi untuk memenuhi
kebutuhan publik internal dan eksternal agar memperoleh dukungan dan
citra positif atas setiap program yang dilakukan.

. Tugas dan Peran Humas

Secara khusus, humas menjadi bagian dari fungsi manajemen suatu
organisasi untuk membangun dan memelihara komunikasi, dukungan, dan
kerjasama. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi dua arah yaitu
organisasi dengan publik. Di sini, praktisi humas bertugas mengetahui
bagaimana mempersiapkan pelayanan yang akan diberikan dengan sebaik
mungkin untuk kemudian diselaraskan dengan keinginan dan harapan
publik. Jika dalam pelayanan tersebut ditemukan keluhan atau kritikan,

maka humas harus melakukan komunikasi secara efektif untuk



32

menjadikannya sebagai bahan masukan bagi evaluasi kinerja suatu
organisasi.?

Sejalan dengan pernyataan di atas, Thomas dalam bukunya “Public
Relations Pedoman Praktis untuk PR” berpendapat bahwa tugas-tugas
utama praktisi humas adalah mengevaluasi kekuatan, kelemahan,
ancaman, dan peluang yang dimiliki perusahaan atau organisasi.
Kemudian, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui seperti apa masalah
yang dihadapi saat ini dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.
Dalam proses pencarian solusi tersebut, humas dapat menyampaikan
bagaimana perkembangan internal dan eksternal yang dapat
mempengaruhi reputasi organisasi sehingga dapat membantu dalam proses
pengambilan keputusan oleh manajemen puncak.33

Berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, Dozier & Broom dalam
Ruslan, mengungkapkan bahwa humas memiliki beberapa peran sebagai
berikut:®*

a. Sebagai penasehat ahli
Humas merupakan pihak yang memiliki kemampuan dan
peluang besar untuk membantu mencari solusi tepat atas
permasalahan yang terjadi antara organisasi dengan publik.

b. Sebagai fasilitator komunikasi

32 Maria Assumpta Rumanti, Dasar-Dasar Public Relations: Teori Dan Praktik (Jakarta: PT.
Grasindo, 2002).

33 Colin Coulsin and Thomas, Public Relations: Pedoman Praktis Untuk PR (Jakarta : Bumi
Aksara, 1990). HIm. 18

34 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali
Press, 2016).
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Humas berperan menjadi komunikator atau mediator dalam
membantu mendengarkan harapan organisasi dan publik agar dapat
tercipta sikap saling memahami, saling menghargai, dan saling
mendukung.

c. Sebagai fasilitator proses pemecahan masalah

Humas membantu pimpinan dalam proses pengambilan
keputusan dengan berperan menjadi seorang penasehat sehingga
dapat mencegah terjadinya keputusan yang tidak sesuai.

d. Sebagai teknisi komunikasi

Dalam hal ini, humas menjadi pihak yang membina jalannya
komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik. Humas juga
berperan menyampaikan informasi dan publikasi terkait program
kerja organisasi.

Jadi, humas ini berperan sebagai jembatan penghubung antara
pimpinan dengan publik, baik internal maupun eksternal, dengan berupaya
untuk memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan organisasi
sehingga dapat terwujud jalinan hubungan yang harmonis dan muncul
opini publik yang puas terhadap layanan yang diberikan.

Komunikasi Humas

Humas pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang disampaikan oleh Ruslan,
humas pemerintah mempunyai dua peran penting yakni peran taktis dan
peran strategis. Dalam peran taktis atau jangka pendek, humas pemerintah

berupaya untuk memberikan pesan dan informasi yang dapat memotivasi
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dan mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan,
peran strategis humas pemerintah atau dalam jangka panjang adalah
berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan seperti memberikan
saran, gagasan, dan ide yang mendukung berjalannya program-program
dari instansi yang bersangkutan.*

Peran humas pemerintah di atas menitikberatkan pada beberapa
tujuan utama. Tujuan-tujuan tersebut tidak terlepas dari tiga hal seperti
yang dikemukakan oleh Betty Wahyu Nilasari dalam bukunya Humas
Pemerintah, yaitu reputasi dan citra, jembatan komunikasi, dan mutual
benefit relationship. Reputasi dan citra yang positif akan menunjukkan
kesuksesan dari hasil kinerja pemerintahan. Maka dari itu, komunikasi
humas pemerintah dalam menyampaikan aspirasi juga harus benar-benar
menjadi perantara dari masyarakat agar tercipta mutual benefit
relationship. Maksudnya, humas harus menjamin bahwa pemerintah dapat
menjamin agar fungsi-fungsi yang dijalankannya merupakan bukti
tanggungjawab sosial.®*

Sesuai dengan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi
Pemerintah, terdapat dua misi humas pemerintah yaitu membangun citra
dan reputasi positif. Dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu

aparatur negara, humas bertugas membentuk opini yang berkembang di

% Rosady Ruslan, Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi: Konsep Dan Aplikasi (Jakarta:
Rajawali Press, 2011). HIm. 11
36 Betty Wahyu Nillasari, Humas Pemerintah (Yogyakarta: Graha llmu, 2012). Him. 7
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masyarakat, mulai dari menerima pesan-pesan sampai mengolahnya
menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan
tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat melalui
program-program pelayanan publik.

Penyampaian informasi kepada masyarakat luas harus disertai
dengan teknik, metode, dan media komunikasi yang tepat agar masyarakat
dapat menunjukkan perubahan dalam hal pengetahuan, pengertian, dan
perilakunya.?’. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan strategi pendekatan
publik tentang bagaimana kondisi yang sedang terjadi serta apa saja
dampak yang ditimbulkan selanjutnya. Kerjasama dengan berbagai pihak
perlu ditingkatkan, mengingat bahwa penggunaan media yang beragam,
baik media massa dan media digital ini menjadi bagian dari komunikasi
dengan publik. Masyarakat mengharapkan adanya kemudahan akses
media informasi dalam pelayanan publik. Termasuk dalam proses
penetapan kebijakan, humas pemerintah juga berperan penting
memberikan penjelasan agar kebijakan tersebut tidak merugikan dan
memberatkan publik.

D. Strategi Pengelolaan Media Sosial untuk Peningkatan Mutu Pelayanan
Informasi
Dalam rangka membangun dialog aktif antara pemerintah dengan

masyarakat dibutuhkan peran humas atau public relation sebagai jembatan

37 Dalilah Ayu Permatasari, Irsyadatun Ni’mah Almatin, and Wiladatus Sholihah, “Peran
Hubungan Masyarakat (Humas) Dalam Pengelolaan Layanan Informasi E-Government Di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Gresik,” Jurnal Administrasi Pendidikan Islam 3, no. 1 (March
26, 2021): 69-82, https://doi.org/10.15642/japi.2021.3.1.69-82.
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komunikasi dua arah antara keduanya.*® Humas harus tanggap menerima
informasi dan aspirasi masyarakat sebagai bagian pertimbangan dalam
penyusunan kebijakan publik. Sebab, kebijakan publik ini pada dasarnya
digunakan untuk kepentingan publik itu sendiri. Maka dari itu, selain bertugas
untuk membangun citra positif, humas juga turut andil dalam menciptakan
penyelenggaraan sistem pemerintahan yang transparan.* Pelayanan informasi
publik harus menggunakan model komunikasi yang efektif dan adanya
kerjasama semua pihak termasuk dengan media-media humas guna
mendukung intensitas interaksi dengan publik.

Komunikasi dilakukan dengan tujuan agar tercipta sikap saling
mengerti, saling percaya, dan saling mendukung dalam proses
penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Guna mendukung pencegahan
penyebarluasan informasi atau berita bohong, ujaran kebencian, dan fitnah
yang mengganggu jalannya pemerintahan, maka humas harus mempersiapkan
media resmi milik instansi yang bersangkutan.

Dukungan teknologi dan informasi yang berkembang saat ini
diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan publik dan mempermudah
penyampaian informasi kepada masyarakat. Seperti halnya konsep e-
government yang disampaikan oleh Kasiyanto dalam Kusuma Habibie, bahwa

penerapan teknologi elektronik pada kegiatan pemerintahan baik internal

3 Nurul Badriya, “Digital Public Relations Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Sumenep Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik” (Universitas Mercu Buana
Yogyakarta, 2023).

39 Aat Ruchiat Nugraha, Diah Fatma Sjoraida, and Evi Novianti, “Analisis Strategi Humas
Pemerintahan Era Milenial Dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik,” Profesi Humas 6,
no. 2 (2022): 286-310.

40 Ruchiat Nugraha, Fatma Sjoraida, and Novianti.
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maupun eksternal bertujuan agar Kkinerja pemangku pemerintahan dapat
berjalan efektif, efisien, cepat, dan transparan. Sehingga, terdapat perubahan
dalam proses pelayanan informasi yang awalnya secara langsung kepada
masyarakat, saat ini cukup melalui media digital atau media sosial yang dapat
diakses kapanpun dan dimanapun berada.*

Desain konten pada media sosial milik instansi pemerintahan perlu
dipersiapkan dengan tepat untuk menjaga citra, meningkatkan reputasi, dan
menampung aspirasi publik.*> Mengingat bahwa, media sosial dapat diakses
oleh semua pihak maka humas harus beradaptasi dengan penggunanya.
Misalnya, bagaimana upaya menarik publik dengan memberikan respon secara
cepat dan informasi yang disebarluaskan terjamin kebenarannya. Hal ini
dikarenakan sebagai instansi pemerintahan tentu harus menyajikan konten
yang benar-benar berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Maka, penggunaan
kata juga perlu diperhatikan agar dapat dipahami dengan baik sebab cara
komunikasi yang digunakan masyarakat itu beragam.

Praktisi humas harus memiliki strategi yang tepat dan baik, yaitu
strategi yang direncanakan secara matang untuk mencapai hasil seoptimal
mungkin. Cutlip dan Center dalam Nova merumuskan strategi humas dalam
pelayanan meliputi fact finding, planning, communicating, dan evaluating.*®

Pertama, fact finding yaitu melakukan pengamatan atau analisis tentang

41 Dedi Kusuma Habibie, “Citizen-Centric E-Government Pelayanan Publik ,” Jurnal Kebijakan
Publik 10, no. 1 (March 2019).

42 Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, Memaksimalkan
Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal
Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018).

4 F Nova, PR War: Pertarungan Mengalahkan Krisis, Menaklukan Media Dan Memenangi
Simpati Publik (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), 25.
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fenomena yang ada di lapangan. Kedua, planning yaitu menyusun rencana
strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi fenomena yang terjadi.
Ketiga, communicating yaitu melakukan komunikasi kepada seluruh pihak
yang terlibat dalam kegiatan operasional dan mengeksekusi strategi tersebut.
Keempat, evaluating yaitu mengadakan evaluasi capaian strategi yang telah
dilaksanakan, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.

Strategi tersebut dapat diimplementasikan untuk menunjang kerja
humas dalam mempublikasikan informasi di media sosial. Humas harus
memperhatikan dengan detail dalam mengolah informasi atau pesan-pesan
pemerintah. Selain itu, humas harus juga mampu memaksimalkan pemanfaatan
sumber daya yang ada agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
. Perspektif Teori dalam Islam

Pada dasarnya, penyelenggara pelayanan yakni instansi pemerintah
dalam organisasi kementerian, departemen, lembaga pemerintah, dan instansi
lainnya baik di pusat maupun daerah terus mengupayakan terlaksananya
pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam perkembangannya, sebagai
dampak dari digitalisasi dan modernisasi telah menuntut pelayanan publik
berbasis digital. Oleh karena itu, Islam memandang kondisi tersebut harus
dimanfaatkan dengan baik demi kemaslahatan umat. Islam terbuka melihat
peluang ini untuk mengembangkan pelayanan publik menuju peradaban yang
lebih baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, maka harus

menerapkan konsep maslahat di dalamnya. Sebab antara permasalahan
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pemerintahan tentu tidak terlepas dari magasid al Syariah.** Keduanya
mempunyai prinsip dan tujuan yang sama Yyaitu demi kemaslahatan dan
kepentingan umat. Konsep pemerintahan yang baik merupakan bagian dari
fikih siyasah di mana nantinya kebijakan yang diambil pemerintah ini dapat
sesuai dengan ajaran Islam.

Konsep magasid al Syariah menjadi pedoman pemerintah untuk
melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dengan berorientasi pada
kemaslahatan umat. Maka dari itu, pemerintah sudah seharusnya
memperhatikan dengan benar beberapa aspek yang dapat mendukung
terlaksananya konsep maslahat. Diantara aspek tersebut antara lain penguatan
nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik
dalam pelaksanaan birokrasi publik.*> Melalui implementasi dan sinergi aspek-
aspek ini diharapkan dapat menjadikan instansi semakin kuat dan memberikan
manfaat secara maksimal. Di sisi lain, kedepannya konsep good and clean
governance ini dapat diterapkan juga oleh lembaga publik pemerintahan
lainnya.

Praktik pelayanan publik dalam Islam merupakan kajian khusus di
bidang muamalah. Kaidah bidang muamalah ini berlandaskan pada dalil

sebagai berikut:*

44 Sri Warjiyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan
Publik,” Jurnal Hukum Islam XVIII, no. 1 (June 2018): 119-32.

4 Nur Rohim Yunus, “Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah
Dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia,” Nur El-Islam Jurnal Pendidikan Dan
Sosial Keagamaan 3, no. 1 (April 2016): 143-75.

46 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016).
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“Hukum asal segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh sampai
ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.
Kaidah di atas juga merujuk pada firman Allah dalam surat Yunus ayat 59

sebagai berikut:*’

)
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“Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang

diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram

dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: "Apakah Allah telah
memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan
saja terhadap Allah?”

Berdasarkan ayat tersebut segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah.
Kemudian, jika dikaitkan dengan kaidah fikih sebelumnya, maka dapat
dipahami bahwa hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali ada syariat
atau nash yang secara tegas menyebutkan tentang larangan atau keharamannya.

Fikih bidang muamalah sendiri mencakup hukum yang mengatur
tentang segala aktifitas antar manusia satu dengan lainnya. Seperti halnya
pelayanan publik juga merupakan bagian dari kajian muamalah karena
mencakup tentang proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh antar
manusia. Fikih muamalah memiliki beberapa asas atau prinsip, antara lain
prinsip mubah, suka sama suka, keadilan, saling menguntungkan, tolong
menolong, dan tertulis.*®

Pertama, prinsip mubah menjadi hukum dasar atas segala hal dan

perbuatan manusia. Kedua, prinsip suka sama suka yaitu kerelaan dari kedua

47 Departemen Agama RI, “Qur’an Kemenag,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an Gedung
Bayt Al-Qur’an & Museum lstiglal, 2022.

4 Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Juala Beli (Al-Bai’) Perspektif Islam,” Tribakti

Jurnal Pemikiran Keislaman 28, no. 2 (2017): 293-94.
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belah pihak. Ketiga, prinsip keadilan yaitu menghindari adanya kerusakan,
penipuan, dan lainnya. Keempat, prinsip saling menguntungkan yaitu
menghindari praktik-praktik yang dapat mendatangkan kerugian. Kelima,
prinsip tolong menolong antar sesama manusia dalam berbagai hal yang positif
dan baik. Keenam, prinsip tertulis yaitu adanya kesepakatan secara tertulis
sebagai bukti atau jaminan disertai saksi yang dapat memegang tanggungjawab
penuh.

Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi era globalisasi saat
ini berdampak pada setiap aktifitas manusia, termasuk dalam bidang
pemerintahan. Salah satunya adalah pelayanan publik, di mana mayoritas
instansi telah bertranformasi menuju pelayanan berbasis digital yaitu media
sosial. Media sosial menjadi jembatan komunikasi guna melayani kebutuhan
masyarakat secara online. Dalam hal ini, Islam memberikan panduan terkait
perubahan dalam proses pelayanan informasi publik. Melalui kaidah fikih di
atas telah menunjukkan bahwa fikih muamalah bersifat fleksibel (dinamis) dan
up to date terhadap aktivitas muamalah di zaman modern.

Saat ini, informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun
mereka berada. Informasi harus disampaikan berdasarkan fakta yang ada.

Dalam hal ini, Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 6:4

4
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu

49 Departemen Agama RI, “Qur’an Kemenag.”
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tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas

perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujarat: 6).

Ath-Thabari memberikan penafsiran kepada ayat di atas sebagai berikut
“periksalah suatu berita dengan teliti, jangan sampai menimpakan musibah
kepada orang lain yang tidak bersalah sebab ketidaktahuan keadaan yang
sebenarnya. Adanya larangan untuk tergesa-gesa dalam mengambil tindakan
terhadap suatu berita bisa berakibat sangat fatal. Sejatinya penyesalan datang
terlambat jangan sampai menyesal karena akibat tindakan tersebut yang
tergesa-gesa.” *°

Berdasarkan penafsiran tersebut maka ayat ini menjelaskan agar
manusia teliti dalam menerima dan menyebarkan suatu informasi. Dengan kata
lain, informasi tersebut harus dapat dipastikan kebenarannya. Sehingga, baik
dari pihak penyebar informasi dan penerima informasi saling mengecek
terlebih dahulu apakah sudah valid atau tidak, sebelum informasi semakin
menyebar luas.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada dasarnya Islam
memperbolehkan pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah segala
urusan manusia. Dengan kata lain, proses digitalisasi dalam pelayanan pubik
yang berkembang ini memiliki konsep dasar untuk menumbuhkan pelayanan
informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas. Hal ini sesuai

dengan kajian Islam tentang prinsip-prinsip bidang muamalah, salah satunya

adalah perbuatan tolong menolong dalam kebaikan antarsesama makhluk, yaitu

50 Abi Ja“far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir Al-Tabari, 23rd ed. (Jakarta: Pustaka Azzam,
2007).
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saling menolong antara penyelenggara layanan, pemberi layanan, dan
pengguna layanan.

Pelayanan informasi oleh pemerintah melalui media sosial sebagali
dampak era globalisasi ini lebih cenderung dimanfaatkan karena fitur
kemudahan akses informasi oleh masyarakat. Akan tetapi, pada penerapannya
harus menghindari hal-hal yang dapat merugikan seperti penyebarluasan berita
hoaks atau penipuan, ketidaktepatan penanganan kebutuhan masyarakat, dan
lain sebagainya. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga
perlu mengedepankan prinsip, etika, dan norma-norma yang berlaku dalam

kehidupan sosial.



F. Kerangka Berpikir

Strategi Pengelolaan Media Sosial untuk Peningkatan Mutu

Pelayanan Informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar
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Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian kualitatif
menurut Moelong adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif
mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang di amati dari
orang-orang yang diteliti.>* Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat
mengungkap atau memperoleh informasi data penelitian secara menyeluruh
dan mendalam. Metode studi kasus menurut Yin merupakan cara yang tepat
untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, di mana peneliti mempunyai sedikit
kontrol atas fenomena tersebut, dan ketika penelitian fokus pada fenomena
kontemporer di berbagai konteks kehidupan nyata.? Selain itu, studi kasus
pada dasarnya meneliti seseorang atau kelompok sosial tertentu secara
mendalam dan lebih rinci. Dalam hal ini, peneliti menggunakan studi kasus
untuk meneliti bagaimana proses pengelolaan media sosial Kementerian
Agama Kabupaten Blitar.

. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Blitar di Jalan Ahmad Yani 103. Blitar, Jawa Timur, lebih tepatnya pada Sub

Bagian Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

51 Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

%2 R Yin, Case Study Research: Design and Methods, 3rd editio (California: Thousands Oaks,
2003).
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C. Subjek Penelitian
Subyek penelitian adalah target populasi yang memiliki karakteristik

tertentu serta ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari tentang informasi yang

didapatkan kemudian untuk ditarik kesimpulanya.

1. Wawancara dengan Bapak Drs. Baharuddin, M.Pd. selaku Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Drs. H. Syaikhul Munib, M.
Ag selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Bapak Jamil Mashadi
selaku Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar

2. Wawancara dengan pegawai Humas dan tim pengelola media sosial
Kementerian Agama Kabupaten Blitar

3. Wawancara dengan pengguna media sosial atau pengguna jasa layanan
informasi untuk mencocokkan data dari beberapa informan apakah telah

sesuai atau tidak.

D. Data dan Sumber Data
Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder.

1. Data primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber utama.
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Pimpinan
kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dalam mutu pelayanan yang
dilakukan oleh Seksi Humas. Data primer diperoleh dari hasil wawancara
dengan kepala kantor, kasi bidang humas, pegawai humas, dan tim
pengelola media sosial sebagai informan mengenai strategi pengelolaan

media sosial humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Peneliti juga
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mewawancarai pengguna media sosial Kementerian Agama Kabupaten
Blitar sebanyak tiga informan mengenai publikasi informasi yang telah
dilakukan.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada peneliti. Data sekunder ini merupakan data yang
sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur,
dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, juga kajian
pustaka dari penelitian terdahulu dalam bentuk buku, jurnal, internet,
media, dan lainnya terkait penelitian strategi humas dan pelayanan
informasi atau manajemen pelayanan kantor.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi menurut Kartini Kartono merupakan suatu teknik atau
cara mengumpulkan data dengan pengamatan terhadap kegiatan yang
sedang berlangsung. Observasi dilakukan secara terus menerus sehingga
penelitian semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti sesuai apa
adanya.>® Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan dengan dua
cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Observasi secara langsung
dilakukan dengan menemui pihak Humas Kementerian Agama
Kabupaten Blitar dan mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan.
Sedangkan observasi secara tidak langsung dapat dengan melakukan

melalui pengamatan pada tahapan proses pengelolaan media sosial untuk

53 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Bandar Maju, 1990), 171.
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publikasi informasi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten
Blitar, platform media sosial resmi instansi, dan jangkauan informasi
melalui fitur insight yang ada.

2. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, metode wawancara adalah salah satu
cara untuk mendapatkan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan
antara dua orang atau lebih secara fisik. Wawancara digunakan untuk
memperoleh permasalahan yang harus diteliti dan informasi yang
diperoleh dari responden yang lebih mendalam.>* Dalam penelitian ini,
peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dalam
rangka memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi.

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti mempersiapkan daftar
pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara dapat berjalan dengan
baik dan sistematis. Peneliti juga mempersiapkan alat perekam suara
berupa recorder agar hasil wawancara lebih akurat. Wawancara berisi
mengenai, pengalaman, pendapat, tanggapan, pengetahuan, dan fakta
yang berkaitan dengan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi
yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Adapun informan dalam wawancara ini sebagai berikut:

a. Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Dari informan
ini peneliti akan mewawancarai terkait profil instansi, dampak
pengelolaan media sosial terhadap pelayanan informasi kepada

masyarakat atau publik, perkembangan penggunaan media sosial,

54 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1986), 138.
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serta berbagai data lain terkait instansi yang dibutuhkan dalam
penelitian ini.

b. Kasi Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Dari informan
ini peneliti akan mewawancarai terkait latar belakang dan tujuan
penggunaan media sosial dan perkembangan pelayanan informasi
berbasis media sosial serta dampaknya terhadap pelayanan informasi
instansi.

c. Tim pengelola media sosial Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
Dari informan ini peneliti akan mewawancarai terkait prosedur
pemanfaatan media sosial untuk publikasi informasi, tahapan proses
pembuatan konten sampai dengan publikasinya, evaluasi, dan
dampak adanya pengelolaan media sosial di Kementerian Agama
Kabupaten Blitar.

d. Pengguna media sosial Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Dari
informan ini peneliti akan mewawancarai terkait respon yang
diberikan terhadap pelayanan informasi berbasis media sosial dan
dampak yang dirasakan atas pengelolaan media sosial tersebut.

3. Dokumentasi
Dokumentasi menurut Koentjaraningrat adalah pengumpulan
data tertulis tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik
dan hasil penelitian agar penelitian ini menjadi akurat. Dokumen berupa
tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini

digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh melalui metode
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lainnya.>* Melalui metode ini, penulis mengumpulkan data melalui segala
hasil publikasi informasi di platform media sosial Kementerian Agama
Kabupaten Blitar, dokumentasi foto kegiatan humas, dokumen kebijakan
pengelolaan media sosial, dan data-data lain yang menunjang sumber

informasi dalam penelitian ini.

F. Pengecekan Keabsahan Data
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan
memeriksa data dari berbagai informan untuk mengecek atau membandingkan
data-data yang telah diperoleh. Berikut ini adalah tridangulasi yang digunakan
peneliti sebagaimana yang disebutkan oleh Sugiyono, yaitu:>®

1. Triangulasi sumber merupakan cara mengecek data yang telah diperoleh
dari beberapa sumber, seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen
lainnya. Peneliti membandingkan data yang disampaikan di depan umum
dengan data yang disampaikan secara pribadi.

2. Triangulasi metode merupakan cara mengecek data yang diperoleh dari
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh
dari hasil observasi kemudian dicek dengan hasil wawancara. Peneliti
melakukan wawancara kepada beberapa informan dan melakukan
observasi langsung terkait dengan proses humas dalam mengelola media

sosial di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

55 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, 3rd ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1997), 63.
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 274.
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G. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.
Menurut Miles dan Huberman, terdapat langkah-langkah dalam menganalisis
data, yaitu:*’
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah kegiatan pencarian, pencatatan, dan
pengumpulan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil
wawancara dan observasi.
2. Reduksi data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, dan
penyederhanaan data yang dikumpulkan berdasarkan catatan tertulis di
lapangan. Pada tahap ini juga mempertegas, meringkas, dan mengatur
data yang benar-benar penting agar dapat ditarik kesimpulan.
3. Penyajian data
Penyajian data adalah pemaparan informasi yang tersusun untuk
kemudian diambil kesimpulan. Penyajian data memerlukan perencanaan
kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya.
4. Verifikasi data
Verifikasi data adalah proses penulisan laporan penelitian untuk

menilai kebenaran teori yang digunakan dengan data atau fakta yang ada

57 Matthew B Miles, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/
Matthew B. Miles Dan A. Michael Huberman: Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia, 1992), 15-19.
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di lapangan. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis agar dapat
teruji secara hipotesis penelitian yang telah ditentukan.
5. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah menarik garis besar atau kesimpulan
dari hasil penelitian secara menyeluruh.
H. Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu:
1. Persiapan
Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian, menetapkan
lokasi penelitian, melakukan izin penelitian, memilih informan penelitian
dan menyusun instrumen penelitian.
2. Lapangan
Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara, observasi dan
dokumentasi untuk memahami lapangan.
3. Pengolahan Data
Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan data yang sudah
diperoleh dengan analisis data, mengambil kesimpulan dan verifikasi, dan

menarasikan hasil analisis.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Kementerian Agama awalnya bernama Departemen Agama yang
merupakan departemen perjuangan karena tidak terlepas dari perjuangan
bangsa Indonesia. Saat itu, Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
memberikan usulan agar urusan keagamaan diurus oleh departemen khusus.
Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946
tepatnya pada 3 Januari 1946 lahirlah Kementerian Agama. Berdasarkan
penetapan Menteri Agama Nomor: 6 Tahun 1956 1 Maret 1956 diputuskan
bahwa 3 Januari 1946 ditetapkan sebagai hari “berdirinya Departemen
Agama RI”. Pada peringatan ulang tahun Departemen Agama ke 34, tanggal
3 Januari 1980 peringatan tersebut diubah menjadi “Hari Amal Bhakti
Departemen Agama” disingkat “HAB Depag” dengan motto “IKHLAS
BERAMAL”.

Adapun sejarah awal sebelum terbentuknya nama Depertemen
Agama Kabupaten Blitar adalah menurut KMA nomor 6 tahun 1977 yang
ditindaklanjuti dengan KMA nomor 45 tahun 1981 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Balai Diklat Pendidikan Teknis
Keagamaan. Departemen Agama telah mengalami beberapa pergantian

nama, mulai dari Kantor Kepenghuluan Kabupaten hingga berubah menjadi

52
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Kantor Urusan Agama Tingkat Il. Hal ini berdasarkan KMA nomor 47
tahun 1963 tentang perencanaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Agama.

Pada akhirnya, pergantian nama menjadi Kementerian Agama
Kabupaten Blitar terhitung mulai 28 Januari 2010 sesuai dengan PMA
nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan Penyebutan Departemen Agama
menjadi Kementerian Agama. Instansi ini mengawali kegiatan perkantoran
pada Tahun 1977 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani 103 Blitar.*®

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Agama
Kabupaten Blitar mengacu pada Tujuh Program Prioritas Kementerian
Agama tahun 2023, yaitu Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi
Digital, Revitalisasi KUA, Cyber Islamic University (Perguruan Tinggi
Keagamaan), Kemandirian Pesantren, Religiosity Index, dan Pencanangan
Tahun Toleransi 2023. Keseluruhan program ini menjadi acuan dalam
penyelenggaraan program di Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Program Kementerian Agama Kabupaten Blitar mencakup beberapa
bidang, mulai dari bidang keagamaan, pendidikan sampai sosial. Bidang
keagamaan utamanya dinaungi oleh seksi Penyelenggaraan Haji dan
Umrah, seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Kristen,
Penyelenggara Katolik, dan Penyelenggara Hindu. Bidang pendidikan
dijalankan oleh seksi Pendidikan Madrasah, seksi Pendidikan Agama Islam,

juga seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Terakhir, bidang

%8 Profil Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Diakses melalui website
https://blitar.kemenag.go.id/profil pada 26 Desember 2023
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sosial dijalankan oleh Penyelenggara Syariah untuk pelaksanaan zakat,

wakaf, dan sebagainya.

2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Berikut ini adalah visi dan misi Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Blitar:>°

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Blitar yang taat beragama,

berpendidikan, mandiri dan sejahtera.

1)

2)

3)

b. Misi

Taat Beragama, yaitu suatu mainstrem sikap masyarakat yang
dijiwai dari ruh agama, sehingga semua tindakan atau perbuatan
dan kebijakan yang terdapat dalam tatanan masyakat tersebut
didasarkan atas aturan-aturan agamanya.

Berpendidikan, yaitu memiliki kepandaian yang bagus, baik dalam
konteks pendidikan formal maupun non formal, sehingga mampu
menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan
keummatan secara mandiri.

Mandiri, yaitu keadaan atau sikap masyarakat yang independent
dan tidak bergantung pada siapapun dalam melaksanakan

kehidupannya.

Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui:

1)

2)

Peningkatan kualitas beragama

Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama

%9 Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Diakses melalui website
https://blitar.kemenag.go.id/profil pada 26 Desember 2023
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3) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan

4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

5) Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja

3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Berikut adalah struktur organisasi di Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Blitar:°

@

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLITAR

@ KEPALA
IN,

Drs. BAHARUDDI
l M.pd

KASUBBAG TU

Drs. SYAIKHUL
—f . munimag

PIt. KASI PEND. KASI PD g KASI PEND.
MADRASAH PONTREN <>" AGAMA ISLAM
Drs. SYAIKHUL 2

Drs. MOH.
MUNIB, M.Ag MUKHROJ, S.£ ROSYAD, M.Si

PENYELENGGARA o] PENYELENGGARA
SYARIAH KRISTEN KATOLIK
MUN'IM SUFUFI, Drs. SYAIKHUL EODORUS ENDR
M.Ag.

' i ‘ JUWENL, S.Ag.
- - MUNIB, M.Ag SUJATMIKO, S.Ag. -

KASI PENY. KASI PENY.
% HAJI & UMRAH BIMAS ISLAM
Drs. HAMIM

ors.suBcuAn |
THOHARI |

PENYELENGGARA
HINDU

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Blitar

4. Struktur Organisasi Humas
Berikut adalah struktur organisasi humas Kementerian Agama
Kabupaten Blitar berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2023:

80 Sumber Data: Dokumentasi Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar
tahun 2023
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KASUBAG TU

Dirs. Syailchul
Wunb, MoAg

Amiza Amalia

Jarnd Mashadh Azelda Martha, 5.Pd Muslimah, S EKom

Bagan 4. 2 Struktur Organisasi Humas Kementerian Agama Kabupaten
Blitar

Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut:
a. Drs. Syaikhul Munib, M.Ag, bertugas membimbing, memantau, dan
memeriksa kinerja anggota humas.
b. Jamil Mashadi, bertugas dengan hubungan pihak eksternal seperti
wartawan, radio, dan TV.
c. Axelda Martha, S.Pd bertugas sebagai peliputan, redaktur, dan editor.
d. Anisa Amalia Muslimah, S.Kom bertugas sebagai Web Developer,
Web Admin, desain konten, dan editor.

5. Program Kerja Humas

Program kerja kehumasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar, yaitu peningkatan kualitas layanan hubungan masyarakat
dan informasi. Diantara program kerja humas tersebut yaitu:%?
a. Menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan berupa TOR

atau proposal kegiatan.

61 Sumber Data: Dokumentasi Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar
Nomor 5 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Humas

62 Sumber Data: Dokumentasi Program Kerja Kehumasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar Tahun 2023
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Melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan secara langsung di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar maupun secara daring
melalui media sosial dan whatsapp center.

Melaksanakan sosialisasi kegiatan secara langsung dalam rapat kerja
maupun melalui media sosial berupa berita, artikel, materi foto maupun
video. Adapun media yang digunakan antara lain Instagram, Facebook,
Tiktok, Youtube, dan Whatsapp center.

Merancang dan menjadi penanggung jawab kegiatan kelembagaan atau
rapat kerja Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
Mendokumentasikan kegiatan kelembagaan sebagai bahan sosialisasi
kegiatan dan arsip lembaga.

Memfasilitasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP).

6. Struktur Pengelola Media Sosial atau Website

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2023 telah menetapkan susunan organisasi

humas yang menjadi pengelola website sebagai berikut:5

Tabel 4. 1 Struktur Pengelola Media Sosial dan Website Kementerian

Agama Kabupaten Blitar

No

Jabatan Nama

Penanggung Jawab | Drs. Baharuddin, M.Pd

Pemimpin Redaksi | Syaikhul Munib, M.Ag.

83 Sumber Data: Dokumentasi Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar
Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pengelola Website Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar
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Kontributor

Khayatul Mahki, S.Sos., Fourid Susilo,
S.Sos., Anny Nadhiroh, S.E., Tsaniatu
Rachmanita, Syafithri, Wahyuning Styani,
Isjayantik, S.Sos., Suci Rizki Amalya, S.A.P.,
Agus Ali Munthohar Retno Adi, S.PAK.,
M.MPd., Retno Sri Widhiati, S.Ag., Andreas
Sugihartono, S.S., Tatok Hadi Susanto, S.Ag.,
Humas Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah
Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyyah

Negeri.

Editor

Axelda Martha, S.Pd

Web Admin

Anisa Amalia Muslimah, S.Kom

Web Developer

Anisa Amalia Muslimah, S.Kom

Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

a.

b.

B. Paparan Data Penelitian

Melakukan updating data dan informasi website dan media sosial

Mengelola menu dan konten website dan media sosial

Mengelola desain website dan media sosial

Mengelola user website dan media sosial

Dalam kesempatan penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian

dan pengumpulan data yang berlokasi di Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Blitar. Penelitian ini dimulai dari November 2023 hingga Januari

2023.

Peneliti memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan
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dokumentasi dari awal sampai akhir penelitian terkait judul yang sesuai
diambil oleh peneliti yaitu “Strategi Pengelolaan Media Sosial untuk
Peningkatan Mutu Pelayanan Informasi di Kementerian Agama Kabupaten
Blitar”.

Pada proses pelaksanaannya, peneliti mewawancarai beberapa
informan seperti, kepala sub bagian tata usaha, kepala humas, pegawai humas,
tim pengelola media sosial, dan pengguna media sosial yang berada di lingkup
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

1. Perencanaan Pengelolaan Media Sosial untuk Peningkatan Mutu
Pelayanan Informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar
Perencanaan adalah langkah awal yang dilakukan sebagai upaya
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam manajemen strategi,
perencanaan disusun sebagai pedoman dasar tentang kegiatan apa saja
yang akan dilakukan nantinya. Maka dari itu, perencanaan ini harus
dipertimbangkan dengan baik sehingga dapat meminimalisir kegagalan di
masa mendatang. Sebaiknya perencanaan tidak hanya dibuat satu, tetapi
dipersiapkan rencana lain sebagai alternatif jika rencana pertama gagal.
Perencanaan strategi dalam pengelolaan media sosial merupakan
program Kkerja dari bidang humas atau public relations. Tujuan dari
pengelolaan media sosial adalah untuk meningkatkan kemudahan akses
pelayanan informasi keagamaan dan pendidikan. Selain itu, media sosial
sebagai sarana untuk memudahkan interaksi instansi dengan masyarakat

dalam upaya penyebaran agama. Adapun tujuan paling utama adalah
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memudahkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Kementerian Agama
Kabupaten Blitar.

Pengelolaan media sosial ini dapat mendorong terciptanya
perbaikan kebijakan dan program Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
Hal ini dikarenakan, media sosial memberikan ruang untuk terjadinya
komunikasi dua arah, melalui adanya kolom pesan dan komentar.
Masyarakat dapat mengirim pesan, komentar, atau laporan pengaduan
kepada Kementerian Agama Kabupaten Blitar secara efektif dan efisien.
Sehingga, memudahkan instansi untuk memantau respon masyarakat
terhadap program atau kegiatan yang sedang dan akan dilakukan. Selain
itu, juga dapat mengetahui apa saja kebutuhan, tanggapan, dan
problematika yang tengah terjadi di masyarakat.%

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Jamil sebagai berikut:
“secara umum tujuan pemberian informasi kepada masyarakat ini
adalah dalam rangka memenuhi salah satu tugas pemerintah yaitu
pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada masyarakat.
Khusus terkait informasi, maka, tujuan yang pertama adalah dalam
rangka menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh
informasi keagamaan dan pendidikan. Tentu karena menyangkut
Kementerian Agama, Kkita harapkan masyarakat mengetahui
program dan kegiatan apa saja yang akan, sudah, dan sedang
dilaksanakan. Nantinya ada partisipasi dan respon masyarakat
sehingga kebijakan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat.”%
Senada dengan pernyataan tersebut, Bu Axelda juga menyampaikan

bahwa ketika masyarakat dapat memahami dan menerima kebijakan serta

program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, maka mereka

akan sukarela mengikuti program-program yang dijalankan. Inilah urgensi

64 Hasil Observasi Penulis di Kantor Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar pada 26
Desember 2023
8 Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 09.51 WIB
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pengelolaan media sosial sebagai media informasi yang dapat
meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi serta terselenggaranya
pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bu Axelda sebagai berikut.
“secara umum, tujuan utama penyebaran informasi publik
Kementerian Agama Kabupaten Blitar adalah agar masyarakat
memahami dan menerima kebijakan dan program yang sudah,
sedang dan akan dijalankan. Selanjutnya, pemahaman dan
penerimaan informasi ini diharapkan dapat membangun citra positif,
membangun kepercayaan publik, juga meningkatkan dukungan dan
partisipasi masyarakat’’%

Perencanaan pengelolaan media sosial dilakukan melalui beberapa
tahapan, yaitu melakukan identifikasi informasi, pemilihan media sosial,
pembentukan tim khusus pengelola media sosial, kerjasama dengan pihak
eksternal, anggaran khusus pengelolaan media sosial, dan membuat
peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemanfaatan
media sosial untuk publikasi informasi kepada masyarakat.

a. Melakukan Identifikasi Informasi
Identifikasi informasi adalah langkah awal yang dilakukan
untuk mengetahui kebutuhan informasi yang disajikan sebagai
publikasi informasi di media sosial. Kegiatan identifikasi terdiri dari
mencari, menemukan, meneliti, dan mencatat data-data tentang
sesuatu hal. Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar melakukan
identifikasi informasi melalui dua cara.

Pertama, humas melakukan observasi secara langsung melalui

interaksi dengan masyarakat ketika mereka datang ke kantor untuk

% Hasil Wawancara dengan Bu Axelda pada 1 November 2023 pukul 09.26 WIB
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memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Kedua, humas
melakukan observasi melalui media sosial terkait topik atau ide yang
sedang tren. Hal ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Bapak
Jamil sebagai berikut.
“karena selama ini kita berinteraksi dengan masyarakat setiap
hari, maka sedikit banyak mengetahui informasi apa saja yang
dibutuhkan masyarakat. Selain melihat intensitas masyarakat
yang datang ke kantor, Kita juga mencermati informasi di
media sosial, apa topik yang sedang tren, itu kita penetrasi ke
dalam agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.”®’
Keterangan di atas menjelaskan bahwa kegiatan identifikasi
informasi menjadi cara untuk memahami dan mengenali objek,
masalah, karakteristik, atau fenomena apa yang tengah terjadi di
masyarakat. Tidak semua data yang ditemukan dapat langsung diolah,
akan tetapi harus melalui pembahasan yang mendalam untuk
memperoleh informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
“kita juga ingin ini menjadi media untuk mencerdaskan
bangsa, tentu yang kita publish juga tidak hanya informasi
yang bersifat news atau berita tetapi juga ilmu, misalnya
tentang kajian agama, strategi pendidikan, aturan pendidikan,
dan hal lainnya.”%®
Bapak Jamil menambahkan bahwa ada beberapa informasi
yang memiliki frekuensi akses cukup tinggi oleh publik, sebagai

berikut.

“Hari in1 informasi yang tinggi dan banyak diakses itu tentang
pelayanan haji, pembangunan tempat ibadah, dan pendidikan,

67 Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 09.51 WIB
8 Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB
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misalnya kelulusan, kurikulum merdeka, perubahan kebijakan
pemerintah dan banyak sekali.”®®

Berdasarkan pernyataan di atas, pemilihan informasi tidak
hanya seputar kegiatan atau event Kementerian Agama Kabupaten
Blitar, akan tetapi juga edukasi berkaitan dengan keagamaan dan
pendidikan. Diantara jenis informasi tersebut adalah informasi
mengenai isu-isu agama dan keagamaan, informasi program
pendidikan seperti kebijakan atau peraturan terbaru, informasi
prosedur pelaksanaan ibadah haji, informasi alur pelayanan terbaru,
informasi tentang situasi sosial yang sedang terjadi, dan seterusnya.
Hal ini disampaikan karena menjadi bentuk perwujudan visi dan misi
Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang membawahi dua bidang
tersebut. Sehingga, konten yang disajikan dapat memberikan
tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.”
Pemilihan Media Sosial

Pemilihan media sosial adalah kegiatan menentukan media
sosial dapat digunakan untuk publikasi informasi sehingga dapat
tercipta interaksi aktif antara publik dan instansi. Dalam hal ini,
terdapat dua metode komunikasi yang digunakan oleh Humas
Kementerian Agama, yaitu komunikasi secara offline dan secara
online. Dua metode ini berhubungan dengan media komunikasi yang

akan digunakan. Secara offline, pegawai memberikan pelayanan

69 Hasil Wawan

cara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB

70 Hasil Observasi Penulis di media sosial Kementerian Agama Kabupaten Blitar pada 26

Desember 2023
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langsung kepada masyarakat dan mengadakan beberapa event di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar sebagai bentuk edukasi
dan proses interaktif kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

“secara Offline, informasi disampaikan melalui pengadaan
event dan diseminasi informasi kepada kepala madrasah,
kepala KUA, penyuluh, dan pengawas untuk selanjutnya
disampaikan ke karyawan, guru, murid, dan atau warga binaan
masing-masing.”"!

Secara online, Kementerian Agama Kabupaten Blitar memiliki
beberapa media online seperti website, Youtube, Instagram, Tiktok,
WhatsApp Center, dan e-mail.

“Secara online, terdapat website (blitar.kemenag.go.id),
Youtube (Kemenag Kab. Blitar), instagram
(@kemenagkabblitar), tiktok (@kemenagkabblitar), WA
Center dan email (kabblitar@kemenag.go.id). Publik dapat
mengakses seluruh kanal secara gratis. Selain menerima
informasi, publik juga dapat menyampaian opini, aspirasi dan
permohonan informasi melaui media-media di atas.”’?

Masing-masing seksi atau satuan kerja (satker) juga dilengkapi
dengan website dan aplikasi guna menunjang pelayanan yang dapat
diakses secara online. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak
Jamil sebagai berikut.

“secara khusus Kementerian Agama memiliki beberapa web

yang bisa diakses masyarakat, baik itu yang dikelola oleh

Kementerian Agama maupun oleh teman-teman di masing-

masing seksi. Yang pertama, blitar.kemenag.go.id. Selain itu

juga ada nomer WA dan IG. Juga Contact Person untuk
langsung berinteraksi dengan Kementerian Agama.”"®

"1 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda pada 1 November 2023 pukul 10.00 WIB
2 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda pada 1 November 2023 pukul 10.00 WIB
8 Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB
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Berdasarkan keterangan di atas, Kementerian Agama
Kabupaten Blitar menggunakan media sosial seperti website,
Youtube, Instagram, Tiktok, WhatsApp Center, dan e-mai guna
menunjang pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat di manapun
dan kapanpun.

Berikut adalah beberapa platfrom media sosial Kementerian
Agama Kabupaten Blitar untuk menunjang pelayanan informasi yang
berkualitas:"*

1) Website
Website Kementerian Agama Kabupaten Blitar memiliki
domain  https://blitar.kemenag.go.id. = Berdasarkan  hasil
pengamatan peneliti, tampilan website berisikan menu pilih
layanan di mana jika diakses lebih lanjut maka akan muncul
beberapa layanan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan
pengguna. Diantara menu yang tertera antara lain beranda, profil,

berita atau artikel, informasi, event, gallery, dan layanan.”

4 Hasil Observasi Penulis di beberapa media sosial Kementerian Agama Kabupaten Blitar pada 26
Desember 2023

> Sumber Data: website Kementerian Agama Kabupaten Blitar melalui
https://blitar.kemenag.go.id, diakses pada 28 Desember 2023



66

Kementerian Agama
Kabupaten Blitar

BERANDA  PROFIL  BERITARARTIKEL ~ INFORMASI ~ EVENT  GALLERY  LAVANAN

LAYANAN

Layanan EREEEEE

Layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar

INFORMASI | Layanan M
KONFIRMASI | Layan

si dari Kemenag Kab Blitar 24 25 26 27 28 29 30
si terhadap Informasi dari Kemenag Kab Blitar

Gambar 4. 1 Tampilan Menu Website Kementerian Agama
Kabupaten Blitar

Selanjutnya, pada menu layanan dibagi menjadi dua jenis
yaitu layanan informasi dan layanan konfirmasi. Layanan
infomasi adalah layanan masyarakat bidang informasi dari
Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Sedangkan layanan
konfirmasi adalah layanan masyarakat untuk konfirmasi terhadap
informasi dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Berikut adalah macam-macam menu layanan pada
website Kementerian Agama Kabupaten Blitar:"

a) PTSP
PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan
layanan masyarakat yang akan terhubung dengan setiap seksi
di Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Masyarakat dapat
memilih jenis layanan yang mereka butuhkan. Diantara jenis

layanan tersebut yaitu berita, buku tamu, haji dan umroh,

6 Hasil Observasi Penulis di website Kementerian Agama Kabupaten Blitar pada 26 Desember

2023
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pendma (pendidikan madrasah), PD Pontren (pendidikan
pondok pesantren), PAIS (pendidikan Agama Islam), Bimas
Islam, layanan Kiristen, layanan Katolik, layanan Budha,
layanan Hindu, unit kepegawaian, pengaduan, unit

pengadaan, zakat wakaf, dan lacak layanan.

Kementerian A

Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar Informasi dan Data

Gambar 4. 2 Tampilan Layanan PTSP
b) PPID

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi merupakan layanan berisikan permohonan
informasi dan survey kepuasan masyarakat. Masyarakat
dapat mendaftarkan permohonan informasi yang diinginkan
dan keluhan atau aduan masyarakat. Menurut pengamatan
penulis, portal layanan ini belum dapat berjalan maksimal

karena masih belum diakses langsung oleh pengguna. Hal ini
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dibuktikan dengan tidak munculnya jenis layanan yang

tertera di website tersebut.””

@KP.P D ... Beranda Profil~ Regulasi Layanan Informasi~  Standar Layanan~ Informasi Publik -
AT

Selamat Datang
di Portal PPID Kementerian Agama TETAP TERAPKAN

Kabupaten Blitar PROTOKOL KESEHATAN

e
er a
Daftarkan Permohonan Informasi

( survei Kepuasan Masyarakat |

& P i B O

LPSE Produk Hukum Whistleblowing Dumas Unit Kerja
System

Gambar 4. 3 Tampilan Layanan PPID
c) SIDIA

SIDIA atau Sistem Informasi Pendidikan Madrasah
Kabupaten Blitar merupakan layanan informasi berkaitan
dengan informasi pendidikan ~ dengan  domain

https://www.data.pendmakabblitar.id/. Informasi tersebut

seperti kurikulum, pengajaran, evaluasi, kesiswaan, guru dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kelembagaan,
pengolah data dan informasi. Berikut adalah tampilan

layanan SIDIA:

" Hasil Observasi Penulis di portal PPID melalui website Kementerian Agama Kabupaten Blitar
pada 26 Desember 2023


https://www.data.pendmakabblitar.id/
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SIDIA Pendma Blitar *informasi ()Program Kerja B Formulir~ [3 Kuitensi &, Unduh QL Cek Data~ | Infografi

Pengumuman = Daftar si

JPDATE APLIKASI LP) BOS

UPDATE APLIKASI LPJ BOS 26 2023

DATE Aplikasi BOS hitps://drive.google.com/file/d/1RycEmSmQicVwSKspMwMFqdPwiBZ_pjtfview?
usp=dive_link
Tim BOS Pendma Kab. Blitar

RAPORT AKMI 2021, 2022, 2023

Yth. Kepala Madrasah
Kab. Blitar

r6620082usp=drive link

Gambar 4. 4 Tampilan Layanan SIDIA

(1) Menu informasi berisikan informasi mengenai update
aplikasi LPJ BOS, raport AKMI, kalender pendidikan,
pendataan peserta assesmen madrasah, proses aktivasi
pencairan dana PIP, pendataan siswa kelas akhir tahun dan
seterusnya. (2) Menu program kerja berisikan informasi
mengenai program kerja seksi kurikulum, pengajaran, dan
evaluasi; seksi kesiswaan; seksi guru dan tenaga
kependidikan; seksi sarana dan prasarana; serta seksi
kelembagaan, pengolah data, dan informasi. (3) Menu
formulir berisikan formulir untuk legalisir ijazah siswa siswi
madrasah. (4) Menu kuitansi berisikan halaman untuk
mencetak kuitansi madrasah. (5) Menu unduh berisikan
halaman untuk mengunduh berkas yang sudah siap untuk
diterima oleh madrasah. (6) Menu cek data berisikan
informasi mengenai pengajuan KTSP, kalender, pendataan

jumlah siswa, GTK, kelengkapan berkas, rekor mutasi siswa,
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arsip digital, kode sekolah, dan kode wilayah. (7) Menu
infografik berisikan informasi mengenai grafik jumlah siswa,
mutasi siswa, statistic GTK, grafik jumlah GTK, sebaran
madrasah, dan siswa melanjutkan madrasah. (8) Menu
lainnya terdapat informasi jadwal waktu shalat dan konversi
masehi-hijriah.
Semua jenis layanan di atas dapat diakses oleh masing-
masing madrasah dengan melakukan login akun madrasah
terlebih dahulu, di mana username dan password sudah
diberitahukan sebelumnya oleh pihak seksi Pendidikan
Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.™
ADUAN

Layanan aduan terhubung dengan whatsapp center
Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Adapun pihak yang
bertugas dalam pengoperasian whatssapp center ini adalah
tim media sosial. Masyarakat dapat mengubungi nomor
tersebut jika terjadi permasalahan yang membutuhkan
tanggapan pesan secara cepat. Berikut adalah tampilan dari

layanan aduan:®

8 Hasil observasi penulis di portal SIDIA Kementerian Agama Kabupaten Blitar pada 26

Desember 2023

7 Hasil observasi penulis di layanan aduan Kementerian Agama Kabupaten Blitar pada 26

Desember 2023
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Hotline Kankemenag Kab Blitar

Lanjut ko Chat

Gambar 4. 5 Tampilan Layanan Aduan

2) Youtube

Youtube merupakan platform berbagi video yang dapat
diakses oleh seluruh orang di dunia. Youtube Kementerian
Agama Kabupaten Blitar sudah beroperasi sejak Desember 2020.
Dalam deksripsinya, Kementerian Agama Kabupaten Blitar
menyampaikan bahwa instansi berkomitmen memberikan
informasi yang seluas-luasnya tentang pelayanan publik dan
seluruh kegiatan yang dilaksanakan instansi. Akun tersebut
memiliki 2,85 ribu subscribers dan 81 video terhitung per tanggal
26 Desember 2023.

Konten yang termuat pada akun youtube tersebut adalah
seputar kegiatan instansi, seminar, penyuluhan, dan podcast di
Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Adapun video popular
adalah video dengan judul “Best Practice Peran Ibu dalam

Pendampingan Anak Selama Belajar di Rumah (BDR)” dengan
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9700 views dan 3400 suka terhitung per tanggal 26 Desember

2023.%
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Pengajian Selasa Pagi Kemenag Kab. Blitar EKSISTENS! PONDOK PESANTREN DALAM MODERAS! BERAGAMA DALAM MERAWAT Pengajian Selasa Pagi Kemenag |

Gambar 4. 6 Tampilan Youtube Kementerian Agama Kabupaten
Blitar

3) Instagram
Instagram merupakan situs jejaring sosial berbagi video
dan foto. Instagram Kementerian Agama Kabupaten Blitar
memiliki username @kemenagkabblitar. Jumlah pengikutnya
2,110 pengikut, 153 mengikuti dan 566 postingan terhitung per
tanggal 26 Desember 2023 yang dibuktikan dengan gambar

dibawah ini:

8 Hasil Observasi penulis di akun Youtube Kementerian Agama Kabupaten Blitar
https://www.youtube.com/@kemenagkab.blitar311, diakses pada 26 Desember 2023
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kemenagkabblitar Follow Message

566 posts. 2,110 followers 153 following

Akun resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar

ni 1 ftar

@ blitarkemenag.go.id + 2

ARTINEL BERITA BERITA ARTIKEL YOUTUBE
2023 2023 2023 2023 2023
Artikel 23 (2) Berita 23 (2) Berita 23 (1) Artikel 23 (1) Youtube 23 Youtube 22 Berita 22
@ PosTS %1 REELS

Gambar 4. 7 Tampilan Instagram Kementerian Agama Kabupaten Blitar

aa

KANKEMENAG
KAB BUTAR'

Kegiatan

Penguatan Moderasi Beragama Serta Penandatanganan
Kontrak Kinerja Pengawas Madrasah dan PAIS

blitar.kemenag.go.id

kemenagkabblitar o Kemenag Kabblitar o Kemenag Kab, Blitar

Gambar 4. 8 Konten Media Sosial Instagram
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BE i f Kabblitar  gg Kab. Blitar @) blitarkemenag.goid
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Gambar 4. 9 Konten Media Sosial Instagram

Adapun beberapa jenis informasi yang disampaikan
antara lain:8!

a) Update informasi seputar kegiatan dan program keagamaan
dan pendidikan, seperti pengumuman pelunasan biaya haji;
penyerahan dokumen SKP guru agama; pembinaan
penguatan moderasi beragama; kegiatan bimbingan dan
penyuluhan warga binaan lapas; ibadah perayaan natal; zoom
meeting bersama dirjen menyapa guru; kegiatan pembinaan
penyuluh agama; penyampaian laporan pertanggungjawaban

penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas,

81 Hasil Observasi penulis di akun Instagram Kementerian Agama Kabupaten Blitar
https://www.instagram.com/kemenagkabblitar/, diakses pada 26 Desember 2023
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perjanjian kerjasama dengan dispendukcapil; pelaksanaan
apel pagi setiap minggu; kegiatan penyuluhan hukum di
pondok pesantren; dan seterusnya.

Ucapan hari penting dan prestasi madrasah, seperti ucapan
tahun baru hijriyah; ucapan hari keagamaan; ucapan hari
nasional; prestasi akademik dan seni tingkat madrasah, dan
seterusnya.

Berita, artikel, dan konten Youtube. Contoh berita seperti
berita kegiatan pelantikan pegawai; rakor dan evaluasi
program; apel pagi; monitoring dan evaluasi program;
kolaborasi program; bina karyawan internal kantor, dan
seterusnya. Adapun contoh artikel seperti artikel keilmuan
bertemakan pencari ilmu; hukum pernikahan; amaliah bulan
Ramadhan; dan seterusnya. Kemudian, konten Youtube ini
berisikan link streaming yang akan terhubung dengan akun
Youtube, seperti upacara Hari Amal Bakti; keutamaan Bulan
Rajab; SE menag RI; amaliah Bulan Ramadhan; dan

seterusnya.
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ARTIKEL
Kemuliaan Para Pencari llmu

Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW kel\f¥ari
rumah berjalan menuju masjid. Sesampainyg

masjid, Rasulullah SAW mendapati para sahabat
berkumpul dalam dua kelompok. Kumpulan yang
pertama sedang membaca Alquran, berdzikir dan
berdoa kepada Allah SWT. Sedangkan kumpulan
yang kedua menyelenggarakan halagah

keilmuan. Maka beliau bersabda, “keduanya baik, dan
salah satunya lebih baik dari yang lain”. Adapun
(majelis pertama) mereka berdo’a kepada Allah dan
berharap Allah mengabulkan keinginannya. Maka jika
Allah menghendaki, Dia akan mengabulkan doa

Kirim pesan

Gambar 4. 10 Artikel di Media Sosial Instagram



ERITA
RAKOR DAN EVALUASI PROGRAM
SEKSI PAIS WILAYAH KERJA KEDIRI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATENBLITAR

& BLITAR.KEMENAG.GO.ID

Kab. Blitar (PAIS) - Rakor dan Evaluasi Wi ah
Kerja Kediri yang diadakan sesuai dengan

undangan yang telah disepakati, pada
kesempatan kali ini bertempat di Kabupaten
Blitar. Kegiatan tersebut diadakan untuk
berkoordinasi dalam proses menyatukan dan
mengintegrasikan program demi kepentingan
bersama, juga menyelesaikan persoalan yang ada.
Seksi PAIS Wilker Kediri terdiri dari PAIS Kemenag
Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota
Kediri, Tulungagung, Trenggalek dan Nganjuk.
Bertempat di Café Wajawa Kopi, kegiatan terlaksana
pada tanggal Rabu (1/11).

Kirim pesan

Gambar 4. 11 Berita di Media Sosial Instagram
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KEUTAMAAN "y
BULAN RAJAB

<@ YOUTU.BE

Kirim pesan [D] o

Gambar 4. 12 Link Youtube di Media Sosial Instagram
Tiktok

Tiktok merupakan aplikasi dan platform video musik yang
sedang digemari masyarakat. Akun tiktok Kementerian Agama
Kabupaten Blitar memiliki username kemenagkabblitar dengan
165 pengikut, 489 suka dan 25 mengikuti terhitung per tanggal 26
Desember 2023. Akun tersebut dioperasikan oleh tim pengelola
media sosial Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Konten yang

diposting pada akun tiktok tersebut adalah video pendek seputar
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kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang juga menjadi

platform lanjutan dari akun Instagram.®2

@ kemenagkabblitar o

kemenagkabblitar

25 Mengikuti 165 Pengikut 489 Suka

Akun resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Video & Disukal

h‘l’elemn ‘

Apel dirangkai dengan p..  Pembinaan dan Penyera.. ~ Khataman Al Quran Bers..  Apel pagi Kankemenag K..  HUT DWP 2023, Kamis (..  Pelantikan Penyelenggar.. ~ Pelepasan kontingen Gel..

Gambar 4. 13 Tampilan Tiktok Kementerian Agama Kabupaten
Blitar

5) Facebook
Facebook adalah layanan media sosial dan jaringan sosial.
Akun facebook Kementerian Agama Kabupaten Blitar memiliki
username Kemenag Kab Blitar. Informasi yang termuat pada akun
facebook ini tidak jauh berbeda dengan akun Instagram. Terhitung
per tanggal 26 Desember 2023, akun ini memiliki pengikut
sejumlah 12 dan 8 suka oleh pengguna Facebook.® Berikut adalah

tampilan dari Facebook Kementerian Agama Kabupaten Blitar:

82 Hasil Observasi penulis di akun Tiktok Kementerian Agama Kabupaten Blitar
https://www.tiktok.com/@kemenagkabblitar, diakses pada 26 Desember 2023

8 Hasil Observasi Penulis di akun Facebook Kementerian Agama Kabupaten Blitar
https://www.facebook.com/kemenagkabblitar/, diakses pada 26 Desember 2023
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Kemenag Kab. Blitar

8 suka « 12 pengikut

Postingan Tentang Foto Video

Intro

Akun resmi Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar

a epada Aries ang telah dilantik sebagai

Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
Rabu, 6 Desember 2023

© Halaman . Pendidikan Semoga diberi kemudahan dan keberkzhan dalam menjalankan

tugas.... Lihat selengkapnya

2 =<1
| °
€& viitar.kemenag.go.id selamat atas
G
%
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Terhubung dengan Kemenag Kab. Blitar di Facebook

Gambar 4. 14 Tampilan Facebook Kementerian Agama Kabupaten
Blitar

Berdasarkan hasil observasi, penulis menyimpulkan bahwa
masyarakat kurang intens dalam mengakses media sosial facebook dan
lebih banyak mengakses di media sosial lain seperti Instagram, tiktok,
dan youtube. Kedepannya ini dapat menjadi evaluasi bagi tim media
sosial untuk menyusun konten yang lebih menarik dan membagikannya
ke semua media sosial yang mereka miliki.

Membentuk Tim Khusus Pengelola Media Sosial

Tim khusus pengelola media sosial adalah tim yang terdiri dari
dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk membuat, mengelola
konten, memonitor, menyunting informasi, dan mengukur bagaimana
peran media sosial instansi tersebut. Apakah media sosial atau situs

resmi instansi ini dapat mencapai tujuan-tujuan dari publikasi informasi
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atau belum. Tim juga bertugas mengoperasikan dan memberikan
layanan informasi secara tanggap dan akurat.

Bapak Munib menyampaikan bahwa pelaksana pengelola media
sosial Kementerian Agama Kabupaten Blitar adalah tugas humas. Tim
tersebut terdiri dari pegawai humas, wakil kepala humas setiap
madrasah se-Kabupaten Blitar, dan perwakilan masing-masing ruangan
atau satuan kerja (satker). Setiap madrasah dan satker memiliki akun
admin masing-masing yang bertugas mengirimkan konten yang akan
dipublikasikan oleh tim media sosial.

“di sini secara umum dipegang pelaksana dari humas, yaitu mba

Axelda, beliau punya tim untuk Kkinerja operasionalnya.

Kemudian, kita ada grup waka humas madrasah-madrasah

negeri se-Kabupaten Blitar untuk mem-back up berita atau

konten kepada mba Axelda. Kita sendiri juga menyediakan
materi dari masing-masing ruangan sehingga mereka
berkoordinasi dengan mba Axelda untuk upload.”

Bu Axelda menambahkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya,
beliau dibantu oleh rekannya, yaitu Bu Nisa’. Seluruh anggota tim
saling bekerjasama dalam mengerjakan jobdesk yang telah ditentukan
dan membantu menyelesaikan konten berita atau informasi agar dapat
segera dipublikasikan.

“saya dibantu prakom, yang di sebelah saya itu mbak Nisa’. Jadi

biasanya ya kerjasama aja sih mbak siapa yang lagi longgar.

Kalo untuk timnya itu ya saya, prakom, dan dari tiap ruangan.”8®

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM  humas,

Kementerian Agama Kabupaten Blitar telah merancang program

8 Hasil Wawancara dengan Bapak Syaikhul Munib pada 29 Desember 2023 pukul 10.14 WIB
8 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 28 Desember 2023 pukul 09.54 WIB
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rekrutmen, seleksi, dan pelatihan atau pengembangan keahlian.
Rekrutmen dan seleksi tim diutamakan berasal dari pegawai penyuluh
agama karena lebih ahli dalam bidang keagamaan untuk mengelola
informasi dan data yang telah didapatkan. Seperti yang disampaikan
oleh Bapak Munib sebagai berikut.

“jadi kita hari ini berfikiran untuk mengadakan personil yang

memang khusus ahli di bidang itu aja, yang khusus pegang

medsos. Ini yang sekarang coba untuk kita analisis
kemungkinan untuk cari personil khusus.”

Senada dengan pernyataan tersebut, Bu Axelda menyampaikan
bahwa diharapkan anggota tim media sosial nantinya berasal dari
penyuluh agama. Meskipun demikian, masih ditemui kendala akibat
kurangnya komunikasi perihal penyatuan visi, misi, dan standar dalam
pengelolaan media sosial tersebut.

“sebenernya ya enggak rekrutmen dari orang luar sih mbak,

pengennya itu kayak penyuluh agama, kayak gitu yang mau ya

monggo, tapi yang susah itu ya penyatuan visinya, karna kita
sudah punya standar, kayak template dan sebagainya.”®’

Selanjutnya, dalam program pengembangan keahlihan, Bu
Axelda menyampaikan bahwa tim media sosial Kementerian Agama
Kabupaten Blitar sering mengikuti pelatihan dari Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur atau Kementerian Agama
Republik Indonesia. Selain itu juga pelatihan kompetensi teknis humas

dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Pusdiklat Kominfo).

8 Hasil Wawancara dengan Bapak Syaikhul Munib pada 29 Desember 2023 pukul 10.14 WIB
87 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 28 Desember 2023 pukul 09.54 WIB
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“Kalo saya itu seringnya kanwil atau kemenag pusat.

Sebenarnya ada banyak yang dari Kominfo, Pusdiklat Kemenag

RI, ada juga humasnya Kemenag Jawa Timur, atau Pusdiklat-

nya Jawa Timur. Dan ini cukup membantu, karena secara

tekniknya kan ketemu banyak orang, kita jadi tau daerah sini

pake ini, daerah sana pake apa dan seterusnya.”®®

Berdasarkan pengamatan penulis, Humas Kementerian Agama
Kabupaten Blitar telah merancang program pembentukan tim media
sosial sesuai prosedur akan tetapi masih perlu dilakukan perbaikan
terutama berkaitan dengan tugas personil untuk publikasi informasi
media sosial yang membutuhkan keahlian dan keterampilan yang
mumpuni.

d. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Kerjasama dilakukan oleh organisasi baik secara internal dan
eksternal. Adapun kerjasama dengan pihak internal adalah suatu bentuk
interaksi, diskusi, dan membangun kerjasama dengan publik internal
baik dari lembaga atau instansi, maupun masyarakat sekitar. Kerjasama
dilaksanakan agar memudahkan instansi dalam mencapai tujuan yang
diinginkan, yaitu merealisasikan kebijakan, program-program, dan
layanan.

Informasi-informasi diperoleh dari adanya jalinan kerjasama
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dengan beberapa pihak
eksternal. Pihak-pihak tersebut merupakan individu atau kelompok

yang secara langsung hidup berdampingan dengan masyarakat.

Harapannya, Humas dapat memperoleh pandangan atau gambaran

8 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 28 Desember 2023 pukul 09.54 WIB



84

terkait informasi dan program apa saja yang dapat dirancang guna
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan
oleh Bapak Jamil sebagai berikut.
“tentu selain itu kita juga membangun komunikasi silaturahim
dengan stakeholder, pemimpin agama, majelis keagamaan,
tokoh masyarakat, pimpinan lintas agama, agar Kita
memperoleh gambaran tentang hal-hal yang sekiranya
dibutuhkan masyarakat, bukan hanya informasi tetapi juga
program yang dibutuhkan masyarakat.””%®
Humas juga aktif melakukan kerjasama dengan beberapa media
lainnya seperti radio dan televisi. Tidak hanya itu, juga aktif bersama
kelompok penggiat media sosial sehingga dapat menambah wawasan
tentang bagaimana memproduksi konten yang menarik dan bermanfaat
bagi publik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jamil sebagai
berikut.
“kita juga menjalin kerjasama dengan teman media lain, baik
media cetak maupun elektronik termasuk radio dan televisi, kita
juga aktif bersama para penggiat media sosial untuk bagaimana
membuat konten yang bermanfaat untuk ummat bukan sekedar
trending tapi kita mendorong konten yang kita publish ini
membawa maslahat.”%
Menurut pengamatan penulis, diantara saluran radio yang
bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Blitar adalah
Persada FM dan Mayangkara FM. Berikut adalah contoh informasi

tentang pelaksanaan ibadah haji oleh seksi Haji Kementerian Agama

Kabupaten Blitar di Radio Persada FM:%!

8 Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB

% Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB

%1 Hasil observasi Penulis di website Persada News melalui https://persadablitar.id/ yang diakses
pada 22 Januari 2024 pukul 21.53 WIB
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Pemerintahan
Kementerian Agama Kabupaten Blitar Sampaikan
Tidak Ada Batasan Usia, Bagi Jemaah Haji Tahun

Gambar 4. 15 Contoh Berita di Radio Persada FM

Contoh informasi tentang pelaksanaan ibadah haji yang disampaikan

melalui Radio Mayangkara FM:%2
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Gambar 4. 16 Contoh Berita di Radio Mayangkara FM

92 Hasil observasi Penulis di website Radio Mayangkaran FM melalui
https://radiomayangkara.com/ yang diakses pada 22 Januari 2024 pukul 21.53 WIB



https://radiomayangkara.com/

86

Contoh peliputan berita dengan saluran televisi JTV:%

g' WEMEANG  KEMENAG BLITAR LAKUKAN PEREKAMAN BIO VISA JEMAAH HAJI
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BLITAR - Kemenag Blitar Lakukan Perekaman Bio Visa Jemaah Haji
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Gambar 4. 17 Contoh Berita di JTV

Berdasarkan pernyataan di atas, maka salah satu rancangan
strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Kementerian Agama
Kabupaten Blitar adalah dengan menjalin kerjasama untuk memperoleh
dukungan positif agar dapat membentuk citra positif instansi di hadapan
publik. Langkah ini dinilai sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang
akan diambil oleh instansi sehingga dapat sesuai dengan harapan,
kebutuhan, dan keinginan masyarakat.

e. Anggaran Khusus Pengelolaan Media Sosial

Anggaran merupakan hal yang harus direncanakan untuk
menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang
dinyatakan dalam bentuk uang. Secara khusus, anggaran pengelolaan

media sosial tidak diatur oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar,

% Hasil observasi Penulis di akun JTV melalui http://www.youtube.com/@ABTVNEWS yang
diakses pada 23 Januari pukul 07.07 WIB
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akan tetapi anggaran diperoleh pemerintah pusat dan mandiri dari
instansi yang bersangkutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh
Bapak Munib sebagai berikut.

“Secara spesifik kalo ngomong anggaran itu tidak ada, tapi

mungkin kalo secara teknis anggaran ini bersumber dari

anggaran negara dan bisa dari anggaran mandiri. Mungkin kita

bisa melakukan kegiatan melalui dana non budgeter tadi.””
Adapun rincian anggaran juga disampaikan oleh Bu Axelda yaitu:

“anggaran itu adanya di canva pro tahunan sama website,

website itu walaupun kita sudah pake domainnya kemenag, tapi

masih ada beberapa yang pake domainnya luar.”®

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa
sumber anggaran dalam pengelolaan media sosial di Kementerian
Agama Kabupaten Blitar sudah memiliki rancangan anggaran sendiri
sehingga mampu menunjang proses publikasi informasi di media sosial.

f. Membuat Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pemanfaatan Media Sosial

Standar Operasional Prosedur atau lebih dikenal dengan SOP
merupakan prosedur khusus yang berisikan penjelasan mengenai
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, seperti bagaimana, kapan,
dimana, dan siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Dalam
penyusunan perencanaan pengelolaan media sosial untuk publikasi

informasi, Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar mengacu

pada petunjuk teknis dan pedoman pengelolaan website dan media

% Hasil Wawancara dengan Bapak Syaikhul Munib pada 29 Desember 2023 pukul 10.14 WIB
% Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 28 Desember 2023 pukul 09.54 WIB
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sosial Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalam penjelasan

petunjuk teknis tersebut disebutkan mengenai beberapa hal yaitu:

1)

2)

3)

4)

Penetapan tujuan dan sasaran publik (komunikasi, pencitraan, dan
kesadaran publik),

Strategi media sosial (penentuan website dan media sosial,
penentuan target audiens, penjadwalan dan manajemen posting,
pembuatan konten, dan manajemen interaksi dan respons),
Analisis kinerja media sosial,

Evaluasi dan perbaikan secara berkala.

Bapak Jamil menambahkan, bahwa selain mengacu pada

petunjuk teknis di atas, Kementerian Agama Kabupaten Blitar juga

membuat SOP tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

pengelolaan media sosial, diantaranya:®

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

Informasi yang disampaikan harus credible, akurat, dan objektif.
Mengedepankan integritas atau kejujuran.

Professional atau mempunyai kompetensi, keahlian, dan
keterampilan di bidangnya.

Responsif atau tanggap atas reaksi yang diberikan masyarakat.
Informasi yang bersifat konstruktif

Harus beretika yaitu menjaga marwah instansi.

Kesesuaian isi materi dan kesesuaian media.

Konten sejalan dengan visi, misi, dan program instansi.

% Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB
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9) Tidak mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan
antargolongan).
10) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dari hasil paparan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
secara keseluruhan Kementerian Agama Kabupaten Blitar sudah
menyusun perencanaan pengelolaan media sosial untuk peningkatan mutu
pelayanan informasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya
SOP tentang pemanfaatan media sosial, surat keputusan tim pengelola
media sosial atau website, pembagian tugas tim pengelola media sosial,
alur produksi sampai publikasi konten media sosial, dan evaluasi

pengelolaan media sosial.

Pelaksanaan Pengelolaan Media Sosial untuk Peningkatan Mutu
Pelayanan Informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar
Pelaksanaan program pengelolaan media sosial merupakan wujud
dari proses pelaksanaan rancangan-rancangan dalam suatu manajemen
strategi. Pelaksanaan akan lebih mudah dilakukan jika konsep perencanaan
yang dibangun telah benar-benar matang. Tahap pelaksanaan berisikan
rangkaian kegiatan yang telah disusun sesuai dengan tujuan. Akan tetapi,
pada prosesnya tentu masih akan menemui kendala-kendala. Meskipun
demikian, perencanaan yang telah disusun setidaknya dapat menyediakan
berbagai alternatif sebagai alat untuk meminimalisir terjadinya kegagalan.
Diantara kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama

Kabupaten Blitar yaitu proses pengolahan informasi, pemetaan target atau
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sasaran publik, produksi konten media sosial, dan evaluasi. Hal tersebut
sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Axelda sebagai berikut:

“alur publikasi konten media sosial dimulai dengan penentuan jenis
informasi yang akan dipublikasikan melalui monitoring isu atau
analisis program. Selanjutnya, dilakukan pemetaan khalayak atau
target publikasi. Penentuan target publikasi selanjutnya
berhubungan dengan pemetaan media yang digunakan. Setelah
melalui tahap-tahap di atas, selanjutnya ke tahap produksi konten
dan evaluasi.”®’

a. Proses Pengolahan Informasi

Tahap pertama adalah menentukan jenis informasi melalui
pemantauan terhadap isu yang sedang berkembang dan menjadi tren
di masyarakat. Humas melakukan analisis program sebagai dasar
untuk menentukan apa saja program yang dibutuhkan masyarakat
berkaitan dengan pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
Terkait dengan pemilihan informasi ini, Humas tetap
memprioritaskan hasil dari layanan permohonan informasi dan
pengaduan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bu
Axelda berikut ini:

“ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengidentifikasi
informasi, pertama adalah monitoring isu publik di media massa
dan media sosial. Identifikasi ini digunakan untuk melihat opini
dan aspirasi masyarakat terkait lembaga. Selanjutnya dipilih isu
mana yang penting dan perlu diangkat. Juga dilakukan
pemantauan layanan permohonan informasi dan pengaduan
masyarakat. Terakhir, analisis program atau kebijakan lembaga,
terutama program prioritas. Saat ini, terdapat narasi kunci
strategi komunikasi Kementerian Agama, yaitu “Amplifikasi
capaian tujuh program prioritas dan program legacy
Kementerian Agama”. Jadi, sebisa mungkin dapat mengangkat
program prioritas dan program legacy Kementerian Agama.”%

%7 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 1 November 2023 pukul 09.26 WIB
% Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 1 November 2023 pukul 09.26 WIB
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Informasi yang akan diolah juga berorientasi pada tujuh
program prioritas dan program legacy Kementerian Agama. Diantara
program-program tersebut yaitu penguatan moderasi beragama,
transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber
Islamic University, religousity index, dan tahun kerukunan umat
beragama. Program prioritas ini diharapkan dapat diketahui masyarakat
luas sehingga instansi bisa memperoleh feedback terkait pelayanan dan
citra Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Hal ini berhubungan
dengan tugas pemerintah dalam menunjang keterbukaan informasi
publik.

Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian
dilakukan pembahasan secara mendalam oleh tim khusus yang
bekerjasama dengan pegawai penyuluh agama guna mengkaji
informasi dan isu-isu keagamaan. Setelah siap, berita atau informasi
yang akan di-upload akan diverifikasi oleh atasan. Tujuannya agar
informasi yang menyebar nantinya tidak menimbulkan kegaduhan dan
keresahan di masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak
Jamil sebagai berikut.

“petugas informasi di depan itu menyerahkan informasi kepada
tim untuk kemudian kita evaluasi, berdasarkan kaidah dan hal-
hal yang apakah informasi ini bisa dipertanggungajwabankan
dan membawa maslahat, dan seterusnya. Ini kita bahas secara
khusus, kemudian ada titik temu, kemudian kita sepakati, tentu
ada perubahan berdasarkan dari saran dan masukan dari teman-
teman ahli di bidang keagamaan karena menyangkut informasi
keagamaan. Selanjutnya, setelah semua terverifikasi Kkita
sampaikan ke pejabat berwenang informasi yang sudah Kkita
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susun nanti kita publish melalui website maupun media yang
lain.”%

b. Pemetaan Target atau Sasaran Publik
Tahap kedua adalah pemetaan target atau sasaran publik yang
dilakukan oleh humas dan tim media sosial dengan tujuan untuk
menentukan siapa target sasaran pelaksanaan marketing secara tepat.
Dalam hal ini, pihak humas dan tim media sosial telah melakukan
kerjasama dengan beberapa pihak. Sebagaimana yang disampaikan
oleh Bapak Jamil sebagai berikut.

“kita juga membangun komunikasi silaturahim dengan

stakeholder, pemimpin agama, majelis keagamaan, tokoh

masyarakat, pimpinan lintas agama, agar kita memperoleh
gambaran tentang hal-hal yang sekiranya dibutuhkan
masyarakat, bukan hanya informasi tetapi juga program yang

dibutuhkan masyarakat.” 1%

Melalui adanya kerjasama dengan tokoh agama, majelis agama,
tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dapat mendukung
Kementerian Agama Kabupaten Blitar dalam memahami apa keinginan
dan kebutuhan publik. Dalam hal ini terutama masyarakat secara umum
dan warga madrasah (siswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan)
di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

c. Produksi Konten Media Sosial
Tahap ketiga adalah produksi konten media sosial, yaitu dimulai

dari pemilihan data informasi yang akan ditampilkan, kemudian

dilakukan proses editing untuk menyesuaikan dengan aturan yang

% Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB
100 Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB
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berlaku. Konten juga dilengkapi dengan caption atau headline berita
yang menarik sehingga informasi dapat diterima dan dipahami dengan
baik oleh masyarakat. Selanjutnya adalah proses penyempurnaan dan
evaluasi proses produksi. Jika evaluasi telah dilakukan dan konten telah
sesuai, maka konten tersebut akan segera di-upload ke media sosial.
“mereka kirim konten ke saya, foto sama deskripsi nanti saya
yang menentukan kayak layak atau tidak untuk diunggah. Kalo
untuk website sekarang sudah ada akun-akun sendiri, di setiap
madrasah, di ruangan-ruangan juga ada. Kalo mereka mau
upload ya tinggal upload. Tapi keputusan untuk tayang atau

enggaknya, nanti tetep di saya sebagai editor, ngedit tata

bahasanya atau kalo ga layak tayang ya di cut sampai situ

aja 5101

Berdasarkan pernyataan Bu Axelda di atas, alur produksi konten
media sosial dimulai dari draft berita atau konten berupa foto maupun
video yang dikirimkan oleh masing-masing satuan kerja (satker) dan
madrasah ke editor. Editor melakukan penyuntingan draft berita,
menyusun kembali, memberikan judul, melakukan finishing sehingga
menghasilkan konten yang sudah terkonfirmasi untuk dipublikasikan.
Editor juga memeriksa apakah terdapat kesalahan penulisan,
menyesuaikan gaya bahasa dengan target publik, dan menentukan
apakah konten tersebut layak ditayangkan atau tidak.

d. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengukur

keberhasilan dari suatu program yang telah dirancang. Tujuan dari

evaluasi pengelolaan media sosial sebagai upaya peningkatan mutu

101 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 28 Desember 2023 pukul 09.54 WIB
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pelayanan informasi adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas
dan efisiensi media yang digunakan serta kualitas konten yang
diproduksi. Melalui hal tersebut, selanjutnya dapat dilakukan
peningkatan proses komunikasi dan publikasi sesuai dengan saran,
masukan, dan kritik yang diberikan kepada instansi.

Bapak Munib menyampaikan bahwa evaluasi pengelolaan
media sosial tidak dilakukan secara rutin, akan tetapi evaluasi dilakukan
bersama sekretaris jenderal (sekjen) guna mengevaluasi kinerja Humas.
Sehingga, masukan dari atasan terkait publikasi informasi di media
sosial lebih sering dilakukan ketika ditemukan suatu kekeliruan yang
harus segera diperbaiki. Dengan kata lain, evaluasi ini dilakukan pada
kesempatan atau waktu tertentu saja. Sebagaimana yang telah
disampaikan beliau sebagai berikut.

“Jadi, kalau secara rutin dalam konteks kehumasan saja yang
dilakukan dalam pertemuan sekjen. Tapi secara insidentil kita
adakan. Kaitannya dengan berita baru, masukan layout untuk
tata letak media sosial, nambah space, itu kita lakukan.”2%2

Bapak Jamil menambahkan bahwa evaluasi dilakukan dengan
tujuan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi media sosial yang
digunakan dan memantau bagaimana masyarakat menanggapi
informasi yang telah disampaikan.

“kita secara periodik juga melakukan pemantauan dan evaluasi
seberapa efektif dan efisien media yang kita berikan. Kita
melihat sejauh mana respon atau feedback masyarakat

terhadap informasi yang kita berikan baik itu berupa konten
maupun infomasi-informasi yang kita bagikan.”%

102 Hasil Wawancara dengan Bapak Syaikhul Munib pada 29 Desember 2023 pukul 10.14 WIB
103 Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB
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Berdasarkan penjelasan di atas, humas Kementerian Agama
Kabupaten Blitar telah melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi tim
dan pihak terkait. Akan tetapi, evaluasi ini tidak rutin melainkan ketika
terjadi sesuatu hal yang urgent. Adapun hal-hal yang dibahas adalah
apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara meningkatkan
kualitas publikasi informasi di media sosial Kementerian Agama
Kabupaten Blitar. Evaluasi ini sangat penting dilakukan guna
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari strategi pengelolaan
media sosial yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan
kedepannya. Selain itu, dapat menjadi masukan bagi instansi untuk
merancang dan mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan
yang bermanfaat bagi publik.1%

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengelolaan media sosial untuk
peningkatan pelayanan informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar
telah berjalan lancar meskipun ada beberapa kendala. Seperti yang
disampaikan oleh pihak humas dan tim pengelola media sosial sebagai
berikut:

1) Keterbatasan Jumlah Anggota Tim Pengelola Media Sosial
Permasalahan ini terjadi akibat beberapa faktor yang telah
disebutkan sebelumnya. Pertama, masih belum adanya sistem
perekrutan yang terorganisir dengan baik. Kedua, berkaitan dengan

faktor kualitas tim yang masih belum mumpuni di bidang pengelolaan

104 Hasil Observasi Penulis di Kantor Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar pada 28
Desember 2023
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media sosial. Ketiga, kurangnya penyatuan visi misi dan standar
pengelolaan media sosial di antara seluruh anggota tim media sosial.
Permasalahan ini cukup mempengaruhi jalannya proses
publikasi informasi ke media sosial. Seperti yang disampaikan oleh
Bu Axelda bahwa terbatasnya personil sangat proses pengolahan
informasi dan berakibat pada keterlambatan upload konten. Sehingga
informasi yang disampaikan kepada masyarakat terbatas pada
program tertentu yang tidak dapat meng-cover seluruh program
prioritas. Hal ini juga berdampak pada tidak meratanya penggunaan
seluruh media sosial yang dimiliki Kementerian Agama Kabupaten
Blitar.

“secara Offline, tak ada kendala berarti dalam pelayanan
informasi. Namun, secara online, keterbatasan personil menjadi
kendala. Keterbatasan personil ini selanjutnya mempengaruhi
kecepatan produksi dan menjadikan beberapa informasi tidak
dapat tersedia secara up to date. Jenis informasi yang
dipublikasikan juga terbatas, tidak dapat mengakomodir
keseluruhan program prioritas (masih terpaku pada diseminasi
kegiatan kelembagaan) dan tidak merata pada seluruh kanal

media.”2%

2) Keterbatasan Keterampilan Komunikasi

Keterbatasan wawasan tentang ilmu komunikasi dan
pengelolaan media sosial oleh anggota tim media sosial juga menjadi
salah satu kendala untuk memaksimalkan proses penyebaran informasi.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Jamil sebagai berikut.

“karena Kementerian Agama tidak cukup memiliki SDM yang
berkaitan dengan penguatan komunikasi publik, kami di

105 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 1 November 2023 pukul 09.26 WIB
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Kementerian Agama harus mampu mengefektifkan SDM yang
ada, baik manusia maupun lainnya.””*%

Senada dengan pernyataan tersebut, Bapak Munib juga menyampaikan

bahwa.
“berita-berita yang disajikan di institusi pemerintah kan tidak
menarik memang, kan lebih menarik berita-berita yang berkaitan
dengan sesuatu yang lebih fenomenal. Kalau bicara budaya
mungkin orang kurang tertarik pada media sosial dengan materi
agama, tetapi ini bukan sebuah hambatan, tetap kita memegang
prinsip keterbukaan.%

Berdasarkan pernyataan di atas, anggota tim media sosial harus
mampu mengetahui bagaimana menyajikan materi konten yang
menarik dan informatif sehingga mampu menarik perhatian publik.
Kemudian, bagaimana konten tersebut relevan, kredibel, dan
berkualitas sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu
tercapainya pelayanan keagamaan dan pendidikan yang efektif dan
efisien.

3) Keterbatasan Sarana Prasarana

Kendala lainnya bersumber dari terbatasnya kesediaan sarana
prasarana berupa software dan hardware. Berikut adalah pernyataan
yang disampaikan oleh Bapak Jamil.

“ketersediaan software dan hardware termasuk dukungan dari

pejabat. Ini terkadang menjadi kendala tersendiri. Tapi

alhamdulillah beberapa tahun terakhir Kementerian Agama

Pusat mendorong agar kantor-kantor daerah memanfaatkan

teknologi informasi semaksimal mungkin guna memberikan
pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.””1%

106 Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB
107 Hasil Wawancara dengan Bapak Syaikhul Munib pada 29 Desember 2023 pukul 10.14 WIB
108 Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi pada 16 November 2023 pukul 10.00 WIB
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Terkait kendala ini juga disampaikan oleh Bu Axelda, sebagai berikut.
“kalo untuk perlengkapan aman, tapi kalo untuk produksi besar
kita belum bisa. Kayak waktu ada acaranya pendma yang live
streaming, terus kameranya perlu yang besar, nah itu kita masih
koordinasi sama pihak luar itu madrasah, baik tenaga manusia
juga peralatannya.”1%®
Berdasarkan pernyataan di atas, sarana dan prasarana yang

dimiliki Kementerian Agama Kabupaten Blitar dinilai masih kurang

dalam menunjang proses pengelolaan media sosial. Akan tetapi,
pihaknya menyatakan bahwa telah menjalin kerjasama dengan
beberapa pihak seperti madrasah baik dari segi tenaga manusia maupun
peralatannya.
4) Kurangnya Dukungan dari Berbagai Pihak

Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan akses
informasi publik oleh semua kalangan. Terlebih lagi, frekuensi
penggunaan media sosial juga mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Sehingga, sudah seharusnya masyarakat dapat beradaptasi
dengan kemajuan teknologi yang ada dengan lebih memperhatikan
informasi yang disampaikan oleh instansi pemerintah. Akan tetapi,
faktanya masyarakat masih belum memberikan dukungan dan respon
secara optimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Munib
sebagai berikut.

“tentunya kaitannya dengan infrastruktur atau jaringan. Kita

masih belum terlalu optimal. Followersnya belum banyak. Kita

sebenarnya berharap teman-teman madrasah itu bisa menjadi

follower, tapi pada praktiknya ternyata belum. Kalau dilihat dari

like dan subscribe kita memang harus bekerja keras lagi karna
mungkin belum terlalu banyak. Tapi kalau dilihat dari

109 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 28 Desember 2023 pukul 09.54 WIB
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komunikasi, kami sudah menerapkan prinsip keterbukaan.

Memang nanti  keterlibatan masyarakat perlu  kami

tingkatkan.”1%

Senada dengan pernyataan di atas, Bu Axelda juga
menyampaikan bahwa.

“Kalau komentar ga banyak tapi biasanya ada yang DM,

banyaknya komunikasi lewat DM sih, kalau memang informasi

yang memang sudah ada templatenya ya kita bisa bantu jawab

langsung, tapi kalo untuk secara lebih jauh misalnya tentang

porsi haji dan sebagainya, itu kita arahkan ke seksi haji”'!!

Dengan demikian, pengelolaan media sosial di Kementerian Agama
Kabupaten Blitar dinilai masih kurang mendapat perhatian dan dukungan
publik. Seperti halnya madrasah yang merupakan lembaga yang berada di
bawah naungan instansi ini, mereka belum berpartisipasi penuh dalam
meneruskan informasi kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga
belum membaca dan mengklik informasi sesuai dengan harapan instansi.
Sehingga, sudah seharusnya instansi mencari cara untuk memperbaiki
interaksi dan komunikasi publik.

Melalui pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait kendala
beserta solusi dalam penggunaan media sosial untuk peningkatan kualitas
pelayanan informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar adalah
sebagai berikut:

a. Anggota tim yang masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas,
untuk menangani hal tersebut tim humas sudah merancang program

rekrutmen, seleksi, dan pengembangan skill bagi anggota tim media

110 Hasil Wawancara dengan Bapak Syaikhul Munib pada 29 Desember 2023 pukul 10.14 WIB
111 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 28 Desember 2023 pukul 09.54 WIB
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sosial kedepannya serta membekali pengetahuan terkait komunikasi
dan pengelolaan media sosial melalui pelatihan intensif dan berkualitas.
Sehingga, dapat menjadi evaluasi bagi setiap anggota untuk lebih
maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

b. Sarana dan prasarana yang masih terbatas, untuk menangani hal
tersebut tim media sosial dan pegawai humas melakukan kerjasama
dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak serta melakukan
pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas tim
media sosial.

c. Kurangnya dukungan dari berbagai pihak seperti madrasah-madrasah
di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Blitar, masyarakat
umum, dan stakeholder untuk mengakses informasi yang telah
disampaikan di media sosial instansi. Untuk menangani hal tersebut tim
media sosial bersama humas terus berupaya untuk lebih aktif
berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial dan mengikutsertakan
masyarakat dalam setiap program-program yang dijalankan.

Meskipun demikian, berdasarkan pernyataan beberapa informan
bahwa kendala yang dialami dalam proses publikasi informasi ke media
sosial oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar tidak terlihat siginifikan
dan masih bisa diatasi, sehingga proses komunikasi dan penyebaran

informasi melalui media sosial bisa dinilai telah berjalan dengan baik.

Dampak Pengelolaan Media Sosial untuk Peningkatan Mutu

Pelayanan Informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar
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Kehadiran media sosial di instansi pemerintahan sebagai salah satu
media informasi juga memberikan beberapa dampak terhadap pelayanan
instansi tersebut. Dampak adalah kondisi di mana adanya hubungan timbal
balik atau sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang
dipengaruhi. Dalam pengelolaan media sosial di Kementerian Agama
Kabupaten Blitar memiliki dampak positif terhadap mutu pelayanan
informasi.

Peneliti bertanya, apakah pesan yang disampaikan melalui media
sosial Kementerian Agama Kabupaten Blitar benar-benar sampai ke
masyarakat atau tidak. Bapak Munib selaku Kasubag TU menyampaikan
bahwa selama ini berita atau informasi yang dipublikasikan telah diterima
masyarakat dengan baik terbukti dengan adanya dampak yang cukup baik
terhadap pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

“Benar sudah tersampaikan, paling tidak info-info tentang kegiatan

di Kemenag, good news-nya sudah bisa terus kita sampaikan. Sesuai

dengan instruksi pimpinan, mari kita terus memberikan berita-berita

baik.”1?

Bu Axelda menambahkan, bahwa dampak positif tersebut bisa
dilihat melalui adanya opini, aspirasi, dan permohonan informasi dari
masyarakat melalui akun media sosial Kementerian Agama Kabupaten
Blitar.

“Publik memberikan respon positif, ditandai dengan adanya

dukungan di media sosial. Dampak positif terlihat dari adanya

partisipasi masyarakat berupa opini, aspirasi dan permohonan

informasi yang diberikan melalui media sosial yang dimiliki
Kemenag Kab. Blitar.”!

112 Hasil Wawancara dengan Bapak Syaikhul Munib pada 29 Desember 2023 pukul 10.14 WIB
113 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 28 Desember 2023 pukul 09.54 WIB
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Selain itu, peneliti juga bertanya kepada salah satu pengguna media
sosial yang mengikuti akun Kementerian Agama Kabupaten Blitar terkait
apa media sosial yang diketahui dan diikutinya. Kemudian, bagaimana
tanggapannya terhadap pelayanan informasi melalui media sosial
Kementerian Agama Kabupaten Blitar, seberapa menarik konten tersebut,
dan apakah informasi sudah tersampaikan dengan baik. Menurut Indiyah
Utami, salah satu pengikut media sosial Kementerian Agama Kabupaten
Blitar mengungkapkan bahwa:

“Media sosial kemenag yang saya tahu hanya pedma mbak. Kalau

pendma menurut saya sudah sangat memudahkan lembaga. Kalau

Instagram juga bagus mbak, kontennya juga informatif dan menarik.

Dengan adanya Instagram semua jadi tahu info-info. Tapi,

masyarakat umum masih banyak yang belum punya IG, buka nya

Facebook.”14

Hal ini juga disampaikan oleh Arina lzzatal Ulya selaku operator
madrasah, bahwa pesan yang disampaikan sudah sesuai, mudah dipahami,
dan membantu mengetahui informasi pendidikan terbaru.1*®

“adanya media sosial kemenag dapat membantu saya mengetahui

informasi terkini seputar kemenag dengan cepat dan efisien. Sangat

membatu. Saya rasa sudah cukup sesuai dan dapat saya pahami.”

Peneliti juga melakukan observasi terhadap komentar masyarakat di
kolom ulasan google Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Terhitung sampai 30 Januari 2024, terdapat 20 komentar dan 7 diantaranya

menyampaikan tentang kepuasan mereka terhadap pelayanan di

114 Hasil Wawancara dengan Bu Indiyah Utami pada 26 Januari 2024 pukul 15.28 WIB
115 Hasil Wawancara dengan Bu Arina lIzzatal Ulya pada 26 Januari 2024 pukul 09.54 WIB
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Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Adapun rating yang diberikan
adalah 4,7 yang dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:!®

Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Blitar .
47 (20) | E
Kantor pemerintah di Blitar, Jawa Timur - Tutup

Ringkasan Foto

112 lainnya

Ringkasan ulasan Google ®
47 A
) (20)

5

4

3

2

1

Ulasan

v/ Semua pelayanan 7

Urutkan menurut

+/ Paling relevan Terbaru Tertinggi Terendah

Suginto Ginto .
] Local Guide * 40 ulasan - 28 foto °

setahun lalu

kantor bersih. parkiran luas. ada masjid untuk sholat. dibagian belakang ada
kantin bagi tamu yang ingin makan dan minum. Ada atm BRI. pegawai
depag kabupaten blitar sepenglihatan saya cukup ramah2.

Gambar 4. 18 Ulasan Google Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Selain itu, penulis juga melihat grafik insight media sosial
Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kegiatan ini bertujuan mengamati

media sosial apa yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Sehingga dapat

116 Hasil Observasi Penulis di Kolom Ulasan Google Review Kementerian Agama Kabupaten
Blitar pada 30 Januari 2024 pukul 07.18 WIB
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diketahui bagaimana klarifikasi dan keunggulan yang dimiliki oleh masing-
masing media guna menentukan media publikasi informasi secara tepat.

Berikut adalah hasil insight media sosial Kementerian Agama
Kabupaten Blitar:!

a. Frekuensi kunjungan facebook dan instagram

Kunjungan
Kunjungan Facebook ® Kunjungan Protil Instagram ®

430 + 12053 11.024 1 75

60
400
40

20

o
21Jan 2 Mar 11 Apr21 Mei 30 Jun 9 Agu 18 Sep 28 Okt 7 Des 21Jan 2Mar 11 Apr 21 Mei 30 Jun 9 Agu 18 Sep 28 Okt 7 Des

Gambar 4. 19 Frekuensi Kunjungan Profil Facebook dan Instagram

Berdasarkan hasil insight tersebut menunjukkan bahwa jumlah
pengguna yang mengunjungi profil facebook dan Instagram
Kementerian Agama Kabupaten Blitar mengalami peningkatan selama
tahun 2023. Adapun jumlah kunjungan facebook meningkat sebanyak
120,5% dan Instagram sebanyak 74%.

b. Frekuensi jangkauan facebook dan Instagram

117 Sumber data: Dokumentasi Insight Facebook dan Instagram Kementerian Agama Kabupaten
Blitar tahun 2023
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Jangkauan
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Gambar 4. 20 Frekuensi Jangkauan Facebook dan Instagram

Berdasarkan hasil insight tersebut menunjukkan bahwa jumlah
jangkauan akun facebook dan Instagram Kementerian Agama
Kabupaten Blitar mengalami peningkatan selama tahun 2023. Adapun
jumlah jangkauan facebook meningkat sebanyak 13,7% dan Instagram
sebanyak 2.1%.

¢. Jumlah pengikut facebook dan Instagram

Pengikut Facebook (i) Pengikut Instagram (1)
Usia & jenis kelamin @ Usia & jenis kelamin @

Anda membutuhkan 100 pengikut Halaman untuk melihat data
demografi ini

55-6:

20% I

' I s

g4 25 35-42 4554 5564 65+
[ | uan Lak

Gambar 4. 21 Pemirsa Facebook dan Instagram

Berdasarkan hasil insight tersebut menunjukkan bahwa jumlah
pemirsa akun facebook dan Instagram Kementerian Agama Kabupaten
Blitar mengalami perubahan. Adapun jumlah pengikut facebook

sebanyak 12 pengikut dan Instagram sebanyak 2117 pengikut.



106

Adapun konten Youtube yang paling banyak ditonton yaitu sebanyak 9,7
ribu kali dan paling sedikit ditonton sebanyak 21 kali. Maka dari itu, dapat
disimpulkan bahwa potensi media sosial yang memiliki jangkauan cukup
tinggi saat ini adalah Instagram. Hal tersebut juga dibuktikan dengan
antusiasme publik untuk memberikan respon di akun Instagram
Kementerian Agama Kabupaten Blitar melalui direct message (DM).!8

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Axelda sebagai berikut.
“Kalau komentar ga banyak tapi biasanya ada yang DM,
banyaknya komunikasi lewat DM sih, kalau memang informasi
yang memang sudah ada templatenya ya kita bisa bantu jawab
langsung, tapi kalo untuk secara lebih jauh kita arahkan ke seksi

atau pegawai yang bersangkutan.”!®

Berdasarkan pengamatan penulis, pengelolaan media sosial milik
Kementerian Agama Kabupaten Blitar telah berjalan dengan baik. Hal ini
didukung dengan semakin meningkatnya akses dan partisipasi publik yang
dibuktikan dengan hasil riset sebelumnya. Berikut adalah hasil wawancara
mengenai dampak pengelolaan media sosial untuk peningkatan mutu

pelayanan informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar:'%°
a. Meningkatnya transparansi kebijakan dan program yang dijalankan
oleh instansi yang dapat dilihat melalui beberapa konten media sosial

yang sering meng-upload kegiatan-kegiatan di instansi.

b. Terwujudnya penyampaian informasi berkaitan dengan pendidikan dan

keagamaan yang cepat dan serentak melalui media sosial yang mudah

118 Hasil Observasi Penulis di beberapa akun media sosial Kementerian Agama Kabupaten Blitar
pada 22 Januari 2023

119 Hasil Wawancara dengan Bu Axelda Martha pada 28 Desember 2023 pukul 09.54 WIB

120 Hasil observasi penulis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar pada 28 Desember

2023
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diakses oleh publik secara luas dan tentunya infromasi tersebut adalah
informasi terbaru.

c. Terwujudnya pelayanan informasi pendidikan dan keagaaman yang
efisien sesuai dengan esensi program Kementerian Agama Kabupaten
Blitar dan target sasaran publik yang telah ditentukan yakni masyarakat
umum, warga madrasah, dan para stakeholder lainnya.

d. Terwujudnya sosialisasi dan komunikasi dua arah antara instansi dan
publik yang dapat dilihat melalui saran, masukan, serta pertanyaan
melalui media sosial, seperti pada Direct Message pada Instagram,
WhatssApp Center, e-mail, dan seterusnya.

e. Terwujudnya pelayanan yang cepat dan murah karena saat ini
masyarakat dapat mengakses informasi yang disajikan di mana saja dan
kapan saja.

Adapun secara rinci dampak pengelolaan media sosial tersebut
berorientasi pada indikator mutu pelayanan informasi sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Peningkatan mutu pelayanan informasi sebelum dan sesudah
pengelolaan media sosial

dipublikasikan

template dan caption
secara  resmi, serta
masih berupa foto-foto
saja.

Aspek Sebelum pengelolaan Sesudah pengelolaan
media sosial media sosial
Konten yang | Belum ada penataan | Template dan saption

mengikuti standar yang
ditetapkan oleh
Kementerian Agama RI,
tidak hanya foto tetapi
juga video pendek dan
video di Youtube.

Jumlah  konten

yang
dipublikasikan

Masih  sedikit  dan
terbatas pada kegiatan-
kegiatan yang dilakukan
oleh Kementerian

Selain kegiatan instansi,

juga ada update
informasi, berita, dan
artikel tentang
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Agama Kabupaten | keagamaan dan
Blitar. pendidikan.
Partisipasi Masyarakat Masyarakat kini dapat
masyarakat menyampaikan keluhan, | menyampaikan keluhan,

kritik, dan saran hanya
ketika berada di kantor.

kritik, dan saran di kolom
komentar atau pesan atau
laporan  aduan yang
diakses melalui website
dan media sosial.

Feedback publik
atau masyarakat

Instansi  belum dapat
memperoleh kabar atau
informasi langsung dari
masyarakat secara
maksimal dan hanya
dapat memantau
sebagian kecil dampak
dari pelayanan instansi.

Masyarakat dapat
melaporkan kejadian atau
kabar terbaru melalui
layanan yang tersedia,
juga memberikan
apresiasi  dan  saran
kepada instansi.

Jangkauan
informasi

Belum menjangkau
seluruh masyarakat
karena keterbatasan
jaringan internet dan
kurangnya pengetahuan
tentang media sosial
resmi Kementerian
Agama Kabupaten
Blitar.

Sudah mulai menjangkau
seluruh masyarakat yang
ditandai dengan
meningkatnya pengguna
yang mengakses media
sosial Kementerian
Agama Kabupaten Blitar.

Waktu
pelayanan

proses

Masyarakat hanya dapat
mengajukan
permohonan pelayanan
dan  mendapatkannya
sesuai jam kantor.

Masyarakat dapat
mengajukan permohonan
pelayanan serta
mengakses informasi
pendidikan dan
keagamaan kapan pun
dan di mana pun melalui
website dan media sosial
instansi.

Kecepatan
penyebaran
informasi

masih
melalui
koran,

Informasi
disebarkan
media seperti
radio, dan televisi
sehingga informasi
kurang cepat diterima
oleh masyarakat.

Informasi
dipublikasikan
media  sosial  dapat
menyebar langsung
secara luas ketika konten
di upload dan bisa
diakses oleh siapa saja di
mana saja.

yang
melalui




BAB V

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pengelolaan Media Sosial untuk Peningkatan Mutu
Pelayanan Informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan informasi, Humas
Kementerian Agama Kabupaten Blitar terus berupaya mengoptimalkan
penyebaran informasi melalui media sosial melalui beberapa program. Seperti
yang telah dijelaskan di bab dua, humas memiliki peran penting sebagai
jembatan antara instansi dengan publik guna mengetahui bagaimana kebutuhan
informasi publik dan sebaliknya. Humas juga berperan dalam proses
pengambilan keputusan yang diperoleh dari ide, gagasan, dan saran dari
masyarakat sebagai bahan pertimbangan pemutusan kebijakan instansi.'?!
Melalui dukungan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih,
maka hal tersebut dapat menjadi peluang bagi untuk memberikan pelayanan
informasi yang efektif dan efisien. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan
media sosial sebagai media penyebaran informasi publik.
Perencanaan menjadi langkah awal dalam proses publikasi informasi
ke media sosial. Perencanaan juga dapat menjadi standar pengawasan yang
berisikan apa saja kegiatan yang dilakukan, kapan kegiatan dilakukan, siapa

saja yang terlibat, di mana kegiatan dilakukan, termasuk biaya dan kualitas

121 Ruslan, Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi: Konsep Dan Aplikasi, 11.
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pekerjaan yang dilakukan. Maka, perencanaan perlu disusun sebagai pedoman
untuk mencapai tujuan yang diinginkan.??

Seperti yang dilakukan oleh Humas Kementerian Agama Kabupaten
Blitar, perencanaan pengelolaan media sosial ini berisikan tujuan, kegiatan,
dan program yang akan dijalankan dalam mempublikasikan berita atau
informasi ke media sosial. Adapun tujuan tersebut adalah mewujudkan dan
mensosialisasikan tujuan pembangunan sebagai salah satu tugasnya kepada
masyarakat untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan, serta
menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi keagamaan dan
pendidikan. Masyarakat juga dapat memberikan saran, masukan, atau
pertanyaan sehingga dapat timbul interaksi, komunikasi, dan partisipasi
masyarakat yang dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Perencanaan ini seperti yang telah disebutkan di bab dua pada teori
strategi humas oleh Cutlip dan Center yang terdiri dari empat langkah, yaitu
fact finding, planning, communication, dan evaluation. Fact finding
merupakan kegiatan mengamati atau menganalisis fenomena yang terjadi di
lapangan. Adapun fenomena yang ditemukan yaitu website yang sering
mengalami perbaikan, informasi yang tidak merata di semua media sosial milik
instansi, konten media sosial yang kurang menarik dengan ditandai masih
rendahnya respon masyarakat, anggota tim media sosial yang masih terbatas
baik dari segi kualitas dan kuantitas, serta peralatan atau sarana prasarana yang

masih minim.

122 Fatkhul Mubin, “Perencanaan Dan Manajemen Pendidikan,” Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 4
(2020): 1-17.
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Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, Kementerian Agama
Kabupaten Blitar menyusun strategi perencanaan. Planning atau perencanaan
tersebut antara lain melakukan identifikasi informasi, pemilihan media sosial,
pembentukan tim khusus pengelola media sosial, kerjasama dengan pihak
eksternal, anggaran khusus pengelolaan media sosial, dan membuat peraturan
atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan media sosial untuk
publikasi informasi. Berikut langkah-langkahnya:

1. Identifikasi Informasi

Sebelum melakukan publikasi informasi di media sosial, humas
Kementerian Agama Kabupaten Blitar melakukan identifikasi informasi
yang terdiri dari kegiatan analisis informasi apa saja yang sedang
berkembang dan menjadi kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar konten
yang dipublikasikan  dapat  relevan, akurat, dan  dapat
dipertanggungjawabkan. Konten tersebut tidak hanya berupa berita atau
informasi tetapi juga edukasi kepada masyarakat. Misalnya, informasi
keagamaan, layanan pendidikan, maupun data-data lainnya yang
berhubungan dengan Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Instansi
telah menyajikan informasi tersebut dengan aktif, yaitu informasi yang
disampaikan secara berkala maupun informasi yang wajib disediakan
setiap saat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Christiany Juditha bahwa identifikasi informasi menjadi langkah awal
dan strategi yang tepat untuk mencari kata kunci dari informasi yang

dibutuhkan. ldentifikasi informasi mencakup jenis, karakteristik, dan
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tantangan informasi yang diperoleh sehingga dapat dipahami oleh
publik.!z
2. Pemilihan Media Sosial

Pemilihan media sosial menjadi langkah kedua yang dilakukan
olen Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Pada dasarnya,
penggunaan media sosial dalam penyelenggaraan informasi publik ini
berhubungan erat dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.
Kini, masyarakat mengharapkan pelayanan informasi publik yang cepat,
mudah, dan sederhana. Hal tersebut sejalan dengan kemudahan-
kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital yang dapat
memberikan akses data antara penyedia layanan dengan pengguna secara
efektif dan efisien. Sehingga, media sosial ini dimanfaatkan sebagai
penunjang proses pelayanan informasi publik dengan konsep e-
government.t

Diantara media sosial yang digunakan sebagai media penyebaran
informasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar adalah website,
Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, dan Whatsapp center. Platform
edia sosial tersebut dipilih berdasarkan riset yang diperoleh melalui
insight oleh tim pengelola media sosial. Riset tersebut menunjukkan
bahwa publik lebih banyak mengakses media sosial Instagram. Akan

tetapi, pada perkembangannya, media sosial lainnya juga mulai

123 Christiany Juditha, “Literasi Informasi Melawan Hoaks Bidang Kesehatan Di Komunitas
Online,” Jurnal ILMU KOMUNIKASI 16, no. 1 (2019): 77-90,
https://doi.org/10.24002/jik.v16i1.1857.

124 Bambang Arianto, “Melacak Pelayanan Publik Berbasis Media Sosial Pada Masa Pandemi
Covid-19 Di Provinsi Banten,” JRK (Jurnal Riset Komunikasi) 13, no. 1 (2022): 113,
https://doi.org/10.31506/jrk.v13i1.15788.
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mengalami peningkatan jumlah frekuensi dan jangkauan yang terhitung
selama setahun terakhir. Sehingga, kondisi tersebut menjadi bukti nyata
adanya kreatifitas dan inovasi Kementerian Agama Kabupaten Blitar
dalam meningkatkan interaksi dan komunikasi publik.

Penetapan akun media sosial resmi menjadi tanggungjawab
sepenuhnya bagi instansi yang bersangkutan. Hal ini dilakukan guna
mencegah munculnya akun-akun yang mengatasnamakan instansi dan
ikut menyebarkan berita hoaks atau segala informasi yang bertentangan
dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga, masyarakat dapat
mengetahui dengan benar mana akun resmi milik instansi dan dapat
dipastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar valid. Inilah
resiko yang ditanggung ketika media sosial dimanfaatkan oleh instansi
pemerintah, maka perlu dikelola dengan bijak menggunakan strategi
manajemen resiko yang tepat.*?®

3. Membentuk Tim Pengelola Media Sosial

Langkah ketiga yaitu membentuk tim khusus pengelola media
sosial yang terdiri dari pegawai humas dibantu wakil kepala humas setiap
madrasah se-Kabupaten Blitar, dan perwakilan setiap ruangan atau satuan
kerja (satker). Tugas tim adalah melakukan update informasi; mengelola
menu, konten, desain; mengelola user website dan media sosial. Hal ini
sejalan dengan penelitian Sudirman, dkk bahwa pembentukan tim atau

kelompok khusus tidak hanya bertugas mengelola tetapi juga memelihara

125 Andhini Hastrida, “Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah : Manfaat Dan Risiko,” Jurnal
Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik 25, no. 2 (2021): 149-65,
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33299/jpkop.25.2.3920.
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agar media yang digunakan dapat berfungsi dengan baik. Utamanya, tim
bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola konten dari masyarakat ke
instansi. Sehingga, dapat membantu pengelolaan media sosial dengan
baik dan maksimal dalam menyebarkan informasi kepada publik.!?®

Dalam rangka meningkatkan kualitas anggota tim, maka ada
beberapa program yang dilakukan oleh Humas Kementerian Agama
Kabupaten Blitar, yaitu rekrutmen, seleksi, dan pengembangan skill.
Tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah untuk memperoleh
sumber daya manusia atau personil yang ahli dan profesional bekerja di
bidang komunikasi, publikasi informasi, dan pengelolaan media sosial.

Program manajemen sumber daya manusia seperti yang telah
disebutkan di atas menjadi salah satu faktor keberhasilan instansi dalam
memaksimalkan Kkinerja anggotanya sehingga dapat memberikan hasil
seoptimal mungkin. Sebab, sumber daya manusia merupakan faktor
produksi yang menempati komponen penting dalam organisasi yang
harus diperhatikan serius agar tercapai tujuan yang diharapkan. Maka dari
itu, pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting, salah satunya
melalui rekrutmen dan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan
instansi.!’

4. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

126 gudirman Sudirman, Arief Fauzan, and Rezki Amalia Wahyuni Mustakim, “Pembuatan
Website Sebagai Media Pencitraan Dan Promosi INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK,” limu
Komputer Untuk Masyarakat 4, no. 1 (2023): 1-8.

127 Erlina Yuliyati, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Total Quality Management
Di Smk Muhammadiyah Prambanan,” AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 1
(2020): 24-35, https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.967.
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Kementerian Agama Kabupaten Blitar membangun kerjasama
dengan beberapa media, seperti saluran radio, televisi, dan penggiat media
sosial. Selain itu, juga bekerjasama dengan stakeholder, tokoh agama,
tokoh lintas agama, majelis keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.
Tujuan utama dari kerjasama tersebut adalah untuk memudahkan instansi
dalam mengidentifikasi informasi dan mempublikasikan konten yang
bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Sejalan dengan pernyataan Al Idrus bahwa kerjasama dibangun
sebagai upaya untuk memenuhi keinginan pihak lain dengan
menempatkan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri
(instansi).1?8 Dengan kata lain, kerjasama dan koordinasi yang dibangun
tersebut membuat informasi yang disampaikan dapat dijangkau semakin
luas lagi karena memungkinkan adanya sharing information. Inilah yang
dapat mendorong keberhasilan instansi dalam menyelenggarakan
pelayanan publik sebab adanya sikap saling pengertian dan kepercayaan
terhadap publik.

5. Membuat Peraturan atau SOP

Standar Operasional Prosedur atau SOP pada umumnya
mencakup aturan-aturan mengenai penggunaan media sosial untuk
penyebaran informasi. Kementerian Agama Kabupaten Blitar telah
menetapkan SOP tersebut yang meliputi indikator informasi dan data

yang akan diolah; prinsip dan etika penggunaan media sosial; serta hal-

1225 A.J. Al Idrus, “Model Strategi Kemitraan Pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Di
MAN 2 Mataram).,” Palapa: Jurnal Studi Keislaman Dan IImu Pendidikan 5, no. 2 (2017): 25.
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hal yang harus diperhatikan dalam publikasi konten ke media sosial. SOP
dibutuhkan instansi untuk memudahkan anggota dalam memahami
struktur, alur tugas, dan tanggungjawab pekerjaan masing-masing. Selain
itu, SOP juga menjadi bahan identifikasi bagi pimpinan dalam
mengevaluasi apa saja hal yang perlu diperbaiki ke depannya.!?®

Pertama, indikator informasi yang akan dipublikasikan adalah
informasi yang akurat, bermanfaat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai
keagamaan serta prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hal
ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 6 yang disebutkan di bab dua,
bahwa setiap orang harus menyeleksi informasi yang akan disampaikan
kepada orang lain. Maka dari itu, humas dan tim media sosial selaku pihak
pemberi informasi harus memastikan bahwa informasi tersebut telah
sesuai standar dan peraturan perundang-undangan. Kedua, prinsip dan
etika penggunaan media sosial juga penting untuk diterapkan oleh praktisi
humas dan tim media sosial.

Sejalan dengan penelitian oleh Nikolas, pihak pengelola media
sosial harus bisa menjaga tanggungjawab baik dari segi sikap, perilaku,
maupun kebijakan yang diambil terhadap penyelenggaraan pelayanan
informasi yang dilaksanakan. Termasuk dalam hal ini yaitu menjaga
kualitas konten yang dipublikasikan, melakukan Klarifikasi secara

langsung ketika ditemukan kesalahan, dan responsif dalam menanggapi

129 Nikolaus Chrismas Ananda Pratama and Sony Hartono, “Tinjuan Prosedur Operasional Media
Sosial Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Edukasi Perpajakan,” JURNAL PAJAK
INDONESIA (Indonesian Tax Review) 6, no. 2S (2022): 472-87,
https://doi.org/10.31092/jpi.v6i25.1856.
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berita hoaks atau respon negatif dengan unggahan yang sesuai dan tepat.
Melalui strategi ini dapat meningkatkan dukungan, partisipasi, dan
kepercayaan masyarakat terhadap instansi.**°
Berdasarkan paparan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara
keseluruhan kegiatan perencanaan pengelolan media sosial oleh Kementerian
Agama Kabupaten Blitar sudah dipersiapkan dengan baik dan dikelola oleh tim
khusus yang telah dibentuk sebelumnya. Menurut penulis, langkah yang
dilakukan oleh humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar ini merupakan
langkah yang baik dan perlu dilakukan secara konsisten agar kedepannya

pelayanan informasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Media Sosial untuk Peningkatan Mutu
Pelayanan Informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar
Pelaksanaan merupakan tahapan implementasi program dan kegiatan
yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan teori strategi humas oleh
Cutlip dan Center yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tahap selanjutnya
setelah perencanaan adalah communicating, yaitu mengkomunikasikan
program dan kegiatan kepada seluruh anggota yang terlibat dalam proses
publikasi informasi guna dilakukan eksekusi atas strategi yang telah
direncanakan.
Sesuai dengan konsep tersebut, tim pengelola media sosial bersama
humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar melaksanakan beberapa

kegiatan. Pertama, mengumpulkan dan mengolah data atau informasi bersama

130 pratama and Hartono.
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penyuluh agama, menyaring draft berita sesuai permohonan informasi,
pengaduan masyarakat, dan fokus berdasarkan tujuh program prioritas
Kementerian Agama. Setelah data yang dikumpulkan siap, tim bersama
penyuluh agama melakukan pengkajian ulang. Informasi yang telah sesuai
standar akan disampaikan kepada atasan untuk mendapatkan persetujuan dan
selanjutnya segera di-upload ke media sosial.

Sejalan dengan penelitian Wahyuddin bahwa berita atau informasi yang
ingin di upload di web harus diteliti terlebih dahulu, untuk mempertimbangkan
seberapa akurat atau layak informasi tersebut. Segala bentuk informasi yang
telah di-update adalah berdasarkan persetujuan dari humas dan kepala kantor.
Selain itu ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan berita
baik dari sisi reportase, proses editorial, etika jurnalistik, dan penyajian isi
berita yang mengandung 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, + How),
ringkas, padat, jelas, mudah dipahami, dan logis.**

Kedua, memetakan target atau sasaran publik dan media yang
digunakan. Adapun target sasaran publik Kementerian Agama Kabupaten
Blitar adalah masyarakat umum, warga madrasah, dan instansi terkait.
Sedangkan, media resmi (official) yang digunakan yaitu website, youtube,
Instagram, facebook, tiktok, dan whatsapp center. Tim media sosial telah
melakukan riset melalui insight sehingga dapat mengetahui media mana yang

sering diakses masyarakat dan siapa saja yang mengakses.

131

H Wahyuddin, “Strategi Humas Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Dalam

Penyebarluasan Informasi Melalui Media Online,” 2016, 85.
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Insight merupakan salah satu media analisis yang memudahkan
penentuan target yang sesuai dengan sasaran instansi, diantaranya menentukan
jadwal posting konten ke media sosial, menentukan isi konten yang sesuai,
menarik, mengikuti tren masyarakat, dan penggunaan caption atau tanda pagar
(hastag). Secara umum, tujuan dari adanya analisis media sosial ini adalah
memperoleh wawasan melalui kegiatan identifikasi pola, struktur, dan tren dari
data-data yang dikumpulkan dari berbagai platform media sosial. Sehingga,
dapat membantu instansi dalam memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan
oleh pengguna media sosial atau masyarakat.**?

Ketiga, produksi media sosial. Tahap produksi berita atau konten ke
media sosial dilakukan oleh redaktur dan editor tim media sosial. Editor
memastikan bahwa informasi yang telah disajikan dalam bentuk tulisan,
gambar, maupun video ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama
Kabupaten Blitar. Adapun web developer bertugas mendesain konten berita
tersebut agar menampilkan informasi yang menarik.

Proses produksi konten yang dikelola dengan baik harus
memperhatikan beberapa indikator. Pertama, bagaimana seseorang memaknai
konten yang dibagikan dari aspek pemilihan, penggunaan, dan manfaat dari
konten media sosial tersebut. Kedua, sumber informasi yang diterima itu akurat
dan terpercaya sehingga mendorong seseorang mau berbagi informasi yang
bermanfaat kepada dirinya. Ketiga, nada penyampaian informasi yang

bergantung pada penyajian konten oleh komunikator yang dapat menimbulkan

132 Muhamad Fitra Alfajri, Viranda Adhiazni, and Qurrotul Aini, “Pemanfaatan Social Media
Analytics Pada Instagram Dalam Peningkatan,” Interaksi: Jurnal llmu Komunikasi 8, no. 1 (2019):
34, https://doi.org/10.14710/interaksi.8.1.34-42.
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kesan positif, netral, atau negatif serta minat seseorang untuk menggunakan
media sosial tersebut. Keempat, konten yang disajikan menarik misalnya
podcast berita, wawancara dengan pakar atau narasumber, atau berita yang
memuat edukasi kepada khalayak.'*3

Keempat, evaluasi publikasi informasi media sosial. Evaluasi
merupakan strategi terakhir yang dilakukan dalam teori strategi humas oleh
Cutlip dan Center. Evaluasi yang dilakukan oleh tim Kementerian Agama
Kabupaten Blitar ini didasarkan pada tujuan, visi, dan misi organisasi, apakah
program dan kegiatan yang dilakukan telah sesuai atau tidak. Kegiatan tersebut
telah berjalan lancar yang dibuktikan dengan tidak adanya komplain baik di
web, media sosial, maupun pihak yang datang langsung ke kantor terkait
pelayanan informasi yang telah diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa
pelayanan informasi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

Meskipun demikian, rapat koordinasi dan evaluasi tidak dilakukan
secara rutin dan hanya dilakukan sewaktu-waktu (insidentil). Berbeda dengan
penelitian yang dilaksanakan oleh Yusuf Asidik bahwa rapat koordinasi dan
evaluasi biasanya diadakan setiap tiga bulan dan setiap akhir tahun guna
meminimalisir keluhan atau masalah dari staf humas atau satker admin website.
Kemudian, membentuk laporan dalam bentuk formulir evaluasi awal satker

guna menilai kinerja yang telah dilakukan. Laporan ini juga berfungsi sebagai

133 Mochamad Maulana Ibrahim and Rahmat Edi Irawan, “Pengaruh Konten Media Sosial
Terhadap Sumber Informasi Pandemi Covid-19,” Representamen 7, no. 02 (2021),
https://doi.org/10.30996/representamen.v7i02.5727.
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pertimbangan penyusunan strategi atau rencana yang baru ketika hasil yang
didapatkan tidak sesuai dengan tujuan.*®*

Pelaksanaan pengelolaan media sosial di Kementerian Agama
Kabupaten Blitar dinilai telah sesuai prosedur publikasi informasi. Akan tetapi,
diperlukan penyempurnaan dalam proses produksi berita atau informasi yaitu
dengan memaksimalkan kinerja satker admin untuk menulis berita sesuai
standar pusat. Sehingga dapat meringankan tugas editor untuk menyunting
draft berita yang telah dikirimkan oleh setiap satker. Mengingat bahwa selama
ini pihak yang mengikuti diklat kehumasan baik dari wilayah maupun pusat
adalah pegawai humas saja. Untuk itu, pihak Kementerian Agama Kabupaten
Blitar hendaknya mengadakan workshop atau pelatihan penulisan berita,
pendokumentasian kegiatan, dan administrasi yang berkaitan dengan media
sosial dan website. Melalui workshop tersebut dapat menjadi salah satu cara
meningkatkan kinerja para admin satker.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudirman bahwa
langkah tersebut telah dilakukan di Desa Kamiri dimana pelatihan teknologi
informasi dapat meningkatkan literasi digital dan keterampilan dalam
penggunaan teknologi. Kegiatan tersebut didukung dengan adanya kelompok
belajar yang berfokus pada pembelajaran teknologi informasi dengan metode

partisipatif. Keterlibatan seluruh anggota kelompok menjadikan mereka lebih

134 yusuf Asidik Nugroho, “Strategi Kasubag Humas Dalam Meningkatkan Kinerja Admin
Website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan” (Universitas Islam Negeri Raden
Fatah, 2017).
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kompeten dalam mengelola media website sebagai media pencitraan dan

promosi desa tersebut.!3

. Dampak Pengelolaan Media Sosial untuk Peningkatan Mutu Pelayanan
Informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Kegiatan pengelolaan media sosial sebagai media penyebaran
informasi memiliki tujuan tertentu yang diharapkan dapat memberikan dampak
positif terhadap keberlangsungan pelayanan informasi dan komunikasi publik.
Adapun ukuran keberhasilan dari pemanfaatan media sosial ini adalah
terjadinya timbal balik antara pemerintah dan masyarakat yang kuat. Tentunya,
pemerintah menginginkan adanya partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya
pemerintahan seperti mendorong penegakan hukum, pelaksanaan demokrasi,
pemberantasan korupsi, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu,
pelayanan publik dapat menghemat biaya sehingga memungkinkan masyarakat
untuk menerima informasi secara cepat, mudah, transparan, dan layanan
administrasi yang efisien.*%

Adapun dampak utama yang dapat dirasakan dengan adanya media
sosial sebagai media penyebaran informasi di Kementerian Agama Kabupaten
Blitar adalah tersampaikannya informasi atau berita seputar keagamaan,

pendidikan, ibadah, dan seterusnya, secara cepat, mudah, dan murah. Hal ini

185 Syudirman, Fauzan, and Amalia Wahyuni Mustakim, “Pembuatan Website Sebagai Media
Pencitraan Dan Promosi INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK.”

136 Frando Christo Wulur and Dety Mulyanti, “Analisis Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial
Dalam Penyebaran Layanan Informasi Publik Di Pemerintah,” Manabis (Jurnal Manajemen
Bisnis) 2, no. 1 (2023): 37-45, https://journal.yp3a.org/index.php/manabis.
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mendorong pelaksanaan transparansi kinerja instansi dalam memenubhi
kebutuhan informasi masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat dapat memberikan
saran, kritik, dan partisipasi dalam setiap program yang sedang maupun akan
dijalankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Meskipun dinilai cukup memberikan dampak signifikan pada
pelayanan publik instansi, akan tetapi tetap ada resiko dan kendala yang perlu
menjadi koreksi kedepannya. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Blitar
harus lebih meningkatkan interaksi dan komunikasi melalui media sosial yang
telah aktif berjalan saat ini. Sehingga, dapat mendorong terwujudnya
komunikasi dua arah, sebab seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa
meskipun tidak ada yang mengajukan komplain tetapi masyarakat kurang
memberikan respon atau komentar sesuai harapan instansi. Hal ini mungkin
bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap media sosial
Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, inovasi dan kreatifitas
dalam mengelola konten informasi yang akan dipublikasikan ini harus dikelola
dengan memperhatikan hal-hal yang dapat menarik perhatian masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Sukma bahwa
Humas Kementerian Agama Republik Indonesia memproduksi konten yang
berbeda dari media sosial lainnya, yaitu “Komik Digital Kemenag” melalui
akun Youtube-nya. Konten tersebut berisikan video animasi dengan tema
toleransi beragama. Kemudian, meng-upload video satu pekan berisikan

kebijakan Menteri Agama dalam urusan keagamaan maupun rapat kerjasama
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dengan beberapa pihak. Video satu pekan ini diposting setiap minggunya di
reels Instagram.®’

Kegiatan di atas dapat menjadi masukan kepada Kementerian Agama
Kabupaten Blitar untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan
produksi konten guna memberikan pelayanan yang bermanfaat, cepat, dan
tanggap. Konten tersebut dapat dikemas lebih menarik, ringan, dan sederhana,
khususnya kepada generasi milenial saat ini yang sering mengakses media
sosial. Menurut peneliti, hal tersebut dapat tercapai dengan meningkatkan
kemampuan dan pengetahuan dalam memberi informasi terkait pelayanan
publik pada media sosial.

Penggunaan media sosial instansi pemerintah selain  untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga harus dapat memberdayakan
masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan informasi yang dapat
diakses langsung. Dalam hal ini dibutuhkan profesionalitas dari pegawai
berupa kemampuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan tanggungjawab yang
mencerminkan  loyalitas, inovasi, produktivitas, serta kreatifitas.
Profesionalitas dapat terwujud jika didukung adanya kesesuaian antara tingkat
pengetahuan dan latar belakang pendidikan dengan tugas dan tanggungjawab
yang diemban. Selain itu, instansi perlu membina hubungan baik dengan

masyarakat melalui program-program berkelanjutan dan sikap tanggap atas

187 Nabila Sukma Ayuni, “Strategi Biro Humas Kementerian Agama RI Dalam Meningkatkan
Keterbukaan Informasi Publik” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).
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permohonan layanan atau aduan sehingga pengguna media sosial merasakan

kedekatan atau keterlibatan dengan instansi yang bersangkutan.*®

138 Zakiatul Zahara and Januar Eko Aryansah, “Media Sosial Dan Pelayanan Publik: Pengaruh
Adopsi Dan Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas
Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan,” Administratio: Jurnal llmiah Administrasi Publik Dan
Pembangunan 14, no. 1 (2023): 63-82, https://doi.org/10.23960/administratio.v14i1.352.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi dan hasil penelitian sebelumnya, maka
kesimpulan yang dapat diperoleh dari Strategi Pengelolaan Media Sosial untuk
Meningkatkan Mutu Pelayanan Informasi di Kementerian Agama Kabupaten

Blitar adalah:

1. Perencanaan pengelolaan media sosial untuk peningkatan mutu
pelayanan informasi yang dilakukan oleh Humas Kementerian Agama
Kabupaten Blitar dengan menerapkan beberapa langkah atau tahapan,
yaitu (a) melakukan identifikasi informasi, (b) pemilihan media sosial,
pembentukan tim khusus pengelola media sosial, (c) kerjasama dengan
pihak eksternal, (d) anggaran khusus pengelolaan media sosial, dan (e)
membuat peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait
pemanfaatan media sosial untuk publikasi informasi kepada masyarakat.
Langkah ini dinilai sejalan dengan instruksi Kementerian Agama
Republik Indonesia dan penerapan teori strategi humas oleh Cutlip dan
Center yaitu fact finding dan planning serta dapat digunakan untuk
meningkatkan mutu pelayanan informasi melalui media sosial
Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

2. Pelaksanaan pengelolaan media sosial untuk peningkatan mutu
pelayanan informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar terdiri dari
proses koordinasi dan komunikasi mengenai pelaksanaan tugas publikasi

informasi atau berita kepada seluruh anggota tim pengelola media sosial.
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Diantara langkah pelaksanaan tersebut yaitu (a) pengolahan data menjadi
informasi atau berita yang sesuai standar, (b) pemetaan media dan target
sasaran publik, (c) produksi konten ke media sosial, dan (d) evaluasi
publikasi informasi media sosial. Langkah-langkah tersebut dinilai
cukup berhasil yang dapat dilihat melalui konsistensi tim untuk
mengelola konten pada media sosial Kementerian Agama Kabupaten
Blitar. Akan tetapi, masih kurang berjalan maksimal karena beberapa
kendala, diantaranya terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, sarana
prasarana, dan dukungan publik. Selain itu, masyarakat masih belum
sepenuhnya mengetahui keberadaan media sosial Kementerian Agama
Kabupaten Blitar dan hanya mengikuti salah satu media sosial atau
sebagian saja. Meskipun demikian, kendala yang dihadapi masih dapat
diatasi dengan baik.

3. Dampak pengelolaan media sosial untuk peningkatan mutu pelayanan
informasi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar sudah dapat
dirasakan oleh publik, yaitu masyarakat umum, warga madrasah, dan
instansi terkait. Diantara dampak tersebut yaitu terwujudnya pelayanan
informasi keagamaan dan pendidikan yang transparan, terpercaya,
mudah, murah, cepat, tanggap, efisien, dan efektif. Hal ini didukung
dengan tidak adanya masalah yang signifikan. Kementerian Agama terus
menjalankan tugasnya dalam melakukan penyebaran informasi melalui

media sosial secara rutin.

B. Saran
Penelitian tentang strategi pengelolaan media sosial untuk

meningkatkan mutu pelayanan informasi di Kementerian Agama Kabupaten
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Blitar telah dilaksanakan dengan lancar. Terdapat beberapa saran yang ingin

disampaikan peneliti, sebagai berikut:

1.

Kepada pihak Kementerian Agama Kabupaten Blitar tetap menjaga
konsistensi untuk melaksanakan penyebaran informasi melalui media
sosial, terutama pada media sosial yang masih kurang aktif seperti
Youtube dan Facebook untuk menarik penonton agar tidak berpindah ke
channel lain.

Kepada pihak Kementerian Agama Kabupaten Blitar untuk
melaksanakan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui seberapa
puas masyarakat terhadap pelayanan informasi dan dapat menjadi
evaluasi menuju lebih baik.

Kepada pihak humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar untuk
meningkatkan kemampuan pengelolaan media sosial dengan melakukan
pelatihan atau workshop sehingga dapat memaksimalkan kinerja tim
dalam mempublikasikan konten yang variatif dan menarik.

Kepada pihak humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar untuk
melakukan sosialisasi media sosial resmi instansi agar masyarakat
mengetahui adanya kemudahan pelayanan informasi yang diberikan oleh
Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai
acuan untuk penelitian lain yang berhubungan dengan hubungan
masyarakat berbasis digital serta penggunaan media sosial bagi instansi

pemerintah.
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Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Baharuddin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Dokumentasi Wawancara dengan Kasubag TU
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Dokumentasi wawancara dengan Kasi Humas melalui WhatsApp
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Transkrip Wawancara
1. Transkrip wawancara dengan Kasubag TU

Nama : Drs. Syaikhul Munib, M.Ag
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Blitar

Hari/ Tanggal : 29 Desember 2023
Waktu :10.14 - 10.21 WIB
Tempat : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar,

JI. Ahmad Yani No0.103, Sananwetan, Kec.
Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137

No Peneliti Informan

1. | Bagaimana SOP atau |Jadi, untuk media sosial yang kita
peraturan pengelolaan | kembangkan di sini, memang secara umum
media sosial di | dipegang pelaksana dari humas, mereka
Kementerian Agama | punya tim yang bisa membantu kinerja untuk
Kabupaten Blitar untuk | operasional itu, kita ada grup waka humas
meningkatkan mutu | madrasah-madrasah negeri se-Kabupaten
pelayanan informasi? Blitar yang bisa back-up berita, materi,

konten dari tim medsos. Kita sendiri
menyediakan materi dengan misalkan
masing-masing ruangan ada kegiatan untuk
selalu berkoordinasi dengan tim medsos,
yaitu mbak Axel. Mbak Axel sendiri sebagai
coordinator yang bertugas mengupload
berita secepatnya, sehingga tidak terjadi
berita yang terlalu lama atau ga update.

2. | Apakah ada perencanaan | Kita hari ini berfikiran untuk mengadakan
program pembentukan tim | personil yang memang khusus punya
media sosial? keahlian atau konsen di bidang itu saja. Jadi
tidak terpengaruh pekerjaan lain, yang
khusus pegang medsos. Nah ini kita coba
analisis untuk cari personil tersebut.

3. | Apakah ada kegiatan yang | Secara standar ada pelatihan tentang
dapat menunjang atau | kehumasan, medsos kan bagian dari humas,
meningkatkan kualitas | dan humas sendiri ada pelatihannya secara

SDM tim media sosial? berjenjang yang dilaksanakan di tingkat
wilayah maupun tingkat pusat.

4. | Apakah Kementerian | Kemarin ada yang nawarin itu pihak Radar

Agama Kabupaten | Blitar, tetapi kita belum tindaklanjuti.

menjalin kerjasama | Mungkin suatu saat kita akan kerjasama

dengan pihak luar? dengan media yang sudah berjalan atau
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mungkin dengan youtuber, atau teman
penyuluh lain, atau praktisi pelaku medsos.

Apakah

terkait pengelolaan media

ada anggaran

sosial untuk pelayanan

informasi?

Secara spesifik kalo ngomong anggaran itu
tidak ada, tapi mungkin kalo secara teknis
anggaran ini bersumber dari anggaran negara
dan bisa dari anggaran mandiri. Mungkin
Kita bisa melakukan kegiatan melalui dana
non budgeter tadi.

Bagaimana evaluasi yang
dilakukan dalam
pengelolaan media sosial?

Jadi, kalau secara rutin dalam konteks
kehumasan saja yang dilakukan dalam
pertemuan sekjen. Tapi secara insidentil kita
adakan. Kaitannya dengan berita baru,
masukan layout untuk tata letak media sosial,
nambah space, itu kita lakukan.

Apa saja kendala yang
dihadapi dalam
pengelolaan media sosial
baik dari internal maupun
eksternal?

Kendala pasti ada, jadi secara internal, kita
memang kekurangan SDM, jumlah Kkita
masih terbatas. Kedua, tentunya kaitannya
dengan infrastruktur atau jaringan. Kita
masih  belum terlalu optimal. Ketiga,
followersnya belum banyak. Kita sebenarnya
berharap teman-teman madrasah itu bisa
menjadi follower, tapi pada praktiknya
ternyata belum.

Kalau secara eksternal, berita-berita yang
disajikan di institusi pemerintah kan tidak
menarik memang, kan lebih menarik berita-
berita yang berkaitan dengan sesuatu yang
lebih fenomenal. Kalau bicara budaya
mungkin orang kurang tertarik pada media
sosial dengan materi agama, tetapi ini bukan
sebuah hambatan, tetap kita memegang
prinsip keterbukaan.

Apakah masyarakat
memberikan  tanggapan
baik  positif  maupun
negatif terhadap
penggunaan media sosial
dalam penyebaran

informasi publik?

Kalau dilihat dari like dan subscribe kita
memang harus bekerja keras lagi karna
mungkin belum terlalu banyak. Tapi kalau
dilihat dari komunikasi, kami sudah
menerapkan prinsip keterbukaan. Memang
nanti keterlibatan masyarakat perlu kami
tingkatkan.

Apakah penggunaan media
sosial ini sudah membantu
penyebaran informasi
untuk pelayanan di kantor?

lya, benar sudah tersampaikan, paling tidak
info-info tentang kegiatan di Kemenag, good
news-nya sudah bisa terus kita sampaikan.
Sesuai dengan instruksi pimpinan, mari Kita
terus memberikan berita-berita baik.

2. Transkrip Wawancara dengan Kasi Humas



139

Nama : Jamil Mashadi
Jabatan : Kepala Seksi Humas Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar
Hari/ Tanggal : 16 November 2023
Waktu :09.11 - 10.23 WIB
Tempat : Melalui aplikasi WhatsApp
No Peneliti Informan
1. | Apa tujuan utama penyebaran | Secara umum tujuan pemberian

informasi  publik Kementerian
Agama Kabupaten Blitar?

informasi kepada masyarakat ini
adalah dalam rangka memenuhi salah
satu  tugas pemerintah  yaitu
pelayanan pembinaan dan
perlindungan kepada masyarakat
khusus terkait informasi. Maka,
tujuan yang pertama adalah dalam
rangka menjamin terpenuhinya hak
masyarakat ~ untuk  memperoleh
informasi. Kita harapkan masyarakat
mengetahui program dan kegiatan
apa saja yang akan, sudah, dan
sedang dilaksanakan Kementerian
Agama. Kita juga ingin ini menjadi
media untuk mencerdaskan bangsa,
tentu tidak hanya news atau berita
tetapi juga ilmu, misalnya tentang
kajian agama, strategi pendidikan,
aturan pendidikan, dan hal lainnya.

Bagaimana teknik atau strategi
komunikasi yang digunakan untuk
mencapai tujuan tersebut?

Ada beberapa strategi komunikasi
yang kami gunakan. Kami berusaha
untuk aktif membuat konten dan
memberi informasi apapun yang
sekiranya diberikan  pemerintah
termasuk juga dengan pelayanan haji,

bagaimana peningkatan kualitas
pelayanan haji, pencatatan
pernikahan,  kualitas  beragama,

harmonisasi beragama, pendidikan
formal dan non formal. Selain itu,
menjalin kerjasama dengan teman
media lain, baik media cetak maupun
elektronik  termasuk radio dan
televisi, kita juga aktif bersama para
penggiat media sosial  untuk
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bagaimana membuat konten yang
bermanfaat untuk ummat bukan
sekedar trending tapi kita mendorong
konten vyang kita publish ini
membawa maslahat.

Bagaimana Kementerian Agama
Kabupaten Blitar mengidentifikasi
informasi  yang  dibutuhkan
publik?

Karena selama ini kita berinteraksi
dengan masyarakat setiap hari, maka
sedikit banyak mengetahui informasi
apa saja  yang dibutuhkan
masyarakat. Selain melihat intensitas
masyarakat yang datang ke kantor,
kita juga mencermati informasi di
media sosial, apa topik yang sedang
tren, itu Kita penetrasi ke dalam agar
masyarakat memperoleh informasi
yang akurat. Tentu selain itu kita juga
membangun komunikasi silaturahim
dengan  stakeholder,  pemimpin
agama, majelis keagamaan, tokoh
masyarakat, pimpinan lintas agama,
agar Kkita memperoleh gambaran
tentang hal-hal yang sekiranya
dibutuhkan masyarakat, bukan hanya
informasi tetapi juga program yang
dibutuhkan masyarakat.

Kita melibatkan tim yang ada
meskipun terbatas, karena dengan
pertimbangan dari teman-teman ini
informasi nantinya dapat lebih akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu kita secara periodic juga
melakukan pemantauan dan evaluasi
seberapa efektif dan efisien media
yang kita berikan.

Hari ini informasi yang tinggi dan
banyak diakses itu tentang pelayanan
haji, pembangunan tempat ibadah,
dan pendidikan, misalnya kelulusan,
kurikulum  merdeka, perubahan
kebijakan pemerintah dan banyak
sekali.

Media apa yang digunakan
Kementerian Agama Kabupaten
Blitar dan bagaimana publik
mengakses media tersebut?

Ada beberapa media yang Kita
gunakan, selain media komunikasi
konvesional seperti silaturahim, tatap
muka, berinteraksi melalui telepon,
menggunakan WA dan media-media
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yang ada. secara khusus Kementerian
Agama memiliki beberapa web yang
bisa diakses masyarakat, baik itu
yang dikelola oleh Kementerian
Agama maupun oleh teman-teman di
masing-masing seksi. Yang pertama,
blitar.kemenag.go.id. Selain itu juga
ada nomer WA dan IG. Juga Contact
Person untuk langsung berinteraksi
dengan Kementerian Agama

Apa saja yang harus diperhatikan
dalam pembuatan konten media
sosial?

Informasi yang kita sampaikan harus
credibel, akurat, berimbang,
obyektif. Kita harus mengedepankan
integritas atau kejujuran. Karna
menyangkut pelayanan publik, maka
kita harus professional. Kita harus
responsive atau tanggap atas reaksi
yang diberikan masyarakat. Yang
penting lagi adalah konstruktif,
segala sesuatu harus bersanad karena
berkaitan dengan pelayanan
keagamaan. Harus beretika, menjaga
marwah instansi, tentu karena
kaitannya  dengan  kepercayaan
publik jangan sampai sembrono,
nanti menjadikan kepercayaan publik
kepada intansi itu  berkurang.
Termasuk konten itu tidak boleh
bertentangan  dengan  peraturan
Undang-undang yang berlaku.

Bagaimana alur publikasi konten

media sosial?

Kita sudah membuat prosedur atau
SOP sedemikian rupa sehingga
informasi yang akan kita publish
benar-benar sudah ter-filter dan ter-
konfirmasi. Petugas informasi di
depan itu menyerahkan informasi
kepada tim untuk kemudian Kkita
evaluasi, berdasarkan kaidah dan hal-
hal yang apakah informasi ini bisa
dipertanggungajwabankan dan
membawa maslahat, dan seterusnya.
Ini kita bahas secara khusus,
kemudian ada titik temu, kemudian
kita sepakati, tentu ada perubahan
berdasarkan dari saran dan masukan
dari teman-teman ahli di bidang
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keagamaan karena  menyangkut
informasi keagamaan. Selanjutnya,
setelah semua terverifikasi Kita
sampaikan ke pejabat berwenang
informasi yang sudah kita susun nanti
kita publish melalui website maupun
media yang lain.

Apa Kkendala yang dirasakan
Humas Kementerian  Agama
Kabupaten Blitar dalam
memberikan pelayanan informasi?

Karena Kementerian Agama tidak
cukup memiliki SDM yang berkaitan
dengan  penguatan  komunikasi
publik, kami di Kementerian Agama
harus mampu mengefektifkan SDM
yang ada, baik manusia maupun
lainnya, Ketersediaan software dan
hardware termasuk dukungan dari
pejabat. Ini terkadang menjadi
kendala tersendiri. Tapi
alhamdulillah  beberapa  tahun
terakhir Kementerian Agama Pusat
mendorong  agar  kantor-kantor
daerah memanfaatkan teknologi
informasi semaksimal mungkin guna
memberikan pelayanan yang terbaik
untuk masyarakat.

Bagaimana evaluasi pelaksanaan
pelayanan informasi  melalui
media sosial?

Secara khusus kita melakukan
evaluasi, kita melihat sejauh mana
respon atau feedback masyarakat
terhadap informasi yang kita berikan
baik itu berupa konten maupun
infomasi-informasi yang kita
bagikan. Evaluasi dilakukan setiap 2
minggu sekali, tetapi juga secara
periodik karena ada hal-hal yang
menjadi trending topic di media
sosial dan itu menyangkut informasi
keagamaan maupun pelayanan yang
lainnya.

Bagaimana respon publik terhadap
konten media sosial? Apakah
pengelolaan media sosial ini
memberikan ~ dampak  positif
terhadap proses pelayanan
informasi atau sebaliknya?

Sejauh ini  respon  masyarakat
memang masih belum seperti yang
kita harapkan, tapi kita terus berusaha
agar informasi yang Kkita berikan
dapat memberi manfaat. Kita terus
kuatkan informasi yang sedang
trending di masyarakat seperti
informasi haji dan pendidikan. Untuk
yang lain-lain tetap kita publish tetapi
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frekuensi aksesnya tidak setinggi
yang bidang 2 tadi.

Sejauh ini memang responnya positif
meskipun memang ada satu dua yang
memberikan respon negatif terkait
dengan pribadi-pribadi. Tapi kalo
layanan publik insyaallah tidak. Apa
yang kita lakukan ini merupakan
amanah UUD 1945 pasal 28F dan
Permen PAN RB birokrasi informasi
termasuk media sosial oleh lembaga
pemerintah  untuk  mewujudkan
aparatur negara yang bersih dan
mensosialisasikan tujuan
pembangunan, dan seterusnya.

3. Transkrip wawancara dengan tim pengelola media sosial

Jabatan

Nama : Axelda Martha, S.Pd

: Pegawai Humas dan Anggota tim pengelola media sosial

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Hari/ Tanggal : 1 November 2023 dan 28 Desember 2023
Waktu :09.26 WIB dan 09.13 — 09.54 WIB
Tempat . Melalui aplikasi WhatsApp dan ruangan Humas Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar
No Peneliti Informan

Apa tujuan utama penyebaran
informasi  publik  Kementerian
Agama Kabupaten Blitar?

Secara umum, tujuan utama
penyebaran  informasi  publik
Kementerian Agama Kabupaten
Blitar adalah agar masyarakat
memahami dan menerima
kebijakan dan program yang sudah,
sedang dan akan dijalankan.
Selanjutnya, pemahaman dan
penerimaan informasi ini
diharapkan dapat membangun citra
positif, membangun kepercayaan
publik, juga meningkatkan
dukungan dan partisipasi
masyarakat.
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Bagaimana teknik atau strategi
komunikasi yang digunakan untuk
mencapai tujuan tersebut?

Dalam upaya mencapai tujuan
komunikasi  digunakan metode
Planning (perencanaan),

Organizing (pengelolaan sumber
daya), Actuating (pelaksanaan
program) dan Controlling
(monitoring dan evaluasi) atau
biasa disebut POAC. Metode ini
menjadi acuan dalam melaksanakan
kegiatan penyebaran informasi.

Bagaimana Kementerian Agama
Kabupaten Blitar mengidentifikasi
informasi yang dibutuhkan publik?

Ada beberapa hal yang dilakukan
untuk mengidentifikasi informasi,
pertama adalah monitoring isu
publik di media massa dan media
sosial. ldentifikasi ini digunakan
untuk melihat opini dan aspirasi
masyarakat ~ terkait  lembaga.
Selanjutnya dipilih isu mana yang
penting dan perlu diangkat. Juga
dilakukan pemantauan layanan
permohonan informasi dan
pengaduan masyarakat. Terakhir,
analisis program/kebijakan
lembaga, terutama program
prioritas. Saat ini, terdapat narasi
kunci strategi komunikasi
Kementerian Agama, yaitu
“Amplifikasi capaian tujuh
program prioritas dan program
legacy Kementerian Agama”. Jadi,
sebisa mungkin dapat mengangkat
program prioritas dan program
legacy Kementerian Agama.

Media apa vyang digunakan
Kementerian Agama Kabupaten
Blitar dan bagaimana publik

mengakses media tersebut?

Kementerian Agama Kabupaten
Blitar  menggunakan  berbagai
media  untuk  menyampaikan
informasi, yaitu secara online dan
offline. Secara online, terdapat
website (blitar.kemenag.go.id),
Youtube (Kemenag Kab. Blitar),
instagram  (@kemenagkabblitar),
tiktok (@kemenagkabblitar), WA
Center dan email
(kabblitar@kemenag.go.id). Publik
dapat mengakses seluruh kanal
secara gratis. Selain menerima
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informasi, publik juga dapat
menyampaian opini, aspirasi dan
permohonan informasi  melaui
media-media di atas.

Secara offline, informasi
disampaikan melalui pengadaan
event dan diseminasi informasi

kepada kepala madrasah, kepala
KUA, penyuluh, dan pengawas
untuk selanjutnya disampaikan ke
karyawan, guru, murid, dan/atau
warga binaan masing-masing.

Apa saja yang harus diperhatikan
dalam pembuatan konten media
sosial?

Beberapa hal yang diperhatikan
dalam pembuatan konten media
sosial adalah kesesuaian isi atau
materi dan kesesuaian media.
Konten yang dihasilkan harus
sejalan dengan visi dan misi
lembaga, mendukung program
prioritas Kementerian Agama, dan
tidak mengandung SARA.

Bagaimana alur publikasi konten
media sosial?

Alur publikasi konten media sosial
dimulai dengan penentuan jenis
informasi yang akan dipublikasikan
melalui monitoring isu atau analisis
program. Selanjutnya, dilakukan
pemetaan khalayak atau target
publikasi. Penentuan target
publikasi selanjutnya berhubungan
dengan pemetaan media Yyang
digunakan. Setelah melalui tahap-
tahap di atas, selanjutnya ke tahap
produksi konten dan evaluasi.

Apa kendala yang dirasakan Humas
Kementerian Agama Kabupaten
Blitar dalam memberikan pelayanan
informasi?

Secara offline, tak ada kendala
berarti dalam pelayanan informasi.
Namun, secara online, keterbatasan
personil menjadi kendala.
Keterbatasan personil ini
selanjutnya mempengaruhi
kecepatan produksi dan menjadikan
beberapa informasi tidak dapat
tersedia secara up to date. Jenis
informasi yang dipublikasikan juga
terbatas, tidak dapat mengakomodir
keseluruhan  program  prioritas
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(masih terpaku pada diseminasi
kegiatan kelembagaan) dan tidak
merata pada seluruh kanal media.

Bagaimana evaluasi pelaksanaan
pelayanan informasi melalui media
sosial?

Perlu adanya kerjasama dengan
berbagai pihak untuk dapat
berkontribusi  dalam  kegiatan
pelayanan  informasi.  Skema
kontributor untuk pemberitaan di
website sudah tersedia. Kontributor
terdiri dari penyuluh, pengawas,
dan guru madrasah.  Setiap
kontributor memiliki akun untuk
dapat menulis berita di website
dengan humas sebagai editor berita.
Skema ini akan segera diberlakukan
dan diharapkan dapat menjawab
permasalahan yang ada. Namun,
belum ditemukan skema yang
sesuai untuk jenis media lain.

Bagaimana respon publik terhadap
konten media sosial? Apakah
pengelolaan media sosial ini
memberikan ~ dampak  positif
terhadap proses pelayanan
informasi atau sebaliknya?

Publik memberikan respon positif,
ditandai dengan adanya dukungan
di media sosial. Dampak positif
terlihat dari adanya partisipasi
masyarakat berupa opini, aspirasi
dan permohonan informasi yang
diberikan melalui media sosial yang
dimiliki Kemenag Kab. Blitar.

4. Transkrip wawancara dengan pengguna media sosial

Nama . Indiyah Utami
Jabatan : Kepala Sekolah MIS Sananul Huda Selorejo, Blitar
Hari/ Tanggal : 26 Januari 2024
Waktu :10.17 -15.32 WIB
Tempat : Melalui aplikasi WhatsApp
No. Peneliti Informan

Apa jenis media sosial Kementerian
Agama Kabupaten Blitar yang anda
ketahui dan ikuti? Bagaimana
tanggapan anda?

Media sosial kemenag yang saya
tahu hanya pedma mbak. Kalau
pendma menurut saya sudah sangat
memudahkan lembaga. Kalau
Instagram bagus mbak.
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2. | Apakah informasi yang | Bagus mbak, kontennya juga
disampaikan akurat, menarik. dan | informatif dan menarik. Dengan
tersampaikan dengan baik? adanya Instagram semua jadi tahu

info-info.

3. | Apa kendala yang anda rasakan | Masyarakat umum masih banyak
dalam mencari informasi | yang belum punya IG, buka nya
Kementerian Agama Kabupaten | F5cebook
Blitar?

3. | Apa saran yang ingin anda | Sepertinya tidak ada
sampaikan terkait layanan
informasi di Kementerian Agama
Kabupaten Blitar?

5. Transkrip wawancara dengan pengguna media sosial

Nama . Arina lzzatul Ulya
Jabatan : Operator MIS Mamba’ul Ulum Tawangrejo, Blitar
Hari/ Tanggal : 26 Januari 2024
Waktu :07.03-11.10 WIB
Tempat : Melalui aplikasi WhatsApp
No. Peneliti Informan
1. | Apajenis mediasosial Kementerian | Adanya media sosial kemenag

Agama Kabupaten Blitar yang anda
ketahui dan ikuti? Bagaimana
tanggapan anda?

dapat membantu saya mengetahui
informasi terkini seputar kemenag
dengan cepat dan efisien

2. | Apakah informasi yang | Sangat membantu saya mengetahui
disampaikan akurat, menarik, dan | informasi terkini seputar kemenag
tersampaikan dengan baik? dengan cepat dan efisien

3. | Apa kendala yang anda rasakan | Saya rasa sudah cukup sesuai dan
dalam mencari informasi | dapat saya pahami
Kementerian Agama Kabupaten
Blitar?

3. | Apa saran vyang ingin anda | Saya rasa tidak ada
sampaikan terkait layanan

informasi di Kementerian Agama
Kabupaten Blitar?
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